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ABSTRACT

Neutrality of a mass media is one of the main functions that must be met in
order to gain public confidence. However, along with the diversity of the media,
many of them override the main functions, so in the presentation has a tendency
regardless the quality of the presentation of news.

This research is titled "Mass Media Alignments In Presentation of News" is
performed to determine how the alignments and tendency of Kompas newspaper
presenting feud Governor with DPRD DKI Jakarta in Kompas newspaper in the
time period of March 2015. The research method used is quantitative content
analysis. Data obtained by observation and documentation during that time period.

The research results showed that the chi squared calculation shows that x2
has a value of 0,14286. So, Hypothesis Ho (news in Kompas daily newspapers tend
to support DPRD DKI) rejected and H1 (news in Kompas daily newspapers tend to
favor Governor of DKI) accepted. It means the news in Kompas daily newspapers
tend to support the Governor of DKI Jakarta (Ahok). The alignments realized in
seven units of analysis, they are: Topic of News, Source of News, Placement of
News, Home of News, Governor’s Depiction, DPRD’s Depiction, and Dana
Siluman APBD DKI’s Depiction. Those seven of unit analysis have adequate
reliability figures with the lowest value stands at 0,7647 and the highest value
reached 0.9411.

Keyword : Mass Media, Kompas, News

XVi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peran penting media massa adalah menyampaikan segala
informasi dan pesan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Berbagai macam
informasi dan pesan yang disampaikan dapat diterima secara langsung atau
tidak langsung yang bisa melalui surat kabar, majalah, radio, televisi dan
berbagai media lainya. Suatu informasi dan pesan yang disampaikan oleh
media massa dapat dipilih dan diterima sesuai dengan selera atau kepercayaan
masyarakat dan menjadi pilihan dalam kebutuhan informasi berita.

Banyaknya media yang menjamur saat ini membuat berbagai media
massa berlomba lomba menunjukan sifat, karakteristik dan keunggulannya
untuk menyajikan informasi dan pesan kepada masyarakat dengan strategi
yang berbeda pula tanpa mengesampingkan fungsi pokok sebuah media.
Dalam situasi persaingan antar media massa yang ada di Indonesia, surat kabar
atau biasa disebut pula koran dapat dikatakan sebagai salah satu media massa
yang sampai saat ini masih diminati dan mampu menyaingi media -media
lainya. Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian media massa adalah
sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita
dan pesan kepada masyarakat luas. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah
Mass Media yang merupakan singkatan yang berasal dari Media Komunikasi

Massa dalam bahasa inggris Mass Communication Media, yang berarti media



massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai
alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat
langsung secara luas. Menurut Rakhmat (2011), definisi yang paling sederhana
tentang komunikasi massa dirumuskan Bittner (1980:10) yaitu, “Mass
communication is messages communicated through a mass medium to a large
number of people” (Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan
melalui media massa pada sejumlah besar orang).

Tujuan penggunaan media massa adalah agar membantu dalam
memberikan informasi secara cepat dan tidak terbatas dalam ruang dan waktu.
Melalui media massa, suatu informasi dan pesan dapat secara terbaru. Dalam

Surat Al-Ahzab ayat 70 diterangkan:

- ::9 :-.n- 4 _.q“_d_r-’.-ﬂn 5T 1. . ] rw;ﬁa
Spaa Vo8 Tod o83 DT, 88152500 GaadT LSS
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada

Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Makna ayat tersebut adalah anjuran dan perintah dari Allah SWT
bahwa hendaknya kaum muslimin senantiasa mengatakan sesuatu secara jujur.
Kewajiban mengatakan kebenaran walau terasa pahit dan hanya berkata
tentang suatu kebenaran. Tidak mengatakan sesuatu yang tidak berdasar
apalagi berbohong, itu merupakan perbuatan yang mungkar. Makna dari ayat
tersebut juga berlaku pada penggunaan media massa oleh Instansi Perusahaan,

bahwa setiap informasi atau pesan yang disampaikan melalui media massa



hendaknya adalah informasi yang sebenar-benarnya agar tidak menjadi isu dan
bisa berguna atau bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara umum, media yang mendapat kepercayaan tertinggi dari
masyarakat adalah suratkabar. Surat Kabar atau media cetak merupakan tolok
ukur pemberitaan yang berkualitas.

Grafik 1:
Kepercayaan Media di Indonesia.
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Dari beberapa surat kabar di Indonesia banyak sekali yang
tujuannya adalah menjadi sumber informasi dan berita untuk menyampaikan
secara cepat kepada masyarakat. Sebuah berita yang dihasilkan oleh surat
kabar merupakan suatu bentuk komunikasi massa yang akan dikonsumsi oleh
masyarakat. Salah satu pemberitaan yang sedang hangat dan sedang menjadi

pemberitaan headline di berbagai media adalah berita Gubernur DKI Jakarta

atau biasa disebut Ahok vs DPRD dalam Kasus Anggaran Siluman APBD



DKI Jakarta. Berita ini mulai hangat diperbicangkan pada awal bulan Maret
sejak kejadian adanya penerimaan tentang pengajuan anggaran Rp 8,8 triliun
dari Bappeda DKI dari Usulan DPRD oleh Gubernur DKI Jakarta. Gubernur
DKI Jakarta yaitu Basuki atau Ahok yang menganggap bahwa Dana Anggaran
APBD yang diajukan DPRD DKI Jakarta tidak jelas dan dinilai akan tidak
tepat sasaran.

Hal ini mengakibatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) DKI 2015 tak kunjung cair dan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) yang disebabkan adanya ketidaksepakatan antara pihak
Pemprov DKI dan DPRD DKI dalam penyerahan dokumen Rancangan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) ke
Kemendagri. Pemberitan tentang pemberitaan Ahok Vs DPRD dalam Kisruh
Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta ini mendapat respon dari masyarakat
maupun media, Masyarakat dan media menanggapi kasus ini sebagai bentuk
kecenderungan dukungan yang berbeda-beda, ada yang mendukung Gubernur
DKI atau juga DPRD DKI Jakarta.

Persaingan antar media yang semakin luas ditambah jumlah media
yang sedemikian banyak, menjadikan pemberitaan sejumlah media lebih
bervariasi dan kadang keluar dari konsep awal bahwa media juga memiliki
fungsi sosial. Banyak pemberitaan media yang lebih mengedepankan sensasi,
bombastis dan mendramatisir realitas atau isu yang diliput semata karena
orientasi untuk memenangkan pasar. Dengan orientasi nilai seperti itu, terkait

dengan liputan di media massa, masing-masing media memiliki perbedaan.



Perbedaan dalam merespon realita sempiris menjadi realitas media menjadi
sebuah fenomena yang lazim dalam setiap institusi media cetak atau pers.

Berdasarkan uraian diatas tentu suatu realitas yang ditampilkan
mencerminkan realitas yang sesungguhnya sangat tergantung pada kebijakan
redaksional masing-masing media yang bersangkutan. Adanya keterbatasan
pers yang tidak mampu menjaga independensi atau kecenderungannya pada
pemilik modal sering terjadi pada persindustrial. Dalam pers secara stuktural
bidang redaksional tidak lepas dari pemilik modal. Sadar atau tidak sadar
pemilik modal sering mencampuri bidang redaksional. Bahkan tidak jarang
pemilik modalah yang mengatur redaksionalnya (Abrar,1995:65).

Tidak setiap peristiwa dapat dimuat menjadi sebuah berita, tetapi
harus melalui proses seleksi yang didalamnya melibatkan berbagai pihak dan
kepentingan. Sehingga dalam penampilan sebuah peristiwa antara surat kabar
satu dengan yang lainya bisa saja berbeda. Maka suatu kejadian yang sama,
ketika dilaporkan sebagai berita olehsurat kabar, dapat berbeda kelengkapan
Isi, susunan, semangat, dan bentuknya. Perbedaan tersebut bisa disebabkan
banyak hal, seperti daya tangkap dan daya tanggap, perbedaan tafsir dan
selera tentang apa yang dipandangnya sebagai penting atau pokok dalam
kejadian tersebut. Perbedaan juga disebabkan oleh visi pandangan media
yang bersangkutan tentang permasalahan masyarakat. Visi itu dijabarkan
menjadi kebijakan editorial dan kebijakan redaksional yang sekaligus menjadi
kerangka acuan surat kabar yang bersangkutan (Oetama, 2001: 145). Seperti

yang diberitakan oleh surat kabar Kompas berikut ini:



Gambar 1:
Pemberitaan di Surat Kabar Kompas.

il colepoian Kepertingan Roakya! Jakaria EISRUH AHGGARLN
e mmmgeste fmmersn | Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas I

Sumber : Epaper Kompas.com

Pengamatan singkat pada berita-berita Kompas yang menunjukkan
adanya perbedaan isi dan kecenderungan tentang pemberitaan Ahok Vs DPRD
dalam Kisruh Anggaran Siluman APBDDKI Jakarta. suatu pemberitaan
tergantung pada kepentingan media atau tergantung pada faktor seperti politik
dan ekonomi dari pemilik mediaitu sendiri. Dengan kata lain, pemberitaan
media akan sangat dipengaruhi oleh ideologi yang melekat pada media
tersebut.

Pemilihan surat kabar dalam penelitian ini dikarenakan surat kabar
harian Kompas merupakan contoh media cetak yang menaruh perhatian dalam
fokus berita pembentukan Ahok Vs DPRD ini terbukti dari penerbitan berita
terkait Kisruh Anggaran Siluman APBDDKI Jakarta mendapat porsi yang
cukup besar. Namun meskipun dibandingkan dengan media massa lainya,
surat kabar tersebut sama-sama menyajikan berita seputar Ahok Vs DPRD
akan tetapi dalam isi maupun bentuk penyajian berita tentulah memiliki

perbedaan, selain itu bagaimana surat kabar ini memandang tingkat news value



juga berbeda. Suatu berita bisa saja ditempatkan pada halaman depan oleh
harian Kompas atau ditempatkan pada halaman belakang atau begitu pula
sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya
perbedaan latar belakang visi maupun misi suratkabar tersebut, karena suatu
media mempunyai subjektivitas tersendiri dalam menerbitkan sebuah berita.
Dalam penelitian ini, juga akan menunjukkan bahwa suatu media yang
mempunyai kecenderungan dalam pemberitaannya suatu kasus.

Oleh karenanya, persoalan ini menarik dan perlu untuk dikaji lebih
lanjut tentang pemberitaan Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman
APBD DKI Jakarta dibedah mengenai analisis isi yang ada didalamnya.
Pemberitaan ini layak untuk dikaji karena ada permasalahan hukum dan sosial
yaitu tentang stigmatisasi masyarakat terhadap Kasus Perseteruan Ahok Vs
DPRD DKI Jakarta. Menilik kondisi di Jakarta sebagai ibukota Indonesia yang
setiap tahun anggaran naik dengan tidak dikuti perkembangan dan kemajuan
secara signifikan. Sehingga pemberitaan Ahok Vs DPRD menjadi sesuatu
yang harus lebih serius didiskusikan, dalam hal ini menjadi sebuah wacana di
masyarakat dalam melihat pemberitaan kasus Kisruh Anggaran Siluman
APBD DKI Jakarta.

Pertimbangan di atas menjadi dasar penulis untuk menjadikan berita
Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta pada
media cetak surat kabar Kompas menjadi obyek kajian penelitian analisis isi.
Surat kabar harian Kompas menyajikan berita terkait Ahok Vs DPRD,

kecenderunganaya baru akan terlihat bila dicermati lebih lanjut. Untuk itu



kemudian peneliti hendak melihat bagaimana penyajian berita Ahok Vs DPRD
dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta ditampilkan dalam surat
kabar Kompas untuk kemudian hendak mengetahui adanya kecenderungan
dalam penyajian berita tersebut dengan menggunakan metode analisis isi.
Untuk itu peneliti memberikan kategorisasi isi penelitian menjadi 5 kategori
yakni frekuensi berita, ragam isi penyajian atau topik berita, narasumber
penyajian berita, asal berita, penggambaran berita dan penempatan halaman.
Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2015 karena
pemberitaan terkaitAhok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD
DKI Jakarta mulai muncul ke publik pada awal bulan Maret sampai menjelang
akhir Maret tahun 2015. Ketertarikan publik terhadap masalah ini menjadi
semakin tinggi sehingga pemberitaan terkait perseteruan ini mempunyai nilai
berita untuk diangkat kedalam surat kabar, yaitu pada surat kabar harian
Kompas. Pada akhir bulan Maret pemberitaan ini tidak hangat lagi dibicarakan
dilihat dari menurunya kuantitas pemberitaan. Untuk itu pengambilan waktu

penelitian hanya pada periode tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada ulasan latar belakang permasalahan, maka pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat kecenderungan penyajian berita Gubernur (Ahok)
Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar

harian Kompas periode 1-31Maret 2015?



C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini  bermaksud untuk mengetahui kecenderungan
penyajian berita Gubernur(Ahok) Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman
APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas selama bulan Maret tahun

2015.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis.
Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian pada bidang
komunikasi massa dan analisis media massa (terutama Analisis isi)
2. Manfaat Praktis.
Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan tentang
perbedaan sifat media massa yang terkait dengan kepentingan dan ideologi

tertentu dan juga menjadi sumber referensi dam informasi.

E. Telaah Pustaka
Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui hasil dari
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta memastikan bahwa
masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh pihak manapun.
Penelitian mengenai Analisis isi banyak dilakukan pada media-media massa
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak antara lain:
Pertama, pustaka yang digunakan adalah skripsi yang disusun oleh

Irma Suryani mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan



Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul NILAI
PROFETIK DALAM MEDIA MASSA (Analisis Isi Opini Harian Republika
Periode Ramadhan 1434 H). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
metode desain analisis isi kuantitatif, dengan menggunakan analisis isi model
Eriyanto yang menjelaskan bahwa penelitian menggunakan metode ini hanya
memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-coding
(memberi tanda) apa yang dilihat.

Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut bahwa
melalui pendeskripsian dan penafsiran hasil penelitian serta perhitungan chi
kuadrat diperoleh hasil bahwa terdapat nilai-nilai profetik dalam opini harian
Republika selama bulan Ramadhan 1434 H (periode 8Juli-7 Agustus 2013).
Dengan demikian, hipotesis Ho (tidak ada nilai profetik dalam opini harian
Republika selama bulan Ramadhan 1434 H) ditolak dan H1 (ada nilai profetik
yang terdapat dalam opini harian Republika periode bulan Ramadhan 1434 H)
diterima. Perhitungan ini memperoleh hasil bahwa terdapat satu buah unit
analisis yang tidak memenuhi syarat minimal (0,7 atau 70 %) yakni dengan
jumlah opini yang mempunyai nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran
dan Hadist hanyasebanyak 49 % (tidak mencapai 70 %). Sementara keenam
unit analisis laintetap mempunyai nilai profetik lebih dari 70 % sesuai yang
diharapkan Ilmu Sosial Profetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H

(periode 8 Juli — 7 Agustus 2013). Penelitian ini sama-sama menggunakan
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analisis isi model Eriyanto,tetapi terdapat perbedaan pada subjek dan objek
penelitiannya.

Kedua, penelitian yang dibuat oleh Maya Kusuma W Mahasiswa limu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada
Yogyakartatahun 2013 yang berjudul OBJEKTIVITAS KORAN LOKAL
DALAM LIPUTAN BERITA PEMILUKADA (Analisis Isi Berita Kampanye
Pemilukada DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota
Periode 24 Juni — 7 Juli 2012). Penelitian ini menggunakan analisis berita
dengan menggunakan teori obyektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl.
Populasi dari penelitian ini adalah semua berita mengenai pemilukada yang
terdapat di Pos Kota dan Warta Kota. Penilitian ini menggunakan teknik non-
probability sample, yakni menggunakan teknik sensus Sedangkan, Obyek
penelitian ini adalah Berita Kampanye Pemilukada DKI Jakarta pada Surat
Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 24 Juni — 7 Juli 2012.
Persamaan penelitian pada pengambilan media massa. Kesimpulan yang
dihasilkan dari penelitian tersebut adalah :

1. Tingkat obyektivitas yang dimiliki oleh koran Pos Kota masih rendah.
Halini ditunjukkan dengan nilai obyektivitas Pos Kota yang hanya 6.9.
Aspek yang perlu untuk diperhatikan dari pemberitaan di Pos Kota adalah
aspek keseimbangan berita yang hanya mendapatkan nilai sebesar 0.3.

2. Pasangan Fauzi Bowo dan Nacrowi Ramli cenderung “difavoritkan” oleh

surat kabar Pos Kota. Hal ini terlihat dengan seringnya pasangan ini
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diberitakan pada bagian headline Pos Kota dan dicitrakan positif dalam
berita

3. Tingkat obyektivitas yang terdapat di koran Warta Kota juga rendah dengan
mendapat nilai obyektivitas sebesar 6.9. Aspek yang perlu mendapatkan
perhatian dari harian Warta Kota adalah aspek keseimbangan berita..

4. Harian Warta Kota juga cenderung memfavoritkan pasangan Fauzi Bowo —
Nachrowi Ramli. Kecenderungan ini terlihat dari seringnya pasangan ini

diangkat dan dicitrkan positif dalam berita.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi teori dan salah satu
subjeknya. Objek atau unit analisisnya adalah berita berita mengenai

pemilukada yang terdapat di Pos Kota dan Warta Kota.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Febri Kurniasih Mahasiswa llmu
Komunikasi Fakultas llmu Sosial Dan IImu Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta tahun 2010 dengan judul MEDIA DAN PENYAJIAN BERITA
PEMBENTUKAN KABINET (Studi Analisis Isi Penyajian Berita
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il di Surat Kabar Harian Kompas dan
Republika Periode 11-310ktober 2009). Objek penelitian ini adalah Berita
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il. Sedangkan teori yang digunakan
adalah analisis isidari Berelson dan Krippendorf. Dari hasil analisis isi pada
Penyajian Berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il di Surat Kabar
Harian Kompas dan Republika Periode 11-31 Oktober 2009 maka didapat

kesimpulan sebagai berikut :
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1. Pada kategori frekuensi penyajian berita Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il berita surat kabar harian Kompas memberikan porsi yang lebih
besar dari pada Republika, pada surat kabar harian Kompas terdapat 66
berita sedangkan Republika hanya terdapat 43 berita.

2. Untuk kategori topik berita /ragam isi penyajian berita Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu Il antara surat kabar Kompas dan Republika
tidak terdapat perbadaan yang signifikan dalam penyajianya sebab X2<nilai
kritis (8,5< 9,49). Dari hal ini bisa dikatakan bahwa dalam menyusun dan
menyajikan berita Kompas dan Republika masih berpihak pada suatu
kepentingan yang dalamhal ini adalah kepentingan masyarakat. Betapapun
idealnya sebuah penerbitan pers, tidak dapat hidup tanpa ditentukan oleh
“hukum

3. Pada kategori sumber penyajian berita kedua surat kabar Kompasdan
Republika mempunyai perbadaan yang signifikan. Untuk kategori sumber
berita nilai X2 >nilai kritis (8,41>7,82).

4. Terdapat perbedaan yang signifikan terkait penempatan halaman berita.
Pada kategori ini nilai X2> dari nilai kritis (4,31>3,84). Dari hal ini terlihat
bahwa Kompas dan Republika memandang bahwa berita Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu Il mempunyai nilai berita yang berbeda.

Pada penelitian ini sama-sama menggunakan surat kabar yaitu kompas
akan tetapi terdapat perbedaan pada obyek dan pengambilan dua media massa

Kompas dan Republika dan analisis analisis isi yaitu dari Berelson dan

Krippendorf.
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F. Kerangka Teori

Suatu penelitian tentu memerlukan kejelasan landasan berpikir dalam
memecahkan atau menganalisa suatu masalah. Untuk itu, perlu disusun
kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari
sudut mana masalah penelitian akan dianalisa. Peneliti akan menjabarkan teori
antara lain Keberpihakan Media, Berita, dan Analisis Isi. Berikut penjabaran
dari masing-masing teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Keberpihakan Media

Keberpihakan media dalam memberitakan suatu kasus yang
mencerminkan konflik merupakan hal yang perlu dihindari. Keberpihakan
yang paling mendasar terhadap suatu objek adalah :

1. Perasaan mendukung (favourable) ataupun perasaan tidak mendukung
(unfavourable) seperti yang diungkapkan Berkowitz (Rahayu,
2006:134). Lebih spesifik lagi adalah sikap berpihak sebagai derajat
afeksi positif atau afeksi negatif terhadap objek psikologis
(Rahayu,2006:134)

2. Dalam kegiatan jurnalistik keberpihakan media akan tampak untuk
berpihak pada kecenderungan berafeksi positif, netral, dan negatif
(Rahayu,2006:134). Keberpihakan positif berarti media memilih sikap
mendukug (favourable). Sedangkan sikap negatif mencerminkan sikap
tidak mendukung (unfavourable).

3. Berdasarkan gagasan jurnalisme profesional dalam pemberitaan konflik,

media dituntut berada dalam situasi tengah antara pihak-pihak terlibat
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konflik. Jelasnya, media dalam menjalankan peran idealnya terutama
jurnalis dalam memberitakan konflik harus menjalankan tugas sesuai
dengan pedoman profesional. Seperti yang diungkap Burns
(Rahayu,2006:132) yaitu agar dapat menjaga sikap objektif, berimbang,
akurat, dan benar sehingga dalam posisi independen.

Media massa sebagai penyampai pesan-pesan komunikasi biasa
disebut dengan pers. Pers dalam arti sempit yaitu kegiatan komunikasi yang
hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam
arti kata luas adalah kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan
media cetak maupun media elektronik. (Kusumaningrat, 2006:17).

Semua peristiwva dan permasalahan dapat menjadi berita setelah
berita tersebut diangkat, diolah dan disajikan sebagai berita dalam media.
Sedangkan berita dalam arti teknis jurnalistik adalah: “laporan tentang fakta
atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk
disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena ia luar
biasa,entah karena pentingnya, atau akibatnya, entah pula karena ia
mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan

(Assegaf, 1982:24).

2. Berita

1. Definisi Berita

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam
bahasa Inggris disebut Write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “berita” berarti kabar atau warta,
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sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia diperjelas menjadi
“laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi berita
dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.
Definisi berita menurut The New Grolier Whbester International
Dictionary yang dikutip kembali oleh Hikmat Kusumaningrat dan
Purnama Kusumaningrat dalam buku “Jurnalistik teori dan Praktek”

menyebutkan bahwa berita adalah :

”(1) Current informatiom about something that has taken place, or
obout something not known before; (2) News is information as
presented by a news media such as paper, radio, or television; (3)
News is anything or anyone regarded by a news media as a subject
woethy of treatment. ( (1) Informasi hangat tentang sesuatu yang telah
terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya; (2)
Berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media semisal surat
kabar, radio, atau televisi; (3) Berita adalah sesuatu atau seseorang
yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk
diberitakan.” (Kusumaningrat, 2006:39).

Tidak semua peristiwa layak dijadikan berita atau layak untuk di
jadikan sebuah konsumsi publik ada indikator-indikator dimana sebuah
peristiwa layak untuk di beritakan, kelayakan sebuah peristiwa menjadi
sebuah berita disebut (news worthiness). Sedangkan indikator-indikator
untuk mengukur kelayakan sebuah peristiwa menjadi sebuah berita disebut
nilai berita (news value).

2. Nilai Berita
Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam
buku ”Jurnalistik teori dan Praktek” menyebutkan bahwa nilai berita

antara lain :
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. Aktualitas (Timeliness). Semakin aktual berita, artinya semakin
baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Tetapi
adakalanya juga penemuan suatu peristiwa penting atau menarik
yang usianya sudah bertahun-tahun dapat langsung menjadi berita
utama. Dalam hal seperti ini kecepatan adalah dalam hal
penyingkapannya.

Kedekatan (Proximity). Peristiwva yang mengandung unsur
kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian. Kian dekat
dengan pembaca, kian menarik berita itu.

Keterkenalan (Prominence). Kejadian yang menyangkut tokoh
terkenal akan menarik banyak pembaca. Nama-nama terkenal ini
tidak harus diartikan orang saja. Tempat-tempat terkenal dan
situasi-situasi terkenal juga memiliki nilai berita yang tinggi.
Dampak (Consequence). Peristiwa yang memiliki dampak luas
terhadap masyarakat, misalnya pengumuman kenaikan harga BBM
atau ilmuwan yang mengembangkan suatu vaksin baru, memiliki
nilai berita tinggi.

Human Interest. Berita yang memiliki daya tarik secara universal
yang menarik minat orang memiliki nilai berita tinggi. Beberapa
unsur human interest misalnya ketegangan, ketidaklaziman, minat

pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, usia, hewan, dan humor.
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3. Penempatan Berita

Penempatan berita menurut Eriyanto (2013: 226),

didefinisikan sebagai dimana letak berita dalam halaman surat kabar

yaitu:

1.

Headline/Berita Utama. Posisi atau letak berita berada di
halaman depan dan berada di posisi utama (headline). Headline
umumnya ditulis dengan huruf lebih besar di bagian depan
surat kabar dan panjang berita lebih besar.

Halaman Depan, tidak headline. Posisi atau letak berita di
halaman depan tetapi tidak berada di posisi berita utama
(headline)

Halaman Belakang. Berita ditempatkan di halaman belakang
surat kabar. Misalnya, jika surat kabar terdiri dari 24 halaman,
beita ditempatkan di halaman 24

Halaman Dalam. Posisi/letak berita di halaman dalam surat
surat kabar (di luar halaman 1 dan halaman belakang surat
kabar)

Halaman Khusus (Suplemen). Posisi/letak berita di halaman
khusus (Suplemen) surat kabar. Ini adalah halaman khusus

yang disediakan oleh surat kabar dalam liputan.

4. Narasumber Berita

Bagian terpenting dari wawancara adalah

narasumber. Narasumber yang paling baik adalah seorang yang
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berpengetahuan dalam sesuatu bidang dan yang mengetahui apa
yang sedang terjadi sebenarnya.Macam-macam narasumber
menurut (Kusumaningrat, 2006: 250) yaitu :

1. llmuwan. limuwan dianggap sebagai narasumber paling sensitif
diantara narasumber lainnya dalam hal memberikan keterangan
kepada pihak-pihak lain di luar disiplin ilmunya. Para ilmuwan,
sama seperti juga wartawan, sama mengejar kebenaran. lImuwan
mengejar kebenaran baru, yang belum ditemukan, dan mempunyai
kepentingan dalam menyampaikan kebenaran baru yang ditemukan
dengan sikap sangat saksama dana korek.

2. Birokrat. Dari sudut pandang wartawan, seorang birokrat adalah
orang yang untuk melaksanakan tugas-tgasnya harus memperoleh
kerjasama dari publik dalam hal ini memperoleh kerjasama dari
publik dan dalam hal ini memperoleh kerjasama melalui media.
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menjadi
bagian sebuah institusi dan memiliki kompetensi untuk
menjelaskan apa yang tengah terjadi terkait hal yang dinaungi oleh
institusi tersebut seperti Dinas Pendapatan Pajak untuk soal pajak,
atau pemerintah daerah dalam soal pemilihan kepala daerah.

3. Politisi. Politisi memiliki motivasi yang sedikit berbeda dalam
mencari perhatian publik melalui media. Seorang politisi adalah
seorang yang berusaha meniti tangga kepemimpinan institusi sosial

atau mengubah institusi. Politisi berusaha “menggerakan” segala
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sesuatu (birokrat berusaha melaksanakan sesuatu yang sudah
tetap).

4. Anggota yang tidak puas. Anggota yang tidak puas dalam sebuah
organisasi merupakan narasumber yang seringkali digunakan
dalam reportase investigatif. Tetapi, sumber-sumber semacam itu
penting juga dalam reportase interpretatif karena mereka
memberikan pandangan tentang kelemahan-kelemahan institusi
yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain.

5. Pengejar Publisitas. ementara narasumber juga bisa jadi merupakan
pengejar publisitas — publicity seeker. Mereka seringkali memburu
ruangan-ruangan redaksi suratkabar. Mereka jarang memberikan
sumbangan pada interpretasi yang tajam tentang suatu isu , tetapi
informasinya bermanfaat.

6. Pejabat Humas. Bagi seorang wartawan interpretatif, sumber resmi
yang bernama pejabat humas (hubungan masyarakat) amat
penting. Pejabat humas merupakan narasumber yang dapat
membawa kenarasumber-narasumber lain. la juga dapat
memberikan informasi serta merespon interpretasi tentang isu-isu
tertentu dengan pemahaman mendalam.

5. Asal Berita

Asal berita menurut Eriyanto (2013: 226), merujuk kepada
dari mana berita ini didapat oleh wartawan, apakah dari liputan lagsung

ataukah dari sumber lain. Penjelasanya sebagai berikut :

20



1. Liputan wartawan surat kabar. Berita didapatkan dari liputan
langsung wartawan (liputan, wawancara)

2. Kantor berita Indonesia. Berita didapatkan dari Kantor berita
Indonesia.

3. Kantor berita Asing. Berita didapatkan dari kantor berita luar
negeri.

4. Mengutip media dari Indonesia. Berita mengutip dari berita lain,
baik surat kabar, radio, televisi ataupun dotcom.

5. Mengutip media Asing. Berita mengutip berita dari media lain,baik
surat kabar, radio, televise ataupun dotcom.

6. Lainnya. Asal berita tidak dapat diidentifikasikan secara jelas, atau

diluar yang telah disebut diatas.

3. Analisis Isi

Menurut Eriyanto (2013: 15) Analisis isi didefinisikan
sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui
gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi, serta ditujukan
untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak.

Menurut Holsti (dalam Eriyanto,2013: 33) terdapat 4
(empat) desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk :Pertama,
analisis isi yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang
sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Biasanya dipakai untuk

mengetahui kecenderungan tren dari suatu pesan komunikasi dengan
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perbandingan waktu. Contoh, mengetahui tren iklan di televisi anak-anak
dari decade ke decade, seperti yang dilakukan Alexander et al (1998).
Kedua, analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda.
Situasi yang berbeda dapat diartikan sebagai perbedaan konteks budaya,
sosial dan politik. Secara singkat, Analisis isi yang mendapat sumber data
(pesan) yang sama, akan tetapi dalam konteks yang berbeda. Dalam
karakteristik kali ini, penelitian biasanya melakukan perbandingan isi
pesan dari konteks-konteks tersebut. Contoh, penelitian dari Ji and
McNeal (2001) tentang iklan anak-anak di Amerika dan Cina. Ketiga,
analisis Isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda.
Pengertian khalayak di sini dapat diartikan sebagai pembaca atau penonton
media yang mempunyai karakter berbeda. Desain memasukan pesan dari
sumber yang sama (satu), akan tetapi untuk pemirsa yang berbeda.
Contoh, penelitian Kolbe dan Albanese (1996) tentang bagaimana
tampilan iklan laki-laki dalam majalah dengan segmen yang berbeda.
Keempat, analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang
berbeda. Penelitian disain ini ingin melihat kasus yang sama dan
bagaimana komunikator yang berbeda akan menghasilkan isi (konten)
yang berbeda dari kasus yang sama akan tetapi hal yang paling penting
dalam analisis isi adalah mengetahui pendekatan yang digunakan.

. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode analisis isi

kuantitatif, selalu dibutuhkan hipotesis penelitian yang akan dibuktikan
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melalui analisis data nantinya. Hipotesis yang peneliti angkat dalam
penelitian ini adalah :

Kecenderungan Penyajian Berita

Ho : Berita di surat kabar Kompas cenderung memihak DPRD
DKI Jakarta.
H1 . Berita di surat kabar Kompas cenderung memihak

Gubernur DKI Jakarta (Ahok).

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau tata cara
mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematik.
Mengacu pada penjelasan tersebut maka, metodologi dalam penelitian ini
akan menjelaskan tentang paradigma penelitian hingga analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis isi kuantitatif adalah
analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari berita
yang dilakukan peneliti secara kuantitatif. Prosedurnya yaitu dengan jalan
mengukur atau menghitung aspek dari berita itu dan menyajikannya secara
kuantitatif (Eriyanto, 2011:412). Peneliti ingin mengetahui apakah ada
kecenderungan penyajian beritaAhok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran
Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas periode 1-

30Maret 2015. Eriyanto (2011:412) menjelaskan bahwa penelitian

23



menggunakan metode ini hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat
saja. Peneliti hanya meng-coding (memberi tanda) apa yang dilihat.
2. Metode Pengumpulan Data
a. Jenis Data
Data yang akan digunakan dalam analisis penelitian kali ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan
informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya.
Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah
dikumpulkan pihak lain. Data primer didapat dari Observasi dan
Dokumentasi berita Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran
Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas periode
1-30 Maret 2015. Sedangkan data sekunder didapat dari Sumber-
sumber lain yang menjadi referensi sekunder bagi penelitian ini
antara lain buku referensi, surat kabar, laporan atau jurnal yang
dinilai relevan dengan objek kajian yang akan diangkat oleh
peneliti.
b. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik
pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan
studi pustaka. Metode ini adalah instrumen pengumpulan data yang
sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data.
1. Observasi data, dengan melihat pemberitaan yang dikaji

dengan cermat dan teliti.
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2. Dokumentasi mengambil gambar-gambar atau bentuk
dan isi berita yang dirasa perlu. Karena objek dari
penelitian kali ini adalah berita di media massa (cetak),
maka beberapa berita digunakan sebagai data utama.

3. Unit Analisis

Unit analisis didefinisikan sebagai apa yang diobservasi,
dicatat, dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-
batasnya dan  mengindentifikasi untuk analisis  berikutnya
(Krippendorff dalam Eriyanto, 2011:59). Secara sederhana menurut
Eriyanto (2011:59), unit analisis dapat digambarkan sebagai bagian
apa dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari
(potongan adegan), paragraf.

Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini dibuat
berdasarkan panduan dari buku Analisis Isi milik Eriyanto
(2011).Peneliti memilih menggunakan teknik unit analisis isi tersebut
karena mempunyai kelebihan selain merupakan unit analisis yang
paling umum dipakai, juga keduanya mempunyai tingkat produktivitas
(analisis yang dapat menjawab tujuan dan punya potensi menghasilkan
temuan menarik) yang tinggi (Eriyanto, 2011:99). Sedangkan
kelemahannya adalah, keduanya mempunyai tingkat reliabilitas yang
rendah, yakni kemungkinan perbedaan pemaham anantara peneliti

dengan peng-coder cukup tinggi sehingga diperlukan pembuatan unit
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analisis yang cermat dan terperinci. Kelemahan inidapat diatasi dengan
pembuatan unit analisis dengan terperinci sehingga lembar coding
yang digunakan mempunyai reliabilitas tinggi. Untuk membuktikan
reliabilitas  tersebut dilakukan menggunakan uji reliabilitas
menggunakan rumus statistik.

Unit analisis dan kategorisasi diturunkan dari landasan teori
yang dipakai. Landasan teori yang mendasari pembentukan unit
analisis ini adalah analisis isi berita surat kabar dari Eriyanto. Berikut
ini adalah unit analisis dan kategorisasi yang peneliti susun untuk
penelitian ini :

Tabel 1:
Unit analisis dan kategorisasi analisis isi.

Unit Analisis Kategorisasi

Topik Berita Pengadaan alat UPS
Pengadaan trilogy buku Ahok
Pengadaan Elektronik (E-Budgeting)
Pengadaan AC Blok B BLUD RS Tarakan
Kegiatan Baru berdasarkan sekertariat DPRD

Anggara pemakaman Jaktim
Anggaran rehab Sekolah

Anggaran rehab kantor lurah Jaktim

Komentar/tanggapan
Lainya
Sumber Berita DPRD DKI Jakarta
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Penempatan Berita

Asal Berita

Unit Analisis

Penggambaran Ahok

Penggambaran DPRD

Penggambaran Dana
Siluman APBD DKI

Jakarta

Pemerintah DK Jakarta
Masyarakat

Politisi

Penegak Hukum
Mahasiswa/Intelektual
Headline

Halaman depan, tidak headline
Halaman belakang

Halaman dalam

Halaman Khusus (Suplemen)
Keterangan Pers

Liputan Langsung

Mengutip media lain
Lainnya

Penggambaran Berita

Kategorisasi

Positif
Negatif
Netral
Tidak ada
Positif
Negatif
Netral
Tidak ada
Positif
Negatif
Netral
Tidak ada

(Sumber : olahan peneliti)
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4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang

memberitahukan cara mengukur variabel. Dengan kata lain adalah

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel.

Perincian kategori dan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Ragam isi penyajian/ topik berita dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

b.

Pengadaan alat UPS.

Pengadaan trilogy buku Ahok

Pengadaan Elektronik (E-Budgeting)

Pengadaan AC Blok B BLUD RS Tarakan

Kegiatan Baru berdasarkan sekertariat DPRD

Anggara pemakaman Jaktim

Anggaran rehab kantor lurah Kayu Manis Jaktim

Anggaran rehab kantor lurah kelurahan Lubang Buaya

kecamatan Cipayung Jaktim

b. Sumber Penyajian Berita :

Sumber berita adalah sesuatu yang melahirkan

berita. Sesuatu itu bisamanusia, tempat. Pihak atau orang yang

dijadikan nama sumber dalam sebuah berita, terbagi dalam

kategori:
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a. Birokrat adalah pegawai pemerintah. Yang termasuk dalam
kategori ini misalnya adalah Pemerintah DKI Jakarta dan
penegak hukum.

b. Politisi adalah kelompok sosial yang mempunyai kemampuan
dalam mempengaruhi pengambilan kabijaksanaan negara
seperti DPRD, PARPOL

c. Masyarakat/Intelektual adalah warga negara yang punya
pengetahuan secara akademis ataunon akademis seperti LSM,
akademis, aktivis, sejarawan, tokoh agama, peneliti.

d. Penempatan halaman.

Penempatan berita oleh surat kabar bisa menjadi
indikator terhadap nilai suatu berita dan juga faktor pendukung
penting tidaknya berita itu bagi khalayak pembaca. Dalam
penelitian ini penempatan berita dibedakan menjadi beberapa
bagian yaitu:

a. Halaman depan (headline/tidak headline).

Jika obyek beritanya diletakkan pada halaman muka/halaman
utama yang memiliki nilai dan kapasitas yang lebih tinggi di
bandingkan halaman lainnya.

b. Halaman dalam.

Jika berita diletakkan pada halaman dalam dan halaman khusus

c. Halaman belakang.

Berita diletakkan pada bagian belakang atau halaman terakhir
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5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca. Sebelum analisis dilakukan, data
yang sudah terkumpul dalam bentuk lembar coding (coding sheet)
harus direkap untuk memudahkan pembacaan data dan analisisnya.
Rekapitulasi data tersebut diinput kedalam software SPSS
(StatisticalPackage for Social Science) ataupun diinput dalam format
Microsoft Word dan Excell. Pertama, peneliti akan melakukan uji
reliabilitas dengan rumus yang dipopulerkan oleh R. Holsti (1969).
Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan berapa besar
presentase persamaan antar-coder ketika menilai suatu isi (Holsti

dalam Eriyanto, 2011:290).Rumusnya adalah :

ZM
N1+ N2

Reliabilitas Antar — Coder =

Dimana M adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh
masing—masing coder), N1 adalah jumlah coding yang dibuat oleh
coder 1, N2 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 2.
Eriyanto(2011 : 290) menambahkan bahwa reliabilitas bergerak antara
0-1. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi
adalah 0,7 atau 70 %. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka
reliabilitas diatas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi,

jika dibawah 0,7, berarti coding sheet (alat ukur) belum reliabel.
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Tahap awal anasilis data adalah mendeskripsikan temuan
menggunakan statistik deskriptif. Disebut statistik deskriptif karena
statistik ini bertujuan mendeskripsikan dan menjabarkan temuan dan
data yang didapat dari analisis isi (Eriyanto, 2011:306). Kemudian,data
yang ada dibuat menjadi bentuk tabel frekuensi. Peneliti menggunakan
tabel frekuensi biasa untuk memaparkan hasil datanya. Masing—masing
unit analisis mempunyai satu tabel frekuensi yang dibuat visualisasinya
dalam bentuk grafik. Peneliti menggunakan jenis grafik batang dan

diagram lingkaran.

Selanjutnya, data yang sudah tersaji akan dihitung kembali
untuk menguji hipotesis Ho dan H1. Peneliti akan menggunakan teknik

perhitungan Chi Square (Chi Kuadrat). Rumusnya adalah :

- (0-E)*
oy

Dimana X2 adalah chi square, O adalah frekuensi
observasi, dan E adalah frekuensi harapan. Perhitungan ini bisa
dilakukan secara manual, namun jauh lebih mudah menggunakan
program computer SPSS yang banyak beredar di Indonesia. Jika hasil
perhitungan > 0,05,maka Ho ditolak, sementara jika < 0,05, maka H1

yang ditolak
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I. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berita Perseteruan Gubernur Vs DPRDDKI Jakarta
di Surat Kabar Harian Kompas Periode 1 — 31 Maret

2015

Keberpihakan Media Massa Dalam Penyajian Berita

Gubernur DKI DPRD DKI
| |
Topik Sumber Penempatan Asal Penggambaran Penggambaran Penggambaran
Berita Berita Berita Berita Gubernur DKI DPRD DKI Dana Siluman
Kecenderungan
Surat Kabar Kompas

(Sumber : Olahan Peneliti)
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui penggambaran dan pendeskripsian penelitian serta

perhitungan chi kuadrat diperoleh hasil bahwa :

1. Berita di surat kabar harian Kompas cenderung memihak Gubernur DKI
Jakarta (Ahok) dalam kasus Anggaran Siluman selama periode 1 — 31 maret
2015. Dengan demikian, hipotesis Ho (Berita di surat kabar harian Kompas
cenderung memihak DPRD DKI) ditolak dan H1 (Berita di surat kabar
harian Kompas cenderung memihak Gubernur DKI) diterima.
Keberpihakan Surat Kabar Kompas (memihak Gubernur DKI) tersebut
terwujud dalam tujuh unit yang terdapat dalam berita, antara lain : ‘Topik
Berita’, ‘Sumber Berita’, ‘Penempatan Berita’, ‘Asal Berita’,
‘Penggambaran Ahok, ‘Penggambaran DPRD’, dan ‘Penggambaran Dana
Siluman APBD DKI Jakarta '. Keseluruhan unit analisis tersebut
mempunyai angka reliabilitas yang memadai dengan nilai paling rendah

berada pada angka 0,7647 dan nilai paling tinggi mencapai angka 0,9411.

2. Dari ketujuh unit analisis yang digunakan, terdapat 6 (enam) unit analisis
yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai obyektifikasi dari
Keberpihakan penyajian berita, yakni, pertama, ‘Topik Berita’ dengan
perolehan angka yang paling tinggi ada pada kategorisasi satu (Pengadaan

alat UPS) sebanyak 34 %, kemudian disusul komentar/tanggapan sebanyak
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22 %, kemudian topik mengenai kegiatan baru berdasarkan sekertariat
DPRD 19 %, kemudian topik berita mengenai pengadaan elektronik (e-
budgeting) 6 %, kemudian topik berita mengenai anggaran rehab sekolah
dengan jumlah 6 % dan urutan terakhir topik berita (lainnya) sebesar 3 %.
Kedua, adalah unit analisis ‘Sumber Berita’ dari perolehan jumlah sumber
tertinggi yaitu dari ‘Pemerintah DKI Jakarta’ dengan persentase 22 %.
Disusul kemudian sumber dari ‘Mahasiswa atau intelektual” sebesar 19 %,
lalu diikuti oleh sumber — sumber berita dari ‘Politisi’ sebanyak 18 %,
disusul oleh sumber berita dari ‘masyarat’ dan sumber dari ‘Penegak
Hukum’ dengan perolehan hasil yang sama yaitu dengan persentase 14 %.
Ketiga, unit analisis ‘Penempatan Berita’ sebagian besar ada di halam
belakang dengan perolehan angka 75 %. Sedangkan pada halaman depan
tidak headline mendapat jumlah sebesar 23 %, disusul kemudian
penenmpatan berita di halaman depan (headline) ada 4 % dari keseluruhan
berita yang berjumlah 34 berita. Keempat, unit analisis ‘Penggambaran
Gubernur DKI Jakarta’, dengan kategorisasi positif memperoleh persentase
tertinggi sebesar 52 %, kemudian kategorisasi negatif sebesar 5 % dan
disusul oleh penggambaran ntral dan penggambaran tidak ada dengan
perolehan jumlah yang sama yaitu sebesar 22 %. Kelima, unit analisis
‘Penggambaran DPRD DKI Jakarta’ dengan penggambaran positif sebesar
11%. Kemudian penggambaran negatif dengan perolehan jumlah terbesar
dengan 38 %, selanjutnya penggambaran netral dengan persentase sebesar

20 %, lalu yang terakhir penggambaran tidak ada mendapat 32%. Dan
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keenam, unit analisis ‘Penggambaran Dana Siluman’ dengan tidak ada
penggambaran positif 0 %, kemudian penggambaran negatif sebesar 70 %,
penggambaran netral sebanyak 8 %, yang terakhir penggambaran tidak ada

dengan jumlah 24%.

. Sedangkan unit analisis ‘Asal Berita’ dari keterangan pers memperoleh
jumlah 15 poin (15 %), liputan langsung menduduki angka paling banyak
78 poin (76%), mengutip media lainya mendapat 36 poin 6 %) dan
kategorisasi keempat yakni asal berita dari lainnya mendapat porsi terendah
yakni 3 poin (4 %). Perhitungan ini memperoleh hasil bahwa tidak terdapat
kecenderungan pemberitaan surat kabar Kompas dalam hal asal berita.
Surat Kabar Komnpas sebagian besar berita berasal dari liputan langsung
oleh wartawan, artinya surat kabar kompas dalm penyusunan berita ini
selalu menerjunkan langsung wartawanya ke lapangan. Peneliti dan
pengcoder mengamati bahwa asal berita dari liputan langsung tidak
menunjukan kecenderungan dalam hal pemberitaan. Dalam kategorisasi
Keterangan pers, liputan langsung, mengutip media lainya tidak ada berita
(kutipan berita) yang menunjukan kecenderungan. Peneliti melihat bahwa
dalam hal ini (asal berita) surat kabar kompas dalam pemberitaan
perseteruan gubernur dengan DPRD DKI Jakarta menunjukan ketidak

kecenderungan (netral).
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B. SARAN

Setelah melalui hasil perhitungan dan proses pendeskripsian yang
terperinci, peneliti menemukan hal — hal yang patut digaris bawahi, antara

lain :

1. Dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa surat kabar Kompas harus
dapat menjaga netralitas dalam pemberitaanya. Dalam hal ini, dalam
melakukan peliputan berita dengan mencoba untuk tidak berpihak dan
cenderung kepada pihak tertentu. Check and recheck serta menggali sisi —
sisi lain dari sebuah berita seharusnya menjadi prioritas utama dari sebuah

media.

2. Bagi pengelola surat kabar Kompas harus lebih memperhatikan mengenai
kualitas berita yang mereka terbitkan. Hal ini khususnya terkait dengan
masalah netralitas berita yang masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Netralitas
atau keseimbangan berita ini penting agar media tidak digunakan sebagai
salah satu “corong” dari pihak tertentu untuk mempengaruhi masyarakat
yang pada akhirnya malah akan merugikan media yang bersangkutan dan

tentunya masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang relevan.

3. Pemerintah juga harus lebih mampu memberikan pengawasan dan tindakan
hukum yang tegas terhadap media massa massa yang ada di Indonesia.
Adanya hukum dan sanksi yang sesuai akan memberikan jaminan kepada
media maupun masyarakat sehingga akan dapat menjadi lebih baik lagi ke

depannya.
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LAMPIRAN



LEMBAR CODING

KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA DALAM PENYAJIAN BERITA
(Analisis Isi Berita Perseteruan Gubernur Vs DPRD DKI Jakarta

di Surat Kabar Harian Kompas Periode 1 — 31 Maret 2015)

Nomor Coding

Nomor Identitas Coder
Edisi / Hari / Tanggal
Halaman

Judul Berita

1. Penempatan Berita
1 = Headline 4 = Halaman Dalam

2 = Halaman Depan, Tidak Headline 5 = Halaman Khusus
(Suplemen)

3 = Halaman Belakang

2.Asal Berita
1 = Keterangan Pers 3 = Mengutip Media Lain
2 = Liputan Langsung 4 = Lainnya

3. Topik Berita
1 = Pengadaan Alat UPS
2 = Pengadaan Trilogy Buku Ahok

3 = Pengadaan Elektronik (E-Budgeting)

4 = Pengadaan AC Blok Blok B BLUD RS Tarakan

5 = Kegiatan Baru berdasarkan sekertariat DPRD



6 = Anggara pemakaman Jaktim
7 = Anggaran rehab kantor lurah Kayu Manis Jaktim
8 = Anggaran rehab kantor lurah kelurahan Lubang Buaya
9 = Komentar/tanggapan
10 = Lainnya
4. Sumber Berita
1 = DPRD DKI Jakarta
2 = Pemerintah DKI Jakarta
3 = Masyarakat
4 = Politisi
5 = Penegak Hukum
6 = Mahasiswa/Intelektual
5. Penggambaran Ahok
1 = Positif 3 = Positif dan Negatif
2 = Negatif 4 = Tidak ada
6. Penggambaran DPRD DKI
1 = Positif 3 = Positif dan Negatif
2 = Negatif 4 = Tidak ada
7. Penggambaran Dana Siluman APBD DKI
1 = Positif 3 = Positif dan Negatif

2 = Negatif 4 = Tidak ada




HASIL CODING

Unit Analisis 1. Topik Berita

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta
(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

Peneliti

N1

N2



20.

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran 1 1

21. (19 Maret 2015) 5 5
Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik

22. (20 Maret 2015) 10 10
Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar

23. (20 Maret 2015) 3 3
Tim Anggaran Kejar Target

24. (20 Maret 2015) 7 7
Guru Terpaksa Talangi Operasional

25. (23 Maret 2015) 5 5
Tim Anggaran Siapkan Pergub

26. (24 Maret 2015) 5 5
Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014

27. (25 Maret 2015) 5 5
Dewan Lanjutkan Hak Angket

28. (25 Maret 2015) 9 9
Kesempatan Terakhir pun Kandas

29. (26 Maret 2015) 9 9
Pesan dibalik Kisruh APBD

30. (27 Maret 2015) 1 1
ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK

31. (28 Maret 2015) 9 9
Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri

32. (30 Maret 2015) 3 3
APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi

33. (31 Maret 2015) 1 1
AU - ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

34 (31 Maret 2015) 9 9
DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

R1 2.M = :
CR1=N17 w2 CR2 = N1+ w2
2.32 2.30
"~ 34+34 ~ 34+34
64 60

—68—0,9411 —68—0,8823



Unit Analisis 2. Sumber Berita

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta
(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Peneliti

N1

N2



21. (19 Maret 2015)

Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik
22. (20 Maret 2015)

Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar
23. (20 Maret 2015)

Tim Anggaran Kejar Target
24. (20 Maret 2015)

Guru Terpaksa Talangi Operasional
25. (23 Maret 2015)

Tim Anggaran Siapkan Pergub
26. (24 Maret 2015)

Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014
27. (25 Maret 2015)

Dewan Lanjutkan Hak Angket
28. (25 Maret 2015)

Kesempatan Terakhir pun Kandas
29. (26 Maret 2015)

Pesan dibalik Kisruh APBD
30. (27 Maret 2015)

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK
31. (28 Maret 2015)

Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri
32. (30 Maret 2015)

APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi
33. (31 Maret 2015)

AU — ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
34 (31 Maret 2015)

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

2.M
CR1 = N1+ NZ CR2
2.31
" 34+34
62 117
“e8 07

2 2
3 3
1 1
6 6
4 4
4 4
1 1
4 4
2 4
3 3
2 2
2 4
5 5
2 2
M
N1+ N2
2,30
34 + 34

—60—08823
T 68



Unit Analisis 3. Penempatan Berita

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik
(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta
(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Peneliti

N1

N2



21. (19 Maret 2015)

Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik
22. (20 Maret 2015)

Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar
23. (20 Maret 2015)

Tim Anggaran Kejar Target
24. (20 Maret 2015)

Guru Terpaksa Talangi Operasional
25. (23 Maret 2015)

Tim Anggaran Siapkan Pergub
26. (24 Maret 2015)

Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014
27. (25 Maret 2015)

Dewan Lanjutkan Hak Angket
28. (25 Maret 2015)

Kesempatan Terakhir pun Kandas
29. (26 Maret 2015)

Pesan dibalik Kisruh APBD
30. (27 Maret 2015)

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK
31. (28 Maret 2015)

Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri
32. (30 Maret 2015)

APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi
33. (31 Maret 2015)

AU — ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
34 (31 Maret 2015)

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

2.M
CR1 = N1+ NZ CR2
2.32
" 34+34
64

=—=0,9411
63

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
2 2
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
M
N1+ N2
231
34 + 34
=22 _ 09117
68



Unit Analisis 4. Asal Berita

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta

(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran
(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Peneliti

N1

N2



21. (19 Maret 2015)

Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik
22. (20 Maret 2015)

Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar
23. (20 Maret 2015)

Tim Anggaran Kejar Target
24. (20 Maret 2015)

Guru Terpaksa Talangi Operasional
25. (23 Maret 2015)

Tim Anggaran Siapkan Pergub
26. (24 Maret 2015)

Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014
27. (25 Maret 2015)

Dewan Lanjutkan Hak Angket
28. (25 Maret 2015)

Kesempatan Terakhir pun Kandas
29. (26 Maret 2015)

Pesan dibalik Kisruh APBD
30. (27 Maret 2015)

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK
31. (28 Maret 2015)

Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri
32. (30 Maret 2015)

APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi
33. (31 Maret 2015)

AU — ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
34 (31 Maret 2015)

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

2.M
CR1 = N1TNZ CR2
2.29
© 34+34
58
=—=20,8529

68

2 2
3 3
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 2
2 2
3 3
3 2
2 2
2 2
2 2
M
N1+ N2
_2.27
34 + 34
=2t _0,7951
68



Unit Analisis 5. Penggambaran Gubernur DKI Jakarta (Ahok)

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta
(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Peneliti

N1

N2



21. (19 Maret 2015)

Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik
22. (20 Maret 2015)

Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar
23. (20 Maret 2015)

Tim Anggaran Kejar Target
24. (20 Maret 2015)

Guru Terpaksa Talangi Operasional
25. (23 Maret 2015)

Tim Anggaran Siapkan Pergub
26. (24 Maret 2015)

Mediasi Buntu, Apbd Mengacu Tahun 2014
27. (25 Maret 2015)

Dewa Lanjutkan Hak Angket
28. (25 Maret 2015)

Kesempatan Terakhir pun Kandas
29. (26 Maret 2015)

Pesan dibalik Kisruh APBD
30. (27 Maret 2015)

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK
31. (28 Maret 2015)

Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri
32. (30 Maret 2015)

APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi
33. (31 Maret 2015)

AU — ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
34 (31 Maret 2015)

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

2.M
CR1 = N1+ NZ CR2
2.30
" 34+34
60
=—=10,8823

68

1 1
1 1
1 1
4 4
1 1
3 3
3 3
1 3
4 4
1 1
1 1
4 4
1 1
1 1
_2M
N1+ N2
2,26
34 + 34
=22 _0,7647
68.



Unit Analisis 6. Penggambaran DPRD DKI Jakarta

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta

(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran
(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Peneliti

N1

N2



21. (19 Maret 2015)

Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik
22. (20 Maret 2015)

Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar
23. (20 Maret 2015)

Tim Anggaran Kejar Target
24. (20 Maret 2015)

Guru Terpaksa Talangi Operasional
25. (23 Maret 2015)

Tim Anggaran Siapkan Pergub
26. (24 Maret 2015)

Mediasi Buntu, Apbd Mengacu Tahun 2014
27. (25 Maret 2015)

Dewa Lanjutkan Hak Angket
28. (25 Maret 2015)

Kesempatan Terakhir pun Kandas
29. (26 Maret 2015)

Pesan dibalik Kisruh APBD
30. (27 Maret 2015)

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK
31. (28 Maret 2015)

Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri
32. (30 Maret 2015)

APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi
33. (31 Maret 2015)

AU — ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
34 (31 Maret 2015)

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

2.M
CR1 = N1+ NZ CR2
2.29
" 34+34
58
=—=20,8529

68

2 3
2 2
1 1
4 4
4 4
3 3
1 1
2 3
2 2
2 2
2 2
4 4
2 3
4 4
_2M
N1+ N2
_2.28
34 + 34
=% _o,8235
68



Unit Analisis 7. Penggambaran Dana Siluman

No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tanggal / Berita

(1 Maret 2015)

Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar

(2 Maret 2015)

Dugaan Anggaran Menguat

(3 Maret 2015)

Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar
(4 Maret 2015)

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

(4 Maret 2015)

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

(5 Maret 2015)

Mendagri Segersa tetapkan APBD DKI

(6 Maret 2015)

Badai Kisruh Belum Berlalu

(6 Maret 2015)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

(7 Maret 2015)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(8 Maret 2015)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(10 Maret 2015)

Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi
Penyelewengan

(10 Maret 2015)

ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan
(11 Maret 2015)

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan
(12 Maret 2015)

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

(13 Maret 2015)

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

(16 Maret 2015)

Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta
(17 Maret 2015)

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

(18 Maret 2015)

Kisruh UPS

(18 Maret 2015)

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

(19 Maret 2015)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Peneliti

N1

N2



21.

Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik 2

22. (20 Maret 2015) 9
Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar

23. (20 Maret 2015) 4
Tim Anggaran Kejar Target

24. (20 Maret 2015) 4
Guru Terpaksa Talangi Operasional

25. (23 Maret 2015) 4
Tim Anggaran Siapkan Pergub

26. (24 Maret 2015) 5
Mediasi Buntu, Apbd Mengacu Tahun 2014

27. (25 Maret 2015) 5
Dewa Lanjutkan Hak Angket

28. (25 Maret 2015) 9
Kesempatan Terakhir pun Kandas

29. (26 Maret 2015) 5
Pesan dibalik Kisruh APBD

30. (27 Maret 2015) 9
ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK

31. (28 Maret 2015) 5
Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri

32. (30 Maret 2015) 4
APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi

33. (31 Maret 2015) 9
AU — ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

34 (31 Maret 2015) 4
DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

2.M 2.M
CR1=3 172 CR2 = N1+ Nz
2.25 2.28
"~ 34+34 "~ 34+34
>0 0,7352 >6 0,8235
68 68

(19 Maret 2015)



KOMPAS, MINGGU 1 MARET 2015

KISRUH APBD DKI

Basuki Tak Bisa Dimakzulkan jika Benar

JAKARTA, KOMPAS — Wakil
Presiden Jusuf Kalla menegas-
kan. jika Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Pumama benar
bahwa ada penyusupan "dana si-
luman” dalam APBD DKI Ja-
karta, Basuki tak bisa dijatuhkan
olch DPRD DKI yang saat ini
menggulirkan hak angket, penye-
lidikan.

Atas dasar itu, Jusuf Kalla juga
mendukung Lingkah Gubernur
DKI yang membawa laporan dan
dokumen dugaan dana siluman
dalam APBD DKI Jakarta scjak
tahun 2012 hingga 2015 ke Ko-
misi Pemberantasan Korupsi.

“Biar xaja begitu (berlangsung
proses  hukumnya) schingga
orang akan jelas, mana yang salah
dan yang benar. Kasus DPRD ibu
kota Jakarta bagus dan bisa men-
Jjadi contoh untuk semua DPRD
di mana pun. Kalau berlebihan
(menganggarkan), ya, masuk ke
pengadilan saja. Jadi, saya du-
kung (langksh ke KPK) itu,” ujar
Kalla saat ditanya mengenai ke-
melut seputar APBD DKI Ja-
karta, di Makassar, Sulawesi Se-
latan, Sabtu (28/2).

Saat ditanya kemungkinan Gu-
bernur Basuki akan dimakzulkan
terkait hak angket yang diajukan
DPRD DKI, Kalla menjawab, jika
Basuki benar, dia tidak bisa di-
jatuhkan olch DPRD.

“Terkecuali Ahok-nya salah.
Karena menjatuhkan itu harus

(Sambungan dari halaman 1)

jajaran di bawahnya, salah sa-
tunya dinas pendidikan. Menurut
dia, maxih ada orang-orang di
kalangan suku dinas pendidikan
yang nakal.

Dari penjelasan Lasro Marbun,
mantan Kepala Dinas Pendidikan
DKI Jakarta (tahun 2014), pada
APBD 2014, anggaran pendidikan
dipangkas hingga Rp 4.3 tnliun.
Namun, hingga anggaran disah-
kan, masih ditemukan 55 paket
yang scharusnya tidak masuk da-
lam anggaran dan tetap lolos.

Bukan untuk memakzulkan

Anggota Komisi D DPRD DKI
Jakarta dan Fraksi Partai Ge-
rindra, Muhamad Sanusi. menga-
takan, yang dipersoalkan Dewan
st ini adalah dokumen APBD
2015 yang tidak sah karena bukan
hasil  pembahasan  dengan

lewat pengadilan. Nah, pengadil-
an itu, kan, juga harus jelas, kalau
memang benar harga UPS (alat
catu daya listnik cadangan) itu
ketinggian, atau apa pun nama-
nya, berarti Ahok, ya, benar.
Tetapi, kalau memang tidak ada
(dana siluman), ya, Ahok bisa
salah,” ujar Kalla menycbut
panggilan akrab Basuki,

Komunikasi politik

Presiden Joko Widodo dalam
kesempatan  terpisah  menga-
takan, kisruh politik di DKI Ja-
karta saat ini muncul karena ada
persoalan komunikasi politik an-
tara Pemenintah Provinsi DKI
Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

"Scbetulnya, asal dua-duanya
mau  bertemu, berkomunikasi,
mencarikan solusi, mencarikan
Jalan keluar, pasti ada” kata Pre-
siden, yang juga mantan Guber-
nur DKI Jakarta, di Jakarta

Menurut  Jokowi, masalah
anggaran yang menjadi salah satu
akar persoalan itu tak perlu ter-
Jadi jika ada kesepahaman dalam
hal prioritas penganggaran.

“Mana yang prionitas, apakah
sckolah-sckolah yang rusak atau
UPS? Penting mana? Kan, masth
banyak sckolah yang rusak dan
perlu diperbaiki,” vjarnya,

“Yang kedua, apakah itu usul-
an sckolah atau bukan, ditanya-
kan. Nanti akan kelthatan, tanya-
kan kepada dinas juga, mercka

Laporan Gubernur  kepada
KPK atas dugaan anggaran si-
luman pada APBD 2014, lanjut-
nya, tidak berhubungan dengan
keabsahan dokumen APBD 2015
yang discrahkan cksckutif kepa-
da Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau memang ada anggota
Dewan yang terlibat (dalam du-
gaan dana siluman APBD 2014),
silakan periksa saja. Kami semua
patuh pada hukum. Tetapi. itu
tidak ada urusannya dengan
APBD 2015 yang belum sah ka-
rena belum ada penetapan dan
Kementerian Dalam Negen,™ tu-
tur Sanusi.

mengusulkan atau tidak,” lan-
jutnya

Basuki libatkan BPKP

Gubernur Basuki juga memin-
ta Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) turut
menginvestigasi dugaan anggar-
an siluman dalam APBD DKI
Jakarta tahun 2014. Ia menenga-
rai, kemunculan dana tidak jelas
ity tak hanya berasal dan oknum
di DPRD DKI Jakarta, tetapi juga
Jajaran di bawahnya,

Menurut Basuki, anggaran ti-
dak jelas untuk UPS pada APBD
DKI Jakarta 2014 kembali mun-
cul dalam Rancangan APBD 2015
dengan milai mencapai Rp 121
triliun. Di antara berbagai ang-
garan tak jelas itu, pengadaan
UPS paling mencolok karena me-
makan biaya cukup besar.

Indikasi korupsi pada peng-
adaan UPS tahun 2014 telah ter-
cium olch KPK. Berdasarkan da-
ta yang Basuki miliki, ada modus
yang sama dalam pengadaan
UPS, yakni tender senila Rp 6
miliar, tetapi pagunya Rp 5.8 mi-
liar, "Saya memperkirakan pihak
yang memasok alat ini satu
orang. hanya dia menggunakan
nama perusahaan yang berbeda-
beda,” vjarnya.

Selain membidik oknum di
DPRD, Basuki juga membidik

(Bersambung ke hal 1S kol 3-4)

Dia bahkan balik menuding
adanya "anggaran siluman” se-
nilai Rp 20 trikun dalam APBD
2015. Dana itu, menurut Sanusi,
adalah belanja tidak langsung un-
tuk gaji pegawai, tunjangan, serta
belanja telepon, air, listnk, dan
internet, yang tidak dibahas ber-
sama dengan Dewan,

“Di komisi saya, misalnya, ada
program  pemclibaraan Jalan
Suprapto Rp 50 miliar tanpa rin-
clan panjang jalan atau aspal
yang dibutuhkan. Ada juga prog-
ram pembangunan pipa air ber-
sih JatiluhurJakarta Rp 50 mi-
liar,” ujar Sanusi.
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Dugaan Anggaran
Siluman Menguat

JAKARTA, KOMPAS -
Dugaan adanya anggaran si-
luman dalam APBD DKI
Jakarta tahun 2014 dan
Rancangan APBD tahun
2015 menguat. Perusahaan
pemenang lelang tak cukup
meyakinkan, sementara in-
stansi pengguna menyata-

o Mereka
~ Bersatu dalam

kan tak pernah mengajukan usulan anggaran.
Kantor CV Bintang Mulia Wisesa, perusahaan pemenang

(uninterruptible power supply/UPS) senilai Rp 5,8 miliar untuk

Ilcndcr pengadaan alat pasokan daya listrik bebas gangguan

SMA Negeri 27 Jakarta pada 2014, misalnya, ternyata adalah
tempat perbaikan alat penyejuk ruangan (AC). “Saya tidak
tahu-menahu soal pengadaan UPS karena saya ngurusin bengkel
saja. Kalau soal UPS yang megang anak saya,” ujar Zainuri (60),
ayah dari Indah Lestari, pemilik CV Bintang Mulia Wisesa, yang
beralamat di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Minggu (1/3).
Zainuri menambahkan, anak ketiganya itu memiliki kantor
lain di Jakarta Pusat. Dia mengaku tak tahu soal pengadaan UPS

vang dikerjakan putrinya.

o}

¥

Sejumlah instansi yang tercatat scbagai pengguna anggaran
dalam Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta juga tak
tahu-menahu soal usulan pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar
itu. Dalam draf APBD 2015, tercatat 64 kelurahan dan kecamatan
di Jakarta Barat mendapat jatah anggaran pengadaan UPS,

Sejumlah camat bahkan terkejut dan baru saja mengetahuinya,
Camat Tambora, Jakarta Barat, Mursidin, mengatakan, pihaknya
tidak pernah mengusulkan pengadaan alat yang berfungsi sebagai
catu daya alternatif itu. Apalagi, di kantor Kecamatan Tambora
hanya ada empat unit komputer. Pengadaan UPS dengan ang-
garan sebesar itu dianggap kurang bermanfaat.

Dugaan Al?gg@? Siluman Menguat

(Sambungan dari halaman 1)

“Kami tidak pemah  tanda
tangani usulan pengadaan UPS
Usulan itu pun tidak muncul di
musyawaradh rencana  pemba-
ngunan kecamatan,” katanyi.

Dana scnilai Rp 4.2 miliar,
menurut Mursidin, lebih baik di-
gunakan  untuk  pembangunan
yang berdampak langsung bagi
masyarakat, seperti penanganan
genangan dan banjir, normalisasi
saluran air, serta penambalan ja-
lan rusak.

Hal senada diungkapkan Ca-
mat Cengkareng, Jukarta Barat,
Ali Maubana Hakim. Menurut All,
tidak pernah ada usulan UPS
melalui forum musrenbang atau-
pun inisiatif dari  kecamatan.

Pengadaan UPS pun tidak ter-
masuk program prioritas karena
hanya ada sekitar 10 komputer di
kantor kecamatan. Bahkan, pe-
gawai pun lebih banyak meng-
gunakan laptop yang masih bisa
dipakai saat listrik padam.

“"Memang itu cukup penting,
tetapi bukan prioritas karena di
tempat kami jarang mati listnk,”
ujar Al

Khusus untuk pelayanan ter-
padu satu pintu (PTSP), menurut
Ali, pelayanan masih bisa diop-
timalkan dengan laptop. Karena
menggunakan daya baterai, data
di laptop cenderung lebih mudah
diamankan saat listrik padam,
Dana Rp 4.2 miliar lebih baik
untuk penanganan banjir meng-
ingat wilayah Cengkareng ter-

masuk rawan banjir,

Ada juga sejumlah mata ang-
garan lain yang dinilai tak periu,
Sejumlah kantor kecamatan dan
kelurahan di Jakarta Utara, mi-
salnya. mendapat alokasi dana
untuk  pengadaan  audio-visual
masing-masing Rp 810 juta. Ke-
camatan Penjaringan salah sa-
tunya,

Menurut Wakil Camat Pen-
jaringan Abdul Khalit, pihaknya
tidak pernah mengusulkan alat
itu. Khalit bahkan tidak mengerti
seperti apa alat yang dimaksud,
bagaimana bentuknya dan ke-
gunaannya,

Rp 12,1 triliun

Gubernur Basuki Tjahaja Pur-
nama menyatakan, secara total

ada Rp 12,1 triliun anggaran yang
tiba-tiba muncul dalim RAPBD
2015. Dia menduga ada oknum
yang memasukkannya sebelum
draf disampaikan kepada Ke-
menterian Dalam Negeri.
Sckretaris Komisi E DPRD
DKI Fahmi Zulfikar menyatakan,
terkait pengadaan UPS  pada
2014, schaiknya ditanyakan ke-
pada pengguna, “Tanya saja me-
reka butuh atau tidak. Soal har-
ganya, silakan cck di pasaran, apa
wajar atau tidak,” ujarnya.
Mcnurut Fahmi, bisa jadi ang-
garan diusulkan DPRD, tetapi
DPRD bukan pengsuna, "Jika di-
anggap tak perlu, dinas atau suku
dinas tidak perlu mengadakan-
nya. Tidak perlu lelang juga™
ujarnya. (MKN/DEAJAL)
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Anggaran untuk Pemindai
di Sekolah Rp 3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rincian Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah 2015 versi DPRD DKI Jakarta
termuat sejumlah usulan anggaran yang tidak jelas. Dalam
rancangan itu antara lain ada program pengadaan alat pemindai
dan pencetak masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sckolah di
Jakarta Sclatan. Salah satu sckolah yang ditulis mengajukan
pengadaan kedua alat itu adalah SMP Negeri 73 Tebet, Jakarta
Selatan.

“Saat ini kondisi SMPN 73 memprihatinkan karena bangunan
sckolah mangkrak lebih dari satu tahun. Saya tidak mengajukan
anggaran pengadaan barang. Saya hanya meminta pembangunan
sckolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,”
kata Kepala Sckolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, Kepala
Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, memang
ada pengadaan 49 unit alat pemasok daya listrik bebas gangguan
(UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk
Jakarta Pusat. "Sumbernya dari daftar pengisian anggaran di
Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta
Pusat dalam APBD Perubahan 2014,” tuturnya

Selama dua pekan terakhir, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sudah memeriksa kasus UPS tersebut.
Pemeriksaan dilakukan terhadap kuasa pengguna anggaran,
pejabat pembuat komitmen, panitia hasil pekerjaan, dan peng-
urus lelang. Lasro sclaku kepala dinas pendidikan saat UPS
dianggarkan juga tidak luput dari pemeriksaan,

Pengadaan UPS di tahun 2014, menurut Lasro, muncul dari
tingkat suku dinas tanpa ada tanda tangan atau persctujuan
dirinya, dan pada RAPBD 2015 hal itu terulang kembali. Jika
dalam pemeriksaan BPKP dan Inspektorat ditemukan pejabat
DKI yang melanggar aturan, lanjut Lasro, sanksi tegas akan
dijatuhkan,

Tidak boleh menerima

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi mengatakan, dirinya
sudah mendengar soal UPS dalam RAPBD DKI 2015 yang
katanya, akan dibagikan kepada camat dan lurah. “Saya in-
struksikan kepada para camat dan lurah untuk tidak menerima
barang dan jasa yang tidak mereka usulkan. Ini agar mercka
terhindar dari sangkaan terlibat korupsi.,” katanya

Dinas Pendidikan Wilayah

akarta Barat Sudarman men-
jelaskan, dalam Rencana Kegi-
atan Anggaran 2015, program
tersebut tidak diusulkan,

Cabut dukungan

Kemarin, Dewan  Pimpinan
Pusat Partai Nasional Demokrat
menginstruksikan semua anggo-
ta Fraksi Nasdem di DPRD DKI
mencabut dukungan dan meng-
undurkan diri dari kepanitiaan
hak angket. "Alasannya, tujuan
dari hak angket adalah untuk
investigasi permasalahan strate-
gis, Manakala pimpinan pusat
menyaksikan  bahwa  gubernur
sudah melapor kepada KPK ter-
kait APBD, Nasdem memutuskan
langkah itu saja yang ditcruskan,”
kata Ketua Fraksi Partai Nasdem
DPRD DKI Bestari Barus.

Namun, Fraksi Gerindra tak

menyelesaitkan polemik APBD
DKI Jakarta. "Akibatnya, publik
dirugikan karena pembangunan
terhambat dan upah PNS di DKI
Jakarta tersendat,” ujarnya.
Namun, Mendagri Tjahjo Ku-
molo mengaku sudah bertemu
Wakil Gubernur DKI Djarot Sai-
ful Hidayat dan DPRD DKI. Ia
menjanjikan hari ini, Sclasa, akan
ada musyawarah antara tim keu-
angan daerah di Kemendagri de-
ngan  Gubernur/Wagub,/Sckda
dan Ketua DPRD DKL
Ketua DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Maruarar
Sirait mengapresiasi langkah Ba-
suki. Basuki telah membuat tra-
disi baru dalam berpolitik. Ma-
ruarar yakin, dalam waktu dekat
DPP PDI-P akan mengambil si-
kap atas persoalan ini.
(ONG/MKN FRO/WIN/DNA/
EGIJUM/SUT/APA/HRS, 'BOY)

(Smb;@ulhdml) E

CV Wisanggeni di Kota Mage-
lang, Jawa Tengah, yang discbut-
scbut sebagai pemenang tender
pengadaan UPS untuk SMA Ne-
geri 5 Jakarta, merupakan per-
usahaan yang bergerak di bidang
Jjasa, sclaku konsultan teknik.

Pegawai CV Wisanggeni, Su-
narso, mengatakan, pihaknya tak
pernah ikut tender UPS dan
menduga ada kesamaan nama
dengan perusahaan lain peserta
tender.

Sclain pengadaan UPS, ada
program seperti e-SMS untuk se-
mua SD negeri di Kecamatan
Palmerah, Kebon Jeruk, Kem-
bangan, dan Grogol senilai Rp 5
miliar, Ada pula program e-smart
teacher education yang anggar-
annya dialokasikan Rp 4 miliar.

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha

mau ikut mencabut angket. "Ka-
mi sudah mengatakan akan men-
jalankan angket. Kami akan kaji
dulu sehelum bersikap,” kata Ke-
tua Komisi D dari Fraksi Ge-
rindra Muhammad Sanusi.
Terkait rencana Partai Nas-
dem membatalkan angket, Gu-
bernur DKI Basuki Tjahaja Pur-
nama menilainya tepat. "Angket
muncul karena DPRD menuduh
kami memalsukan APBD, pada-
hal saya bilang mercka (DPRD)
yang memalsukannya  dengan
memasukkan anggaran Rp 121
triliun yang tak pantas,” ujarnya.

Lambat bertindak

Direktur Eksekutif Komite Pe-
mantauan Pelaksanaan Otonomi
Dacrah  Robert Endi  Jaweng
mengatakan, Mendagri  dinilai
lambat dan tidak menggunakan
otoritas yang dimilikinya dalam
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Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas ‘

BANDUNG. KOMPAS —
Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo mengingatkan agar Ang-
garan Pendapatan dan Belanja
Dacrah DKI Jakarta jangan sam-
pai terbengkalai hanya karena
kisruh ot inl. Tiahjo mengata-
kan, masalah itu harus scgera
diselesaikan dengan cara menge
sahkan Rancangan APED.

“Jangan sampal APBD DK Ja-
karta terbengkalai, Harus dilaku-
kan pengesahan secepatnya Ka-
rena ind anggaran untuk misya-
rakat. Antara Gubernur  dan
DPRD perlu ada musyawarah.
Jangan akibat masalah ini meng-
RN proses  pembangunan
ataupun belanja aparatur,” ujar
Tjahjo, Selasa (3/3), seusal upa-
cara tingkat nasional peringatan
HUT Ke-65 Satuan Polisi Pa-
mong Praja dan HUT Ke-53 Sa-
tuan Perlindungan Masyarakat,
di Lapangan Gasibu, Bandung,
Jawn Barat.

Menurut Mendagri, pihaknya
tak akan mencampun proses po-
hitik dan hukum terkait kisruh

APED DKL ini “Biarlah aspek
hukum di Komisi Pemberantas-
an Korupsi dan proses politik
Jewat hak angket di DPRD ber-
Jjalan, Namun, jangan sampad as-
pek  hukum  dan puhlll: it
mengorbankan aspek admini
trasi APBDL wjarmya,
Kemendagri mengoreksi

Di Jakarta, Dircktur Jenderal
Keuangan Dacrah Kementerian
Dalam  Negeri  Reydonnyzar
Moenck mengatakan, proses eva-
luxsi APED DKI telah selesai,
Dalam evaluasi itu, Kemendagri
mengoreksi sejumbah pos ang-
garan di APBI2 Ada yang diminta
untuk dihapus sama sekali, ada
pula yung besarannya diminta
untuk dirssionalkan,

Demikian disampaikan Hevs
donnyzar scusai bertemu Panitia
Angket DPRD DKI, Sclasa. Ko-
reksi dilakukan karena, antara

wajar, Ia menvebutkan, pos ang:

paya APED DKIT Jakarta bisa se-
ra disahkan.” lani

garan yang dikorcksi mencag
miliaran rupish, antara kin ter-
kait belanja operasional wali kota
di DKL

Kemendagri meminta alokasi
anggaran pendidikan, kesehatan,
dan  infrastruktur  diperbesar,
Alokasi anggaran pendidikan ha-
rus minimal 20 persen, keschat-
an 10 persen, dan infrastruktur
30 persen,

Namun, Reydonnyzar meno-
kak menjelaskan detail total ang-
garan dan berapa banyuk pos
anggaran di APBD DKI yang di-
koreksi. Alasannya, hasil koreksi
ity akan dibohas dalam perte-
muan Pemerintah Provinsi DK1
Jukarta dan DPRD DKI pada
Rabu ind dan Kamis besok,

“Pertemuan itu sckaligus akar
mmj.adi nnng haa‘ DI'IlD me

lrr‘bll APBD d.m ruang hagi Pe-

lain, pos anggaran berte

dengan  undang-undang,  tidak
untuk kepentingan umum, tidak
cfcktif, hidak cfisien, dan tidak

h Provinsi DKI Jakarta
untuk  mengklarifikasi.  Dalam
pertemuan dua han itu. kami
berharap solusi bisa dicapai su-

Jutny
Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tiahaja Pumama, Sclasa, me-
minta maad kepacda warga Jakarta
alas “tontonan politik” terkait
penctapan APBD 2015 terscbut.
Namun, ia menegasian tak akan
meundur untuk memperjuangkan
penghapusan . Rp 121 tnliun
“anggaran siluman® dalam Ran-
cangan APBD 2015
Sementara itw, DPRD DKI nse-
nunjuk pengacara untuk mewa-
kili DPRD secarn institusi melas
por kepada penegak  hukum.
DPRD  berencana  melaporkan
Rasuki ke Badan Heserse Krimi-
nal Polri karena dinilai mence-
markan nama baik dan memalsu-
kan dokumen APBD
APASEM/MKN DNA FRO)

Liat Video Terkait
“DPRD DK Laperkan
Ahck ke Bareskrim®

di immpasprint comy/vod/
ahekdilaporkandped
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Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

JAKARTA, KOMPAS — Fo-
rum Indonesia untuk Trans-
paransi dan Anggaran menilai,
pos anggaran APBD yang paling
rawan  digelembungkan  adalah
anggaran Dinas Pendidikan

Koordinator Advokasi dan In-
vestigasi Sckretaris Nasional Fo-
rum Indoncsia untuk Trans-
paransi dan  Anggaran  (Fitra)
Apung Widadi, Selasa (3/3) stang,
menjelaskan, pada APBD 2015,
Pemprov DKI diketahui meng-
ajukan anggaran Dinas Pendi-
dikan (Disdik) sckitar Rp 3 tri-
Liun. Dalam draf versi DPRD, ang-
garan Disdik ini menjadi Rp 81
triliun.

Menurut Apung, dana siluman
juga muncul dalam satuan kerja
perangkat daerah Lainnya “Na-
mun, jumlahnya di bcm.nh p1
triliun, atau tidak sch k dana

6

Jangan sampai karena
tidak suka dengan gaya
komunikasi ini, lalu ada
yang berpikir untuk
memakzulkan dia.
Yuddy Chrisnandi

Mochtar, menilai, langkah Basuki
g usulan Itp
121 triliun dalam draf APBD ta-
hun 2015 schagai langkah yang
benar,
“Substansinya adalah menga-
mankan keuangan dacrah dari
keby Jika DPRD (DKI Ja-

siluman yang muncul dalam ang-
garan Disdik.” ujarmya,

Apung menambahkan, anggar-
an Disdik paling rawan digel

karta) merasa versinya benar,
tinggal buktil saja, toh, ala

diperkirakan terlambat cair se-
hingga menghambat pelayanan
publik. Percepatan pembangun-
an gedung-gedung sckolah juga
dikhawatirkan sulit dilakukan,

Mencairkan tunjangan

Adapun  Sckretaris  Daerah
DKI Jakarta Sacfullah menam-
bahkan, saat ini pihaknya fokus
mencairkan sehagian tunjangan
kinerja dacrah (TKD) yang be-
lum diterima pegawai negen si-
pil. Dana itu diambilkan dari ang-
garan mendahului sesuai Peras
turan Gubernur Nomor 211 ten-
tang Pengeluaran Daerah Men-
dahuhi Penctapan APBD 2015,

“Gaji pegawai sudah dialoka-
sikan untuk satu tahun. TKD
bulan Januari dibayarkan 50 per-
sen dulu agar pegawai tidak ke-
sulitan membiayai hidup scha-
rihan,” katanya,

l)l tempat u:rpmh. Menteri

putusan M, ah  Konstitusi

yang mel wsota legislatif

bungkan karena memiliki porsi
paling besar dalam alokasi APBD,
yakni schesar 20 persen. Kom-
ponen anggaran berupa peng-
adaan barang macam  printer,
scanner, dan alat cotu daya listrik
cadangan (UPS) bahkan sudah
muncul dalam APBD 2013 dan

2014,
“"Hal ity mengindikasikan
praktik penyclewengan anggaran

sudah terjadi scjak lama” ujar
Apung. Sckretaris Jenderal Fitra
Yeni Sucipto v uji

membahas anggaran hingga sa-
tuan ketiga (level teknis),” kata
Zainal, yang juga pakar hukum
Universitas Gadjah Mada itu.
Selain Zainal, hadir pula pakar
hukum tata negara Refly Harun,
Saldi Isra, dan Denny Indrayana,
Pertemuan berfangsung tertutup
pada pukul 1700-20300 Refly,
Saldi, dan Denny enggan ber-
komentar terkait isi pertemuan
terschut,
Zainal menambahkan, kisruh
ey i

publik diperlukan untuk menin-
jau dugaan dana siluman yang
muncul dalam APBD 2015,
Selasa malam, sejumlah pakar
hukum menemui Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
di Balai Kota Jakarta. Salah satu
tokoh yang hadir, Zainal Arifin

T A sepert
yang terjadi di Jakarta ini harus
segern diselesaikan.

Kisruh  APBD DKI Jakarta
mcn\vhxlv&.m ptl.n)'amn publik
e

P Negara
dan Reformasi Bcrokr.un Yuddy
Chrisnandi meminta dinamika
politik di DPRD DKI tidak sam-
pai mengarah kepada pemakzul-
an Gubernur DKL Pasalnya, jika
itu terjadi, akan mengango ja-
Linnya pemerintahan DKL
"Saya membeni dukungan mo-
ril kepada Gubernur DK Jakarta
supaya tetap bisa menjalankan
pemerintahan  dan  pelayanan
publik dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, di sisi lain
Yuddy meminta Basuki untuk
lebih simpatik dan tidak emo-
sional dalam membenkan per-
nyataan, "Gayva komunikasi harus
dmv:rhanlu Namun, jangan sam-
pai karena tidak suka dengan
waya b ikasi ini, klu ada

Kartu Jakarta Schat mlSsdmr
Rp 1.3 tnliun dan Kartu Jakarta
Pintar schesar Rp 2.2 triliun

yang berpikir untuk memakzul-
kan dia,” katanya
(MEN/DNAFROAPA)
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Tetapkan APBD DKI

Polisi Mulai Memeriksa Pejabat DKI Terkait Pengadaan UPS

JAKARTA, KOMPAS = Menteri Dalam Negeri
memastikan penetapan APBD DKI Jakarta paling
Lambat 8 Maret 2015, Pembangunan diharapkan
segera terlaksana dan pelayanan publik tak
tergangzu kekisruhan seputar APBD tersebut.

Menteri Dalam Negert Tjahjo
Kumolo, Rabu (43), meryam-
paikan, target penetapun AFVED
DK Jakasta sesuai dengan ke
runghcs kerja sdalah 8 Maret 2015
“Target kami 8 Maret hagus di-
setugul, apa pan yang terjadi Ka-

yang ditempah DPRD DT de-
ngan angket serta proses hukum
yang ditempeah Gubermur DI ke
KPK.” kata Tjahjo dalam rapuat
eviduasd atas Rancangan APBD
DKI Jakarta 2005 di Kemen-

mendiagri telah menerima dun
mengevaluast draf APBD yung
diajulan  Pemserintah  Provinsi
DL Pihakmya joga telah bobes
mapa kal bertemu dengan DIFRD
m.l Namwun, bebom ada itk
temu scul slwtansi APBD
“Kemendagn hanya ingin me-
Lksanakan tugss administrasi
kevangan. Semua docrah sama,
hanya DKI sk terhambat, be-
tum selesai secara administrasi
larena beda pemabamun Nae
mun, APBD jungan sampal ters
sandera karena akan membuat
marah wangs DKL tutur Tjahjo

atur dalam Pasd 384 Ayat 7 Une
dang Undang Nomor 23 Tabun
2014 tentang  Pemerintahan
Dacrahy, Mendugri bisa paembae
tadan semaa atau schaglan sl
APBI jika hastl evaluasi Kemen-
gt ik ditindakbanjuti Gu-
bernur dun DPRD daam waktu
tujub hari

Apabila Mendagri memutus-
kan membatalion semua sl
AFBD 2015, yang berlaka adalah
APED 2014,

“Jika tidak tercapa kesepas
katan, tentu harus ada keputusan

ghargadl proses politik

Tih

Mendagr

(Sambungan darl

politik. Nammun, penggiini
wenangan ity menjadi solusi
terakhir supaya penyelenggiraon
pemerintahan dan pemb

terian Dalam Nogerd di Jakarta,
merumbahkan,

DKI Djrot Saiful Hidiyaut, dan
Jajaran Pemprov DK Jadaurta,
Siang harinya, gliran DPRD DK1
Jakarta yang bertemu tim Ke-
mendagn.

Proses mediasi hari pertama

an di DKI Jakarta tak terham-
bat,” ujar Dircktur Jenderal Ke-
wangan Dacruh Kemendagri Rey-
donnyzar Mocrwk di scla-scla
proscs mediasi Pemprov  dan
DPRD DKI di Kemendagrio
Reydonnyzar  menambahkan,
proses evaluasi APBD oleh Ke-
fagri dibatasi waktu 15 hari
enurut dia, saat ini tinggal ter-
sepekan untuk menuntaskan
valuast terscbut.

Proses mediasi yang digelar
m:xknm dilaksanakan dua
)ﬁh\!l{'ﬂudanbmhlnt

itu berlangsung tertutup Pada
proscs mediasi hari ini, Kemen-
dagri  akan  mempertemukan
Langsung kedua pdak, yaitu Gu-
bernur dan DPRD DK Jakarta

"E-budgeting”

Scusal rapat mediasi itu, Gu-
bernur  Basuki - menyampaikan
terima kasih kepada Kemendagri
yang metangspl positif pema-
kalan sistem penganggzaran clek-
tronik (e-bradgeting) untuk APBD
DKI Jakarta mulai tabun ind. Sis-
tem itu dinilad efektif mencegah

Kemendagri terkchih dahulu ber-
temu Gubemur DR1 Basuki Tja-
haja Pumama, Wakil Gubernur

keb anggaran, sekaligus
menjabarkan penggunaannya le-
bid jelas dan terukur.

Boesuki memyatakan tidak akan

Ke- Sesual kewenangan yang &

(Bersambung ke hal 1S kol +-7)

ra Tetapkan APBD DKI

mundur untuk memperjungkan
pernghapusan Rp 121 tnliun
“angpwan  siluman™  dalam
RAPED 2015 versi DPRD \(c
nurut dia, pola memny

ini tidak berulasan,

“Sya melibat Gubernur DKI
massh mendspat dukungan dard
vrurg.n Jakarta, bohkan saat ini
kian besar, 1ak

mata angziran yang tak pcﬂu
terus berulang sejak 2012

Pengajar  dan aktivis  anti
korupsi Universitas Gadjoh Ma-
da. Zainal Anfin Mochtar, ber-
pendapat, terobosan e-budgeting
merupakan langkah maju dalam
upays mengamankan keuangan
dacrah atau negara. Pola serupa
scharusryva ditempuh pemerine
tah pusat dan daecrah untuk
mengefektifkan Pengunaan
anggarun,

Tidak beralasan

Dalam diskusi kenegaraan di
Dewan  Perwakilan Daerah
(DPD), Raba, anggota DPD, AM
Fatwa, berpendapat. hak anghet
yang digunakan DPRD DKI saot

and:( itu dikakukan Jika peme-
rintah tidik L mendapat du-
Kungan warganyw Jadi, saya kira
hok angket ini tidak beralasan,”
Kata Fatwa,

Menurut Fatwa, jika komu-
nikasi tak berhasil mencapai titik
temu, fa mengusulkan pelaksa-
naan uji pubdik.

Hal yang sama dikatakan pakar
hukum tata negara Refly Harun
yang juga hadir dalam diskusi
tersebut.

“Soal hak angket, itu kan untuk
melakulkan penyelidikan atas ke-
bijakan pemenntah yang strate-
sis dan dianggap bendampak luxs
kepada masyarakat. Kita kembaoli
kepaela Gubernur DRI Jakarta,
apakah dia membuat kebijakan

yung merugikan? Kan tidak? Jadi
tidak bayak jika hal seperti in
disclesukan dengan angket,” tu-
tur Refly,

Fatwa dan Refly mengatakan,
Indonesia butuh orang berani se-
perth Rsuki. Mereka juga me-
lihat tak ada tendensi soal wang
ataupun jabatan dari apa yang
dilakukan Basuki.

Schaliknya, DPRD DKI me-
nyatakan, panitia anghet akan
tetap bekerja meryehidiki doku-
men APBD yang diserahkan Gu-
bernur. Menurut Wakil  Ketua
DPRD DKI Jakarta Abraham
Tunggana, kerja panitia anghet
akan sclesal dalam waktu be-
berapa han ke depan.

“Kami sudah an fak-

DFRD DKI, melalui pengicarn
Razman Arif Nasution. juga me-
nogskan akan melaporkan Gu-
bermur DKI kepada Polri dan
KPK karena dianggap melanggar
seyumlah hal. Selain soal pelang-
garan ctika, Basuki akan dilapor-
kan kepada Polri karena dinilad
mencemarkan nama baik dan
memalsukan  dokumen  APBD
Hasuki juga duuduh akan me-
myuap Ketua DPRD DK Jakarta
Prasctyo Edi Marsudic

Pejabat diperiksa
Kepolisian Duerah Metro Jaya
hingzs Rabu malam masih me-
menksa enam pejabat & ling-
kungan Pemprov DRI terkat
daan alat pemasok daya lis-

ta hukumnya, yaitu (Gubernur)
melanggar etika dan norma, me-
Langgar stabilitas politik, meng-
hina, memfitnah, dan memalsu-
kan APBI war Lunggana,

lr\k bebas gangguan (UPS) di
Dinas Pendidikan DRI tahun
2014,

Dircktur  Reserse  Kriminal
Khusus Polda Mctro Jaya Ko-

misaris Besar Mudjiono menga-
takan. tim penysdik Subdirckto-
rat Tindak Pidana Korupsi telah
memenksa AL pejabat di Scksi
Prisarana dan Sarana Kota Ja-
karta Selatan.

Selain AU polisi jugs meminta
keterangan dari 2 kepala sckolah
di Jukarta Barut, 2 kepala sckolah
di Jakarta Sclatan, scrta | pega-
wai di Suku Dinas Pengadaan
Barang dan Sarana Kantor Wahi
Kota Jukarta Pusat.

Kepala Bidang Hubungan Ma-

syarakat Folda Metro Jaya K
misaris Besar Martinus Sy
menjelaskan, polisi melakuk,

penyeldikan soal ind setelah nwcs
mantau pembenitaan teriout kis
ruh APBD i media massa dd:E
mendapat laporan khusus
scscorang yang tidak bisa dise-
butkan namanya.

OMEKNAPA TIEN/

WINRTS Bow)
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Dicampingl Sckretaris Jenderal Kementerian Dalaen Negent
(Romendagr) Yuswandl A Tumenggung (kodua kirl), Durcktorat
Jenderal Kevangan Dacrah Beydonnyzar Moenek (aman)

menjawad pertanyman v
Klarifikast Mengenal E

INFRASTRUKTUR

scusal rapat Fasdtasi, Mediast, dan
Rancasgan APBD DXI Judoats Tabun
Asgzaran 2005 di Kantoe Remsendagrt, Jukiarta, Kamis (571). Rgat
mediasi antara Gubermor DRT Jakarts Basild Thaluja Pernaesa dan
DFRD DK Jakoarta itu berakbir tanpa toik temu

| B pBD DKI 2015

' Badai Kisruh

Belum Berlalu

Alil-alth mencapat titik temu, proses mediasi antare
Pemerintah Provinst dan DPRD DKI Jakarta terkait
Rancangan APBED tahun 2015 di Ruang Sasana
Bhaktt Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis
(5/3), malah buntu. Rapat berakhir dengan drama
yanyg jauh dari harapan warga ibu kota Jakarta.

ettermuan ity panas scuak
awal Gedernur DKI Ja-
karta Fasula Tiabaja Iur-
nama bersibokuh ads usulan si
Barvan Rp 121 tridies dalams
Tancaegan AFBD (RAFBD) vor-
= DPRI Dia menyatakan,
RAPBD yang dsampaikan Pem.
seov DKI ke Kernendagri adalah
Basil pembahacan bersima de-
g DPRD DKL
DFRD DKI merogakan,
RAFED yang dlnyangkan -
sulkl ke Kemendugrt teduk sesual
Buasil pemabadusan yarg ditetsp
Jean dalaen rapet panipurna pets
27 Januari 2015
Proses modust yang dimlad
pedkul 0930 memedot perhatian
bk, Nuang Seesana 1okt
Praja tedah dipenuhi puluhan
wartzwaen Hadir pula ke dard
20 angota DIRD dan 75 pe-
Jahat esclon 1411 Pemprov DXL
“(Mediaod) Ini tertutup, sils.

4 an keluar!™ ujar petugs kepoda

Fora wartaaan

Usut siluman

Dalam video yang dirckam
Dunas Koeuniksi dan Irdoema:
st Permpeon' DX Jaloeta, ketes
gangan terjadi sekitae 6 menit
Serakhir dalam buraog lelay dua
Jam mediast. Saot ity, Sckretaris

Jenderal Kemendagn Yuswandi
A Temenggung mempensilaian
Fasuki memyamgaikan sambut -
o penutup

“Saya euinta SKPD untuk ti-
dak mong-input (mata angoran)
yang bulon hasi] pembahasan
Saya mau tarmya, spabah ini se
suad pembahasan atau tidak Co-
ha tolong angkat tangan.” tamya
Basuki kepoda pejabot di ling.
kungan Peengwow DKIT yang ba-
dir di ruang toractsat,

Wiakil Ketua DPFRD DXI dart
Frakol Partad Penatuan Pembae
ngunan Ahraham Lunggana ali-
s Lulung memotong pembica:
raan, Tled, kan, setelah Bapok
kumpalin (SKPD) kermarin, se-
akan ini hasil pemtahasan. Tnk
scsisnl peraturan s telak™

“Ind sosad peraturan® bala
Fasuki dengan nada tiegd,
“Apakah Anda membahas UFS
(mnterruptidle pose supyvly)
Rp 4.2 madiar por belurahon &
Jakaota Parat, fraab!™ bangt Fa-
suks sambil menunjuk ke Wall
Kota Jakarta Parat Anas Flendl

Anas Ly berdint mencota
menjawab pertanyman Basalkl.
Naeuns, sejumlah angiots
DPRD berteriak dengan nads
tinggeh "Pak Galtwrree, s kira
Faguk bisa menadan emost Ja-

g terak tertak Pak Gub” ka-
13 seorang poserta, Peserta b
menimgali. “Tapak, gubermur
apa peoman.”

Mengabdin ricah, Yoswandi
memdih menutup medied Se-
Jamlah anggota dam pempenan
DPRD menyutakan rapet uss
Rarena gubermur emosional Na-
mun, ek mematakan ia tak
emost 1a ingin persoulan men-
i jelas dengan mereeant
asal-usal anggaran shaman, Fa-
sulk) mengestruksdon rekaman
wideo diunggah ke Youtule sgar
ik bisa mclihat situssdmya
Mendagri harus aktif

Dircktar Jonderal Kesangan
Macrah Kemendogn Reydonny-
zar Moenck menilad, keributan
#tu bogdan dan dimamika he-
bangan kodaa kembaga “Ttu soal
komuntoet semata Ada perbe
duan pandangan,” katanya

Nemendagr akan tetap ber-
wpaya mendorong dan memda
saltanh kedua belahy pibak

Mediani dipimpin Yawandi
karena Mendagn Tiahjo Kumola
harus ke Makassar, Suliwest Se-
Latan, untuk menghalist Musya.
warsd Pereswanaan Jemba-
ngunan Regonal Sulireesi.

Direknar Fhsekutif Keenite
Pemantauan Pelikanaan Oto-

nomi Dacrah Nobert Fadi Ja- =
weng mengatakan, scharusnya

Mendagn mempraaitaskan me-

diast soal RAPED DKI Jakarta

daripada ke Sulawest. “Masalah
yang dihadapt & DKI Jakarts

Jebih mendesek untuk disclesai-

lan oleh Mendagri” ujarma

OINN T ROAPLTINA W)

Rehab Sekolah Masih Terhambat

JAKARTA, KOMPAS ~ Prog-
ram rehab di sejumlih sekoluh
yang masih dalam proses rchab
bangunan d&i Jukarta Timur ma-
sih terhenti sejak Januari hingga
awal Maret ini Sckolah yang te-
lah sclesai direhab pun kini be-
lum dapat digunakan, salah sa-
tunya SD Negeni 6 Malakajaya.

Rehab di SMP Negteri 252 Pon-
dok Kelapa, SMP Negeni 97 Utan
Kayu, dan SD Negeri 5 Pondok
Kelapa, misalnya, sudah hampir
tiga bulan ini tak berjalan. Tam-
pak bangunan kedua sckolah ba-
ru sctengah jadi, belum ditutup
olch tembok ataupun dinding pe-
nyckat.

SD Negeri 6 Malakajaya yang
telah  selesal dibangun  sudah
hampir tiga bulan ini tidak dapat
ditempati para siswie Pagar se-
kolah itu digembok, sedangkan
para siswa hanya dapat bertahan
menumpang belajar di SD Negeni
4 Makakajaya pada sore hari,

Kepala SD Negeri 6 Malaka-
jaya Lilis Lisnawati, Kamis (5/3),
mengatakan, selama belajar me-
numpang di sckolah lain, pihak
sekolah tidak dapat menyeleng-
garakan latihan soal ujian na-
sjonal bagl 36 siswa kelas V1L

“Kami sangat berharap dapat
kembali masuk ke sckolah kami
sendin. Para siswa dapat kembali
sckolah dengan nyaman,” kata
Lilis.

Total sclama dua tahun se-
banyak 242 siswa SD Negen 6

gera menyverahkan kunc SD Ne
geni 6 Malakajaya ke Dinas Pen
didikan,

“"Kontraktor akan serahka
kunci scoepatnya schingza ge
dung sckolah dapat segera di
gunakan para siswa dan guru,
kata Sarjoko,

Sckolah-sckolah  yang masil
dalam proses rehab, lanjut Sar
joko, memang belum dapat di
lanjutkan pembangunannya. To
tal di Jukarta Timur terdapat 4
sckolah rehab lanjutan, dan 1
sckolah rehab total pada 201
ini,

Sementara di seluruh wilayuh
DKI Jakarta terdapat 55 gedung
sckolah rchab Lanjutan, dan 41
gedung sekolah rehab total pada
2015 ini,

Menurut Sarjoko, seluruh ge-
dung sckolah yang rehab lanjutan
tidak dibiarkan berhenti begitu
saju. Dokumen persyaratan un-
tuk melanjutkan pembangunan
sckolah-sckolah itu tengah dipro-
se< i Unit Layanan Pengudaan
(ULP).

"Untuk melanjutkan pemba-
ngunan inf harus melalui kaji
ulang KAK atau Kerangka Acuan
Kerja di ULP sehingga dapat se-
gera dilanjutkan proses lelang”™
ujar Sarjoko,

Proses kaji ulang KAK ter-
scbut, menurut Sarjoko, dapat
mendahului APBD DK yang
sampai saat ini belum disahkan
DPRD DKL
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KISRUH APBD DKI
Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

JAKARTA, KOMPAS ~ Kis-
ruh Rancangan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daeruh DKI
Jakarta yang melibatkan begislatif
dan cksekutif mulai berimbas pa-
da program  strategis. Bahkan,
persiapan ujian akhir di sckolah
menengah atas pun terganggu.
Program-program  yang  di-
maksud adalah pembebasan la-
han Waduk Marunda yang mang-
krak scjok dua tahun terakhir.
Sckretaris Kota Jakarta Utara
Junacdi  mengatakan, program
pembebasan lahan ity diharap-
kan bisa secepatnya tuntas,
“Sudah dua tahun pembebas-
an lahan tertunda. Kami berha-
rap tahun ini bisa segera selesal

karta Saryono mengatakan, diri-
nya dimintai keterangan tertulis
lcnlam( asal-muasal UPS.

Per yang  diajuk
BPKP antara bm snpa yang

susulkan UPS, b

cara mendapatian alat lcm:bul.
dan apakah ada surat serah teri
ma barang Pertanyaan tertulis
itu dijawab dalam waktu sckitar
satu jam. “Saya sudah dua kali
membenikan keterangan. Perta-
ma di inspektorat, kedua di BP-
KP” ujar Saryono, Jumat.

Adapun beberapa sckolah pe-
nerima UPS di Jakarta Barat me-
ngeluhkan proses pemeniksaan di
inspcktorat, BPKP, dan Bares-
krim Polda Metro Jaya Kepala

3’rogrum Tersenc

dari 20 hektar lahan yang belum
dibebaskan.” ujarnya

Sclain waduk, normalisasi sa-
luran juga tersendat. Sebagad wi-
Lyuh yang paling terdampak
banjir, Jakarta Utara memprio-
ritaskan program ini, Apalig, se-
bagian besar saluran air berada
dalam kondisi buruk dan tidak
bisa mengalirkan air.

Tcrhmnlnlm-a anggaran juga
di
RS(’D Koja tcrpnmu Biaya lis-
trik, air, dan telepon belum di-
sclesaikan, Ini dischabkan peme
bayaran menunggu caimya ang-
garan APBD.

Meski begitu, Dircktur RSUD
Koja Theryoto mengungkapkan,

SMAN 16 Jukarta Cedarkuine
menuturkan, proses pemeriksa-
an MENFEanggu persiapan ujian
akhir SMA. Waktu dan konsen-
trasi untuk menyiapkan ujian ja-
di terbelah.

Kepala Bidang Humas Polda
Metro  Jaya Komisaris  Besar
Martinus  Sitompul  mengung-
kapkan, scjak penyelidikan di-
mulai 28 Januari lala, sudah 15
orang diperiksa. Tim  penyidik
Jjuga minta dokumen-dokumen

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

hal itu tidak mengganggu pela-
vanan yang dilakukan pihak
rumah sakit. Scbab, pihak-pihak
terkait memberikan  tolerang
terhadap keterlambatan anggar-
an seperti tahun sebelummya,
“Biaya operasional, pembelian
dan perbaikan alat itu, memang
perlu subsidi dari Pemprov. Ya,
kami tetap mengusahakan agar
pasien terus terlayand,” katanya

Kepala sekolah dipanggil
Di Jakarta Barat, 11 kepala
sckolah penerima alat catu dayva
listnk caxlangan (UPS) dipanggil
Badan  Pengawasan  Keuangan
dan Pembangunan (BPKF) DKI
Jakarta Kepala SMAN 112 Ja-

l’cr.smpan Ujian Terusik

(Sambungan dari halaman 1)

terkait pengadaan UPS tersebut.

Sitompul  menuturkan, dani
keterangan saksi-saksi dan pe-
nelitian terhadap dokumen serta
barang jadinya (unit UPS), tim
penyidik dan Subdirektorat Tin-
dak Pidana Korupsi Dircktorat
Kriminal Khusus Pola Metro Ja-
ya menyimpulian ada indikasi

men)usun sendird de-
nominal seperti
AI'BD l\mbdnn 2014, Kami
akan ajukan peraturan gubermur
ke Kemendagri. Mercka yang
akan menyeleksi secara langsung,
sesuai atau tidak Begitu sudah
disetujui  Kemendagri, semua
alcan berjalan seperti biasa ujar
Basuki.
Jika keticlak X sema-

ketidakseimbangan dalam peng-

gunaan dana atau pembelian ba-

n-m: dmpm kebutuhan  itu,
yang  dibutuhk

cam ini terus Irrj.nﬂ sampal masa
Jabatan Gubernur  Basuki ber-
alkhir tahun 2017, akan ditempuh

Saad b

i scrupa, Program prio-

adalah barang yung bisa men-
dukung operasi dua komputer,
tetapi yang dibeli barang untuk
mendukung  pengoperasian 50
komputer,” ujarmya.
Tim bekerja

Kemarin, Gubermur DKI Ja-
karta Basuki Tjahaja Pumama di
Balai Kota mengatakan, tim ang-
garan  pemenrintah  dseruh
(TAPD) sudah mulai memper-
baiki beberapa hal dalam APBD
2015 schelum dibahas lagi de-

ngan Badan Anggaran l)l'ltl)
DKL Namun, dia

ritas tetap disesuaikan dengan
kebutuhan pada tahun tersebut.
Hanya pagu anggaran saja yang
sama dengan APBD Peruhahan
2014, yakni Rp 72.9 triliun.

Mal tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeni
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah Pasal 110 Ayat (9). Pada
13 Maret nanti, Mendagni akan
mengumumkan  hasil evaluasi
APBD 2015, apakah sesuai de-
ngan aturan yang berlaku, Jika
dinyatakan sesuai, APBD 2015
bisa ditetapkan sebagai peratur-

agar TAPD tidak btfkonumnl
satu sen pun terhadap dana yang
tiddak jelas

"Kalau DPRI masih menolak,

an dacrah dan peraturan guber-
nur (Pasal 110 Ayat 6). Apahila

laku, gubermnur dan DPRD me-
miliki waktu paling lama tujuh
hart kerfa untuk menyempur-
nakannya (Ayat 7).

Apabila hasil evaluasi Kemen-
dagri tidak ditindaklanjuti gu-
bernur dan DPRIL  Mendagri
akan  membatalkan  peraturan
dacrah dan peraturan gubernur
sckaligus menyatakan berlaku-
nya pagu APBD tahun ladu (Ayat
8).

Basukl mengatakan, sudah ti-
Ak perlu lagh ada mediasi, Dia
sudah tidak mau berkompromi
untuk memasukkan dana tidak
Jelas, "Saya cuma mau minta ma-
af kepada warga DKL Silakan
warga DKI menilai sayn Kalau
menganggap swa tidak santun,
tiduk sopan, dan mau berkom-
promi, apakah wanta bisa (khlas-
kan Rp 121 triliun, Tetapi kalau
tidak ikhlas, harus bisa menerima
saya konflik (dengan DPRD),” ka-

Lanya

Mentert Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Yuddy Chrisnandi st
berkunjung ke Balai Kota meng-
harapkan  dinamika politik i
DKI Jakarta tidak mengzinggu
tata kelola pemerintahan dan pe-

APED 2015 di kan berten-
tangan dengan aturan yang ber-

Iy publik.
(HTS JAL/DEA/DNA)
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KISRUH APBD

Kedepankan Kepentingan
Rakyat Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
DPRD DKI Jakarta diminta segera menemukan solusi kebuntuan
pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah 2015 Eksckutif dan legislatif diminta duduk bersama dan
mengedepankan kepentingan rakyat.

Sckretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran Yenny Sucipto mengatakan, Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama dan DPRD diharapkan menyudahi akrobat politik yang
berdarut-larut ini. Ia berharap Gubernur tidak gegabah dengan
mengajukan nominal APBD Perubahan 2014 jika pembahasan di
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI kembali buntu. “Kalau
memakai APBD Perubahan 2014, usulan prionitas tahun ini tidak
bisa dilaksanakan,” ujar Yenny dalam acara diskusi bertema
“Deadlock Ahok” di Jakarta, Sabtu (7/3).

Usulan priontas yang tidak bisa dijalankan itu di antaranya
pembangunan angkutan massal cepat (MRT) serta normalisasi
kali, waduk, dan saluran. Yenny menambahkan, penggunaan
APBD tahun sebelumnya juga merugikan dan sisi pertumbuhan
ckonomi Jakarta Hal ini karena target pendapatan dacrah harus
mengikuti tanget tahun sebelumnya

"Pemprov dan DPRD harus menemukan solusi mengefektifkan
APBD 2015 Dugaan anggaran siluman Rp 121 triliun harus
dihapuskan. Jika memang ada dugaan korupsi pada tahun se-
belumnya, hukum harus ditegakkan,” kata Yenny,

Draf bersama

Menurut Mohammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta dani
Fraksi Gerindra, DPRD mempertanyakan RAPBD yang dise-
rahkan Gubernur kepada Kemendagn bukan yang sudah disetujui
di Banggar. Gubernur justru mengajukan dokumen kain. "Kami tak
mau ada kekuasaan berlebihan. Di mana fungsi penycimbang jika
APBD diisi dan diserahkan sendin olch eksekutif?” kata Sanusi.

la juga mengatakan, hak angket terus berjalan untuk me-
nyelidiki kesalahan yang dilakukan Gubernur. Sanusi juga me-
nyoroti penggunaan e-budgeting yang dinilai belum kompatibel
Yang di-input di e-budgeting scharusnya hasil pengesahan antara
cksckutif dan legislatif.

Pengamat ekonomi kebijakan publik Ichsanudin Noorsy ber-
pendapat, hak angket scharusnya digunakan secara intelektual

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(Sambungan dari halaman 1)

untuk menguliti kebijakan Gu-
bernur. la menyoroti perencana-
an anggaran yang buruk dan se-
rapan anggaran pun rendah
Sebelumnya, Gubernur Basuki
mengatakan, tim anggaran pe-
menntah dacrah (TAPD) sudah
memperbaiki beberapa hal dalam
RAPBD 2015 scbelum dibahas
lagi dengan Banggar. la mene-
gaskan, TAPD tidak berkompro-
mi terhadap dana tidak jelas,
“Kalau DPRD masih menolak,
kami akan menyusun sendin de-
ngan jumlah nominal scperti
APBD Perubahan 2014, Kami
akan ajukan peraturan gubernur
kepada  Kemendagri Mercka
yang akan menycleksi secara
langsung. Begitu sudah disctujui
Kemendagri, semua akan ber-
jalan seperti biasa,” ujar Basuki.

Siap diperiksa

Wakil Ketua DPRD DKI Ja-
karta Abraham Lunggana, yang
biasa dipanggil Lulung, menga-
takan siap diperiksa polisi terkait

pengadaan alat catu daya listnk
cadangan (UPS). Namun, ia be-
lum menyiapkan dokumen yang
diperlukan. la siap dimintai ke-
terangan dan patuh pada aturan
yang berlaku.

Terkait kicauan di Twitter
yang bernada sindiran kepada-
nya, Lulung tidak terlalu mem-
permasalahkan. La tidak memiliki
akun dan jarang menggunakan
sosial media, "Itu, kan, pesanan
dari orang yang kontra sama saya.
Saya apresiasi dan terima kasith
menjadi terkenal,” ujar Lulung

Di tempat terpisah, Kepala Bi-
dang Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Martinus Si-
tompul kemarin mengatakan, ka-
sus dugaan korupsi pengadaan
UPS di 49 sckolah di Jakarta

Pembetulan

ditingkatkan statusnya dan pe-
nyclidikan menjadi penyidikan.
Polisi memerniksa 15 saksi, tetapi
belum ada penctapan tersangka

Salah satu pejabat di Seksi
Prasarana dan Sarana Kota Ja-
karta Selatan, AU, yang diperiksa
tim penyidik Subdircktorat Tin-
dak Pidana Korupsi pun masih
benstatus sebagal saksi.

Enam instansi yang dinilai
bertanggung jawab dalam kasus
ini adalah Dinas Pendidikan DKI
Jakarta, Komisi Pendidikan dan
Badan Anggaran Dewan Perwa-
kilan Rakyat Dacrah, Badan Pe-
rencanaan  dan  Pembangunan
Dacrah DKI, Kemendagri, Unit
Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa DKI, serta pengusaha,

(DEA/WIN/BO9 FRO)

Dalam berita berjudul "Kengres PD Berpeduang Dipercepat” di halaman
S, Sabtu (7/3), terdapat kesazhan. Di dalam berita disebutkan " yang
terbukti efektif mempertahanian perolehan suara 7 persen pada Pemnily
2014." Seharusrya, “.. hingga PD memperoleh 10,19 persen suara di
Pemilu 2014.% Dengan demikian, kesalahan kami perbaiki. Terima kasih
Redaksl
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RAPBD

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan

JAKARTA, KOMPAS — Tim
evaluasi Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah
DKI Jakarta Tahun 2015 dari
Kementerian Dalam Negeri me-
netmmukan indikasi penggelem-
bungan anggaran di dokumen
RAPBD vang disampaikan Gu-
bernur DEI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama.

“Indikasi  penggelembungan
anggaran yang disinyalir Guber-
nur permainan DPRD DKI Ja-
karta muncul dalamn RAPBD yang
disampaikan Gubernur, Namun,
bisa saja Gubernur tidak tahu
soal ini karena pembahasan
RAPBD tidak semuanya langsung
dengan Gubernur, tetapi dengan
stafiya,” kata Menteri Dalam Ne-
geri Tjahjo Kumolo di Jakarta,
Selasa (10/3).

Tjahjo menolak menyebutkan
mata anggaran vang terindikasi
digelembungkan itu. Namun, di-
indikasikan besarnya lebih dari
Rp 12 triliun. "Kami koreksi mata
anggaran itu, minimal diberi ca-
tatan,” tambahnya.

Dengan adanya temuan itu, dia
menduga penyelundupan ang-
garan tidak hanya dilakukan ok-
num di DPRD, tetapi juga oknum
di Pemerintah Provinsi DKI Ja-
karta. "Pembahasan (RAPBD
DKI Jakarta), kan, berdua (pe-
merintah dan DPRD), jadi ke-
mungkinan oknum yang bermain

ada di dua tempat,” katanya.

Tjahjo mendukung upaya pe-
nyelidikan dugaan korupsi dalam
APBD DKI Jakarta tahun se-
belumnya, yaitu tahun 2014, olch
kepolisian. Kepolisian diharap-
kan bisa mengurai oknum-ck-
num yang memainkan APED.

"Kejadian di DET Jakarta ini
sekaligus membuka mata agar
tidak hanya DKT Jakarta, tetapi
pemerintah daerah lainnya un-
tuk lebih hati-hati saat menyu-
sun anggaran,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pihaknya ber-
upaya untuk sesegera mungkin
menyelesaikan evaluasi RAPBD
DKI Jakarta. Batas waktu yang
diberikan sesuai undang-undang
jatuh pada 13 Maret 2015 Na-
mun, pihaknya berupaya menye-
lesaikan sebelum batas waktu itu.
Hal itu dilakukan agar penye-
lenggaraan pemerintahan dae-
rah, pelayanan publik, dan pem-
bangunan di DKI Jakarta tidak
terhambat.

Periksa pemenang lelang

Penyidik Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Metro
Jaya memeriksa sejumlah pihak
terkait dugaan korupsi penga-
daan uninterruptible power sup-
ply (UPS) di Jakarta. Salah satu
yvang diperiksa adalah para di-
rektur pemenang tender peng-
adaan UPS.

6

Indikasi
penggelembungan
anggaran yang
disinyalir Gubernur
permainan DPRD DKI
Jakarta muncul dalam
RAPBD.

Tjahjo Kumolo

Selasa kemarin, polisi men-
jadwalkan pemeriksaan terhadap
empat direktur perusahaan pe-
menang lelang. Namun, hingga
kemarin siang baru satu orang
yang datang memenuhi panggil-
an penyidik. “Lainnya masih kita
tunggu,” kata Kepala Bidang Hu-
mas Polda Metro Jaya Komisaris
Besar Martinus Sitompul.

Martinus menambahkan, se-
mua pihak yang terlibat dalam
penganggaran dan  pengadaan
UPS bakal diperiksa, termasuk
pihak DPRD DKT Jakarta. Kasus
dugaan korupsi ini telzh diting-
katkan stalusnya menjadi penyi-
dikan, tetapi paolisi belum meng-
ungkap siapa yang telah dite-
tapkan schagai tersangka dalam
kasus ini. "Tersangka belum ada,”

Lata Martinus.

Meski  demikian, Martinus
mengatakan, polisi sudah me-
ngantongi calon tersangka. Di-
duga terjadi korupsi dalam peng-
adaan UPS di sejurnlah sekolah di
DKI senilai Rp 5,8 miliar per unit.
Harga itu dinilai tidak wajar.

Posyandu pun terimbas

Kisruh penetapan RAPBD
DKI Jakarta berimbas hingga ke
program pelayanan ke masya-
rakat, seperti posyandu, peng-
asapan nyamuk, dan sosialisasi
Lesehatan. Untuk mengatasi per-
masalahan itu, puskesmas keca-
matan meminjam dana talangan
dari Badan Layanan Umum Da-
erah dan memanfaatkan dana
swadaya masyarakat.

Tini (55), penggerak posyandu
di BW 010 Tanah Sareal, Ke-
camatan Tambora, Senin (9/3),
mengatakan, porsi makanan bayi
di posyandu dikurangi akibat
anggaran APBD yang disalurkan
melalui kelurahan belum cair.

Para pekerja kebersihan di ka-
wasan Monumen Nasional, se-
perti Fatima (31), harus berutang
lebih dari Rp 1,5 juta untuk me-
nutup biaya hidup selama dua
bulan lebih, "Ttu baru utang di
sckitar rumah. Ada lagi utang di
tempat kerja,” ujar ibu tiga anak
itu, Senin (9/3) lalu.

(APA/RAY/DEA/ART)



KOMPAS, KAMIS 12 MARET 2015

APBD DKI

Beberapa Mata
Anggaran Dikoreksi

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
sudah mengeluarkan keputusan tentang Hasil Evaluasi Ran-
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta
Tahun 2015. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memiliki waktu tujuh
hari untuk menyesuaikan RAPBD DKI Jakarta 2015 sesuai hasil
evaluasi Kemendagri.

"Saya juga sudah menandatangani Keputusan Mendagri ten-
tang hasil evaluasi itu sehingga Kepmendagri bisa segera di-
sampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI
Jakarta,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (11/3).

Mendagri mengoreksi sejumlah mata anggaran. Salah satunya,
belanja pendidikan. Meski besarnya sudah di atas 20 persen dari
total anggaran sebesar Rp 675 triliun, ada penurunan alokasi
anggaran pendidikan tahun 2015 dibandingkan 2014. Hal itu
membuat Kemendagri menilai besaran belanja pendidikan
2015 seharusnya bisa ditingkatkan.

Belanja pendidikan pada RAPBD 2015 sebesar Rp 14,5 tri
atau 21,62 persen dari total anggaran. Sementara pada
2014, persentasenya mencapai 25,31 persen dari total anggaran.

Kemudian, belanja pegawai yang besarnya hampir 25 persen
dari total anggaran dinilai tidak wajar dan tidak rasional.
Mendagri membandingkan dengan belanja untuk penanganan
banjir yang seharusnya lebih diprioritaskan, yang hanya Rp 5.3
triliun.

Tjahjo menyatakan, hasil evaluasi itu dikirimkan ke Pe-
merintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta untuk dimintakan
klarifikasi. Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada Kesepakatan
anlara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, maka Kemendagri bakal
memutuskan untuk memberlakukan kembali APBD 2014 untuk
membiayai birokrasi dan pembangunan di DKI Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi
Hartono mengatakan, pada Kamis ini pihaknya akan
bersurat kepada Badan Anggaran DPRD DKI Ja-
karta untuk membahas hasil evaluasi Kemen-
dagri. Kedua pihak memiliki waktn tujuh hari
untuk membahas APBD 2015 sebelum diserahkan
kembali ke Kemendagri.

”Ada sejumlah catatan dari Kemendagri, salah
satunya porsi pendidikan yang harus diperbesar.
Menurut catatan mereka, porsinya baru 21 persen,
sedangkan catatan kami 25 persen. Ada selisih 4
persen karena rchabilitasi gedung sckolah kami
masukkan ke Dinas Perumahan,” ujar Heru.

Ada sejumlah mata anggaran yang harus
dikurangi, seperti belanja alat tulis kantor
dan tunjangan kinerja dacrah. Tunjangan
transportasi pun bakal ditiadakan.

Optimistis

Heru optimistis APBD 2015 akan di-
tetapkan menjadi peraturan daerah.
Artinya, nilal APBD yang akan dipakai
sebesar Rp 7308 triliun seperti yang
telah disahkan dalam Rapat Paripurna
DPRD DKI Jakarta pada 27 Januari.

Di Gedung DPRD DKI Jakarta, panitia angket
memanggil konsultan e-budgefing untuk dimintai keterangan
seputar sistem itu. Seorang konsultan asal Surabaya, Gagat
Wahono, menjelaskan, dirinya sebatas menangani pembuatan
sistemn, tidak berurusan dengan hal-hal substansial, seperti nilai
anggaran dan peruntukannya. “Saya hanya menjaga sistem. Yang
punya kewenangan soal kegiatan itu Bappeda. Kalau ada masalah
dengan sistem, baru tanya ke saya,” ujarnya.

Meskipun data APBD 2015 ada di server, lanjut Gagat, dia tidak
merasa memiliki kepentingan untuk melihat data itu. Dia dan tim
pembuat sistem e-budgeting yang berjumlah empat orang hanya
bertugas menyambungkan data ke dalam sistem. Nilai APBD DKI
yvang sangat besar, begitu juga dengan jumlah SKPD yang
mencapai ratusan orang, memerlukan memori yang besar.

”Sistem ini sudah selesai tahun 2014. Kalau sudah sampai
tahap cetak, mereka (SKPD) sudah bisa sendiri. Peran saya pun
sangat kecil,” kata Gagat.

Anggota panitia angket yang berjumlah 10 orang bertubi-tubi
melayangkan pertanyaan kepada Gagat, tetapi tidak menyentuh
soal sistem e-budgeling. Mereka lebih banyak bertanya soal surat
tugas, kontrak kerja, lembaga tempat konsultan bernaung, dan
besarnya upah yang diterima konsultan.

(FRO/RTS/RAY/APA/WHY/ONG)
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lAPBD DKI

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

JAKARTA, KOMPAS — Teng-
gat tujuh hari untuk membahas
hasil evaluasi APBD DKT Jakarta
2015 harus dimanfaatkan scba-
ik-baiknya olch cksckutif dan le-
gislatif. Nasib ribuan pegawai dan
program pembangunan vang di-
susun dipertaruhkan,

Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama mengatakan
tetap akan meminta DPRD DKI
Jakarta untuk  menetapkan
APBD 2015 sebagai peraturan da-
erah. Nilainya seperti yang telah
disahkan, yaitu Rp 73,08 triliun.
Namun, dia juga telah siap apa-
bila DPRD menolak pembahasan,
dan eksekutif harus kembali me-
makai pagu anggaran APBD 2014
sebesar Rp 72,9 triliun.

"Tentu kami akan ketemu.
Tetapi, jangan memaksa mema-
sukkan dana tidak jelas,” katanya,

Kamis (12/3).

Sekretaris Dacrah DKI Jakarta
Saefullah mengatakan, cksekutif
telah mengirimkan surat kepada
Dewan untuk meminta jadwal
pembahasan. Kini tinggal me-
nanti niat baik Dewan untuk me-
nyelesaikan kisruh soal APBD
2015, Sesuai perintah dari Ke-
menterian Dalam Negeri, ekse-
lutif akan mengurangi dan me-
nyesuaikan besarnya dana untuk
beberapa mata anggaran,

Kemarin panitia angket DPRD
DKI Jakarta juga memanggil tim
anggaran pemerintah daerah un-
tukk ditanyai soal pembahasan
APBD 2015. Panitia angket me-
nyimpulkan tim anggaran me-
langgar aturan tata cara pem-
bahasan dan tidak membahas
APBD 2015 secara detail.

Beberapa suku dinas merasa

keberatan jika harus mengguna-
kan APBD 2014. Kepala Sudin
Tata Air Jakarta Timur Yazied
Bustomi mengungkapkan, saat
ini semua pekerjaan sudah ter-
tunda. Pada Rancangan APBD
2015, total anggaran untuk Sudin
Tata Air Jaktim sebesar Rp 280
miliar, sedangkan APBD 2014 le-
hih sedikit hanya Rp 216 miliar,
Penyidik Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Metro
Jaya mengagendakan pemerik-
saan terhadap 130 orang terkait
penyidikan dugaan korupsi peng-
adaan UPS di sejumlah sekolah di
Jakarta. Kepala Bidang ITumas
Polda Metro Jaya Martinus Si-
tompul mengatakan, dari jumlah
tersebut vang dipanggil sudah 35
orang, tetapi yang memenuhi
panggilan baru 21 orang.
(FRO/MDN/RTS/RAY)
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QPUGAAN KORUPSI

Kasus UPS “"Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta

erangkat uninterruptible
P power supply atau UPS

yang biasanya tersembu-
nyi di ruangan terkunci atau di
bawah meja kerja tiba-tiba men-
jadi sorotan tidak hanya di Ja-
karta, tetapi juga di seluruh ne-
geri. Hal itu terjadi setelah ka-
sus dugaan korupsi pengadaan
perangkat pemasok dava bebas
gangguan tersebut menyetrum
sejumlah pihak di kalangan le-
gislatif dan eksekutif di DKI Ja-
karta,

Terkualmya kasus ini bermu-
la dari perseteruan Gubernur
DKI Jakarta Basuld Tjahaja
Purnama dengan anggota DPRD
DKI Jakarta mengenai Ran-
cangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD)
2015. Perseteruan itu berujung
pada pengajuan hak angket oleh
anggota Dewan.

Basuki kemudian mengung-
kap dugaan praktik tak wajar
dalam pengadaan scjumlah ba-
rang. Seperti diberitakan di
Kompas, Selasa (3/3), ada du-
gaan penyimpangan APBD ta-
hun 2014, yaitu pengadaan 49
UPS untuk 49 sekolah di Ja-
karta. Kucuran anggaran peng-
adaan UPS ada yang mencapai
Rp 5,8 miliar untuk satu seko-

lah. B RAPBD tahun 2015,
pengadaan UPS dianggarkan
kembali dan menelan dana ma-
sing-masing Rp 3 miliar untuk
40 sckolah.

Polda Metro Jaya menangani
kasus dugaan korupsi pengada-
an UPS dan sudah meningkat-
kan statusnya menjadi penyidik-
an, Calon tersangka pun sudah
dikantongi oleh para penyidik.
Kepala Bidang Humas Polda
Metro Jaya Komisaris Besar
Martinus Sitompul mengatalen,
seluruh pihak yang terlibat da-
lam penganggaran, pelelangan,
dan pengadaan UPS, termasuk
Dewan maupun pihak eksekutif,
bakal diperiksa.

Angka fantastis

Dari penelusuran di salah sa-
tu sekolah, kapasitas UPS yang
tertulis mencapai 120 kVA. Ka-
pasitas tersebut, menurut Su-
harlim Tedjokusumo, Direktur
PT Konexindo, schuah perusa-
haan yang di antaranya bergerak
dalam bidang UPS, terlalu besar
untuk sebuah sekolah. UPS-UPS
seharga miliaran rupiah itu le-
bih cocok untuk menopang se-
buah pusat data (data center)
atan infrastruktur kritis lain.

“Harga UPS itu bisa dilihat

dari kapasitasnya, berapa kVA.
Perlu dibedakan apa yang harus
di-back-up oleh UPS itu. Bia-
sanya kan hanya komputer agar
sejumlah data penting tidak hi-
lang. Jadi tidak harus semua di-
back up, seperti lampu, atau AC,
atau segala macam itu tidak
perlu,” kata Suharlim.

Suharlim menjelaskan, kegu-
naan UPS itu yang utama ada-
lah untuk memberikan daya ca-
dangan saat terjadi pemutusan
daya utama selama sekitar 15
menit sebelum berpindah ke
tenaga genset.

Sebagai perbandingan, ujar
Suharlim, saat ini UPS berka-
pasitas 20 kVA berkualitas ba-
gus harganya tidak lebih dari
10,000 dollar AS atau sekitar Rp
130 juta. “Kalau UFS satu fase
dengan kapasitas 20 kVA itu pa-
ling harganya di bawah 10000
dollar AS. Katakanlah sekolah
mau tiga fase, tinggal kali tiga,
masih di bawah 30.000 dollar
AS,” eata Suharlim.

Suharlim menjelaskan, harga
tersebut bisa lebih mahal jika
misalnya pemakai UPS tersebut
ingin agar tenaga cadangan itu
bisa menyuplai daya hingga le-
bih dari 15 menit. "Katakanlah
sampai satu atan dua jam, ya

di kota.

kolah di Jakarta pada tahun
2014 meneapai lebih dari Rp
300 miliar. Dana yang cukup
besar, bahkan setara dengan da-
na pengadaan alat cadangan lis-
trik bagi sebuah kota.

Sekadar perbandingan, UPS
terbesar di dunia yang berada di
Fairbanks, Alaska, Amerika Seri-
kat, saat dibangun pada 2003,
mampu memberikan cadangan
daya sebesar 40 megawatt, Daya
itu cukup untuk 12.000 warga
selama sekitar 7 menit atau 26

megawatt untuk 15 menit.
Dikutip dari situs Energy In-
formation Administration, lem-
baga Pemerintah AS, unit UPS
tersebut dibangun olch ABB, se-
buah perusahaan Swiss, terdiri
dari 13.760 sel baterai NiCad
(nikel-kadmiumy), Biaya untuk
membangunnya sebesar 35 juta
dollar AS pada 2003 atau de-
ngan kurs rupiah pada waltu itu
nilainya setara Rp 299 miliar.
Unit baterai untuk daya ter-
sebut ditempatkan di suatu

ITET

harus ditambah baterai, tentu
itu lebih mahal,” katanya.

Namun, karena fungsinya
yang hanya scbagai lenaga ca-
dangan scbelum menghidupkan
genset, tidak dibutuhkan ca-
dangan untuk waktu yang ter-
lalu lama, "Jadi, UPS itu bukan
untuk memberikan daya sampai
dua hari. UPS memberi dayva se-
mentara selama sekitar 15 me-
nit,” ujarnya.

Sekolah sebenarnya bisa
menggunakan perangkat UPS
individu yang fungsinya sama,
memberikan tenaga cadangan
pada komputer saat listrik PLN
mati, Selain fungsinya yang
sama, harga per UPS pun relatif
murah, "Sekitar 100 dollar AS
(Bp 1.3 juta) sudah dapat satu
UPS,” kata Suharlim,

Katakanlah sebuah sekolah
memiliki 100 komputer, maka
biaya yang diperlukan untuk
pengadaan UPS itu tidak sampai
Rp 150 juta. Di pasaran, sangat
banyak ditawarkan UPS-UPS
dengan harga relatif murah di
bawah sekitar Rp 1 juta per unit.

Setara Fairbanks

Jika dikalkulasikan, total bi-
aya yang dibutuhkan untuk
pengadaan UPS bagi sekolah-se-

tempat seluas lebih dari lapang-
an sepak bola dengan berat
mencapai lebih dari 1.200 ton,
dinamai battery energy storage
system (BESS). Seperti dikutip
dari Telegraph, unit baterai itu
cukup menghidupkan generator
diesel untuk memulihkan daya

Kota Fairbanks, kota terbesar
kedua di Alaska, membutuhkan
tenaga cadangan besar karena
kondisi alam dan geografisnya.
Dengan suhu bisa mencapai ti-
tik terendah minus 52 derajat
celsius pada musim dingin, lis-
trik harus tetap hidup di tempat
itu atau infrastruktur kritis.

E Menurut Telegraph, tanpa lis-
trik memadai, scluruh pipa air

di kawasan itu akan membelu

dalam tempo tak lebih dari dua
jam. Cadangan daya yang mahal
tersebut dibutuhkan karena itu
menyangkut persoalan hidup
dan mati warganya.

Kembali ke UPS di Jakarta,
patut ditanyakan data atau in-
frastruktur kritis apa di SMA-
SMA itu yang perlu dilindungi
UPS miliaran rupiah? Publik
pun ingin segera tahu siapa "be-
gal” anggaran yang bakal ke-
setrum kasus korupsi UPS?

(PRASETYO EKO I')
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Oknum PNS Diyakini
Susupkan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Gu-
bernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama meyakini ada ok-
num pegawal negeri sipil yang
memasukkan sejumlah anggaran
yang dinilai tak perlu ke dalam
Rancangan APBD DKI 2015. Ada
pos-pos anggaran senilai total Rp
2 triliun yang lolos dan masuk
draf APBD yang dikirim Peme-
rintah Provinsi DKI ke Kemnen-
terian Dalam Negeri.

“Terlihat, kok, (siapa yang me-
masukkan dalam APBD 2015),
kami sudah tahu, malka saya staf-
kan, Ada eselon 4, eselon 3, dan
mungkin ada eselon 2 terlibat,”
kata Basuki di Balai Kota Jakarta,
Senin (16/3).

Temuan itu terungkap dari ha-
gil evaluasi Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) atas Ran-
cangan APBD 2015 yang disam-
paikan tim evaluasi Kemendagri
ke Pemprov DKI, Rabu (11/3)
lalu. Ada sekitar Rp 2 triliun yang
lolos "sensor” dan masuk ran-
cangan versi Pemprov DKI. Ang-
ka itu diduga bagian dari Rp 12,1
triliun anggaran siluman yang
dinilai tidak perlu.

Basuki menambahkan, selain
dari hasil evaluasi Kemendagri,
ketidaksinkronan anggaran an-
tara versi Pemprov DKI dan
DPRD DKI juga terlihat dari situs
kawalapbd.org yang dibangun Ai-
nun Najib, pembangun situs ka-
walpemilu.org dalam pemilu pre-
siden tahun lalu. Dalam situs itu,

nas perumahan ke wali kota. Ada
52 paket pos yang dialihkan dari
satu SKPD ke SKPD lain.

Selain pengalihan, ada nomen-
Klatur yang harus diperbaiki ka-
rena dinilai tak tepat, seperti ope-
rasional wali kota, dinas, suku
dinas, dan kecamatan. Kata “ope-
rasional” akan diganti menjadi
peningkatan  kualitas  layanan
umum pemerintahan. Jumlah-
nya ada 986 nomenklatur dengan
nama-nama yang tak tepat.

Sacfullah menambahkan, tim
evaluasi Kemendagri juga meng-
usulkan efisiensi anggaran se-
hingga ada penambahan dan pe-
ngurangan anggaran pada sejum-
lah nomenklatur.

Kemendagri menilai, tunjang-
an PNS sebesar Rp 16,5 triliun
atan sckitar 24,5 persen total
APBD DKI dinilai tidak wajar
dan tidak rasional dari segi pro-
porsi anggaran, Namun, Pemprov
DKI berencana mempertahan-
kannya karena terkait dengan re-
formasi birokrasi yang ditempuh
sejak awal tahun ini.

6d

Kami akan melihat
apakah seluruh APBD
yang disusun SKPD
benar-benar hasil

siden tahun lalu. Dalam situs itu,
ada selisih Rp 10,5 triliun di an-
tara kedua versi terscbut.

Menurut Kepala Tnspektorat
Provinsi DKI Jakarta Lasro Mar-
bun, pihaknya akan meneliti le-
bih lanjut keterlibatan PNS da-
lam perencanaan APBD 5.
“Kami akan melihat apakal=Se-
luruh APBD yang disusun SKPD
(satuan kerja perangkat daerah)
benar-benar hasil pembahasan
atau tidak, atau jangan-jangan
ada yang nakal dan memasukkan
anggaran,” ujarnya.

Perbaiki rancangan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta
Saefullah menambahkan, sesuai
hasil evaluasi Kemendagri, ada
sejumlah poin dalam rancangan
APBD 2015 yang harus diper-
baiki. Perbaikan itu, antara lain,
pengalihan anggaran  seperti
pembangunan gedung sekolah
dari dinas perumahan ke dinas
pendidikan, pembangunan pus-
kesmas dari dinas perumahan ke
dinas kesehatan, serta kantor ke-
lurahan dan kecamatan dari di-

benar-benar hasil
pembahasan atau tidak.

Lasro Marbun

"Jika dibandingkan banyak da-
erah lain yang mengalokasikan
anggaran hingga lebih dari 50
persen (dari total APBD) untuk
belanja pegawai, porsi 24,5 per-
sen di DKI itu relatif kecil dan tak
ada aturan yang dilanggar (de-
ngan besaran itu). Terlebih, kami
menghemat anggaran triliunan
rupiah dengan menghapus ba-
nyak pos yang sebelumnya men-
jadi sumber penghasilan pejabat,
seperti honor, fee proyek, dan
biaya pengendalian teknis,” pa-
par Saefullah.

Menurut dia, Pemprov DKI
berencana menyelesaikan revisi
dan membahasnya bersama
DPRD setidaknya hingga Kamis
(19/3). Terkait itu, DPRD beren-
cana menggelar pertemuan de-
ngan tim anggaran pemerintah
daerah pada Selasa (17/3) ini.

(MEN)
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Saat ini, Bamba® Sumaryo telah berhasil membangun sel

Kisruh UPS

dengan biaya Rp 100 juta. "Uang total Rp 12,1 triliun ini bisa
membuat 1 GW panel surya dan melistriki 200000 rumah
dengan kapasitas masing-masing 5000 VA. Bayangkan, saat ini

surya di rumahnya sebesar 6.300 VA atau sekitar 6.000 watt
Oleh AW SUBARKAH

adakah distributor penjual perangkat penyulang daya
cmentara—dikenal dengan wninterruptible power sup-
ply—seharga Rp 6 miliar?

Kalau ingin memesan rancangan khusus sistem UPS seharga
itu, tentu bukanlah hal mustahil. Namun, apa urgensinya UPS
buat sekolah menengah?

Perangkat penyokong dava ini dibutuhkan hanya sekitar 15
menit, yaitu saat pemasok utama dari PLN terputus mendadak.
Dengan kecepatan sepersekian detik, daya PLN yang mati segera
tergantikan oleh daya dari UPS.

Hanya rangkaian elektronis yang mampu menyulang secepat
itu. Daya cadangan seperti generator listrik masih membutuhkan
hitungan waktu menitan untuk mencapai kondisi stabil, dengan
tegangan dan frekuensi sama dengan listrik PLN. Ttulah fungsi
krusial pada UPS: dalam waktu singkat memberi kesempatan
menyelamatkan data atau menghidupkan genset cadangan.

Sungguh sulit membayangkan pemenuhan kebutuhan sekolah
dengan UPS Rp 6 miliar. Padahal, dengan dana Rp 150 juta, sudah
bisa didapatkan UPS 30 kVA. Artinya, gedung sckolah it
memiliki daya listrik sedikimya 30 kVA atau sekitar 27000 watt,
vang dengan daya setengahnya saja sekolah sudah bisa meng-
hidupi 100 komputer meja.

Jelas tidak ada tuntutan kebutuhan listrik tanpa putus selama
24 jam, apalagi sebagian besar aktivitas berlangsung pagi sampai
sore. Sangat berbeda dengan kepentingan lembaga terkait pusat
data, seperti bank, bandara, mal, pabrik, atau rumah sakit.

Semakin ironis, harga komputer sekolah pasti jath lebih murah
dari harga UPS. Padahal, para siswa belajar menguasai pemakaian
komputer, bukan penggunaan UPS yang relatif sederhana. Se-
sekali kehilangan hasil pekerjaan juga bukan sesuatu yang buruk,
Maka, pengadaan perangkat pendukung yang super mahal itu,
kalau benar ada, adalah sikap konsumtif yang amat berlebihan.

"Kenapa tak memilih panel surya kalau prinsipnya menyedia-
kan daya tanpa putus. Dengan anggaran Rp 57 miliar—Rp 5.8
miliar, tiap sckolah bisa mendapat listrik tenaga surya berka-
pasitas 400,000 watt. Daya ini sudah berlebihan dan sisanya bisa
dijual ke PLN,” kata Bambang Sumaryo Hadi, praktisi sel surya.

Prinsip dasar kerja, baik UPS maupun panel surya yang
tegangannya diubah menjadi bolak-balik PLN sebenarnya sangat
mirip. Pada keduanya terdapat inverter, yaitu rangkaian elek-

R_l;but—ribut dana siluman dalam anggaran DKI Jakarta,

rumah dengan listrik 2.300 VA sudah besar,” katanya.

Teknologi inverter pada panel surya juga sudah sangat maju,
selain mampu menghasilkan gelombang listrik pure sine, juga bisa
sinkron dengan gelombang sinus pada listrik PLN. Dengan
kondisi ini, listrik dari panel bisa disubstitusikan ke jaringan PLN.
Melalui meteran khusus ckspor-impor yang dikeluarkan PLN,
bisa diketahui jumlah aliran arusnya.

Dengan panel sel surya, apalagi aktivitas umumnya saat
Matahari bersinar, sckolah bisa lebih produktif. Di Jakarta,
dengan kondisi listrik PLN relatif stabil, listrik PLN cukup
menjadi cadangan, terutama malam hari, Untuk memanfaatkan
listrik panel surya saat malam, gunakan saja sforage seperti aki,
Aki besar berkapasitas 100 Ah (Ampere-jam) bisa menyimpan
daya 100 watt selama 12 jam dan jika ingin daya lebih besar,

tinggal mengalikan,

Jadi, apa perlunya UPS di sekolah menengah? Silakan me-

nyimpulkan.

aBD DKI JAKARTA

Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit

JAKARTA, KOMPAS — Rapat
bersama Badan Anggaran DPRD
dan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah DKI Jakarta tentang
APBD tahun 2015, Selasa (17/3),
tertunda karena urusan berkas
yang dianggap belum tuntas. Pe-
mimpin rapat pun memutuskan
untuk menunda pembahasan.

Padahal, tenggat pembahasan
hasil evaluasi Kementerian Da-
lam Negeri (Kemendagri) atas
rancangan APBD DKI Jakarta
tinggal menghitung harl. Hasil
evaluasi dikirim ke Pemerintah
Provinsi dan DPRD DKI Jakarta
pada Rabu (11/3) untuk Klari-
fikasi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo
Kumolo mengatakan, jika dalam
tujuh hari tidak ada kescpakatan
antara Pemprov dan DPRD DKI
Jakarta, Kemendagri bakal me-
mutuskan untuk memberlaku-
kan kembali APBD 2014 untuk
membiayai birokrasi dan pem-
bangunan DKI Jakarta,

Pemimpin rapat sekaligus Ke-
tua DPRD DKI Jakarta Prasetio
Edi Marsudi mengatakan, Pem-
prov DKI yang diwakili Sekre-
taris Daerah (Sekda) DKI Sae-
fullah belum siap dengan berkas
rancangan APBD versi Pemprov
DKI sehingga diputuskan me-

nunda rapat. Pihaknya berharap
Pemprov DKI menyerahkan draf
rancangan APBD yang dilayang-
kan ke Kemendagri.

?Saya minta Pak Sekda (untuk
menyerahlan drafnya), apalah
ada yang dilarang atau tidak oleh
DPRD. Tidak ada niat mengham-
bat. Ini masalah komunikasi saja
dan eksekutif belum siap. Bis-
millah, APBD DKI 2015 akan
terealisasi,” kata Prasetio.

Saefullah mengatakan, dirinya
tidak masalah dengan permin-
{aan tersebut. Namun, draf ran-
cangan yang diminta DPRD sc-
benarnya telah diunggah ke situs
beritajakarta.com.  Scbelumnya
juga telah disampaikan Kemen-
dagri ke DPRD DKI1 Jakarta. “Tak
masalah. Hari ini juga karni kirim
print out yang diminta DPRD”
kata Sacfullah,

Saefullah menambahkan, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah ti-
dak mempermasalahkan per-
mintaan itu dan akan fokus pada
perbaikan atas evaluasi Kemen-
dagri. Semua catatan telah
diperbaiki sesuai rekomendasi
serta beberapa hal yang diper-
tahankan dalam APBD 2015.

Sejumlah mata anggaran men-
dapat sorotan tim evaluasi Ke-
mendagri, antara lain adanya ma-

ta anggaran serupa yang tercetak
di dua satuan kerja perangkat
daerah, seperti pembangunan ge-
dung sekolah di dinas perumahan
dan dinas pendidikan, pemba-
ngunan puskesmas di dinas
perumahan dan dinas kesehatan,
serta kantor kelurahan dan ke-
camatan di dinas perumahan dan
wali kota.

Kemendagri juga menilai ang-
garan untuk tunjangan pegawai
negeri sipil Rp 16,5 triliun atau
sekitar 24,5 persen total APBD
DKI lidak wajar dan tidak ra-
sional dari sisi proporsi anggaran.
Nanmun, Pemprov DKI berencana
mempertahankannya. Kebijakan
ini merupakan dampak pengha-
pusan mata anggaran honora-
rium dan biaya pengawasan tek-
nis  yang nilainya  triliunan
rupiah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama mengatakan ti-
dak risan dengan situasi itu. Jika
DPRD tak juga sepakat dengan
rancangan APBD 2015, pihaknya
akan mengajukan peraturan gu-
bernur (pergub) tentang APBD
ke Kemendagri Jumat pekan ini.
Jika pergub disetujui, Pemprov
DKI akan mengacu besaran
APBD Perubahan 2014 sebesar
Rp 72,9 triliun. (MKN)
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Langkah Maju
) Pembahasan Anggaran
Polda Metro Periksa 63 Saksi Terkait Kasus Dugaan

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Badan
Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah DKI Jakarta dengan agenda pembahasan
hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas
Rancangan APBD tahun 2015, Rabu (18/3),
menargetkan pembahasan tuntas sebelum tenggat,

Jumat (20/3).

Hasil dari rapat Badan Ang-
garan {Banggar) DPRD DKI Ja-
karta dan Tim Anggaran Peme-
rintah DKI Jakarta menjadi lang-
kah maju yang selama ini di-
nantikan.  Sejumlah  anggota
Banggar berharap Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta bisa bekerja
dengan anggaran yang berkeku-
atan hukum berupa peraturan
daerah (perda). Produk ini lebih
baik ketimbang peraturan guber-
nur (pergub) yang memiliki ke-
terbatasan, antara lain dalam hal
pembelanjaan anggaran.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD
DKI Bestari Barus mengatakan,
fraksinya menginginkan pemba-
hasan hasil evaluasi Kemendagri
bisa segera sel chingga pro-
ses penetapan peraturan dacrah
mengenai APBD 2015 bisa ram-
pung sesuai tenggat waktu. *Per-
da lebih strategis bagi warga Ja-
karta karena merupakan produk
bersama DPRD-Pemprov DKL”
ujarnya,

Pemprov DKI terancam meng-
gunakan pergub jika dalam tujuh
hari tidak ada kesepakatan antara
Pemnprovdan DPRD DKI Jakarta,

— Energi untuk Mengawal Anggaran Pub

nergi Pemerintah Provin-
E si dan DPRD DKI Jakarta

seolah terkuras untuk
urusan anggaran tiga bulan ter-
akhir. Dua kantor yang berim-
pitan ibarat dua kubu yang ber-
perang. Satu di Jalan Medan
Merdeka Selatan, satu lagi di Ja-
lan Kebon Sirih. Sampai Rabu
(18/3), dua hari menjelang teng-
gat penetapan APBD tahun
2015, "perang” itu belum usai.

Benih polemik sebenarnya
telah muneul pada pertengahan
Januari 2015, Ketika itu, Guber-
nur DKT Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama mengatakan, ada ok-
num DPRD dan atau pegawai
negeri sipil (PNS) DKI Jakarta
yang memasukkan anggaran se-
nilai Rp 8.8 triliun. Ada sederet
mata anggaran yang menurut
dia tak masuk akal. Misalnya,
biaya sosialisasi surat keputusan
gubernur Rp 46 miliar dalam
rancangan APBD 2015.

Sehari-dua hari setelah me-
lontarkan temuan, Basuki men-
jelaskan bahwa dana itu adalah
pokok pikiran (usulan DPRD)
yang dimasukkan ke dalam be-
berapa pos anggaran melalui ba-
nyak satuan kerja perangkat da-
erah (SKPD). Namun, seperti
berulang dia sampaikan, Basuki
tak ingin lagi satu sen pun dana
APBD DKI Jakarta yang dise-
lewengkan melalui beragam ca-
ra, seperti yang "mentradisi” se-
lama ini. Saat itu pula dia men-
coretnya.

Akan tetapi, upaya menyu-
supkan mata anggaran tak ber-
henti di situ. Pada sejumlah
proses pembahasan, nama-nama
anch muncul dalam rancangan

Kemendagri bakal memutuskan
untuk memberlakukan kembali
APBD 2014 untuk membiayai bi-
rokrasi dan pembangunan DKI
Jakarta,

Rapat pembahasan Badan
Anggaran DPRD dan Tim Ang-
garan  Pemerintah  Daerah
(TAPD) DKI Jakarta pada Rabu
siang berlangsung lebih dari tiga
jam dengan dua sesi, yakni pe-
nyampaian hasil perbaikan dan
tanggapan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD
DKI Jakarta Prasetio Edi Mar-
sudi. Setelah diawali penyampai-
an Sekretaris Daerah DKI Sae-
fullah atas perbaikan Rancangan
APBD, scjumlah anggota Badan
Anggaran DPRD menyampaikan
kritik dan masukan pada rapat
Rabu siang. Beberapa kritik di
antaranya soal plafon anggaran
untuk bidang pendidikan, per-
untukan mata anggaran opera-
sional wali kota, pengalihan ang-
garan antarsatuan kerja perang-
kat daerah, serta penambahan
dan pengurangan anggaran.

Menurut Prasetio, polemik
yang terjadi beberapa pekan ter-

APBD. Pada pekan awal Febru-
ari 2015, Basuki kembali
mengungkap adanya ang-
garan yang menurut dia
tak patut, berpotensi
fiktif, sekaligus jadi
proyek “bagi-bagi”
anggaran melalui
proyek siluman.

Ada ribuan mata
anggaran yang di-
ketahui masuk ke
pos-pos SKPD. To-
tal nilainya tak
tanggung-tanggung,
Rp 12,1 triliun, ham-
pir 16,5 persen dari
total APBD 2015
vang mencapai Rp 73
triliun. Padahal, Pemprov
DKI telah berusaha memben-
tengi APBD dari peluang mun-
culnya titipan-titipan dengan
teknologi informasi, yakni sis-
tem penganggaran elektronik
(e-budgeting). Sebuah sistem
vang diidamkan Basuki bersama
Gubernur Joko Widodo sejak
tahun 2013,

Awalnya terkesan janggal. Ba-
gaimana bisa sistem yang dicip-
takan bisa mendeteksi setiap
masukan (fiput) berikut nama
peng-input, lokasi, dan waktu,
dapat diterobos begitu saja.
Apalagi, ada ribuan mata ang-
garan tersebar di banyak SKPD
dengan nama yang sebagian di
antaranya tak rasional.

Salah satu yang berulang di-
sampaikan Basuki, barangkali
karena jumlahnya banyak dan
nominalnya besar, adalah peng-
adaan alat pencadang listrik
atau uninterruptible power sup-
ply (UPS). Dana pengadaan satu

akhir mengenai APBD 2015 me-
rupakan dinamika yang wajar
terkait pembahasan  keuangan
dacrah.

Perbaikan

Pada rapat itu, Saefullah me-
nyampaikan sejumlah perbaikan
atas catatan Kemendagri, Pada
bidang pemerintahan, misalnya,
ada sembilan pengalihan kegi-
atan dari satu dinas ke dinas lain,
perbaikan nomenklatur pada 946
mata anggaran, serta 105 kegi-
atan yang dijelaskan tanpa per-
ubahan nominal dan nama ang-
garan.

Secara keseluruhan, lanjut
Saefullah, ada 108 program yang
dialihkan, antara lain dari dinas
perumahan ke dinas pendidikan,
dinas kesehatan, serta kelurahan
dan kecamatan. Selain itu, ada
perbaikan pada 1521 perbaikan
program, penjelasan pada 758 ke-
glatan, pengurangan 218 kegiat-
an, penambahan 60 kegiatan,
serta perbaikan 597 kegiatan.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah DKI Ja-
karta Tuty Kusumawati menam-
bahkan, ada 45 poin evaluasi
yang disampaikan Kemendagri.
Poin-poin itu meliputi pengalih-
an kegiatan, perbaikan nomen
Kklatur, penjelasan kegiatan, sertd
cfisiensi berikut dampaknya be-
rupa penambahan anggaran, Ke-
mendagri memberikan koridor
bahwa anggaran hasil evaluasi
harus ditambahkan ke program
lain yang perly, bukan menam-

bah mata anggaran baru.

Sejumlah anggota mengkritisi
evaluasi tersebut. Wakil Ketua
Komisi D DPRD DKI Jakarta
Rois HS mengatakan, TAPD se-
harusnya tidak mentah-mentah
mengalihkan program, seperti
pembangunan gedung sekolah
dari dinas perumahan ke dinas
pendidikan, hanya karena reko-
mendasi. Padahal, pemisahan
anggaran dilakukan karena per-
timbangan kompetensi serta fak-
tor sumber daya manusia.

Belum ada tersangka

Sampai Rabu kemarin, Polda
Metro Jaya belum menetapkan
tersangka kasus dugaan korupsi
pengadaan uninterruptible power
supply (UPS) di lingkungan Dinas
Pendidikan DKI Jakarta. Dalam
menyidik kasus itu, Polda di-
supervisi Badan Reserse Krimi-
nal Polri.

“Belum, belum ada satu oran;
pun ditetapkan sebagai ters:
ka. Masih ada sejumlah saksi
yang belum diperiksa,” kata Ke-
pala Bidang Humas Polda Metro
Jaya Komisaris Besar Marlinus
Sitompul, kemarin.

Menurut dia, scjauh ini baru
63 orang saksi yang menjalani
eriksaan, (DEA/RTS/MEN)

@

Lihat Video Terkait
“Penyidikan Kasus
Korupsi APBD DKI”

di kompasprint.com/vod/
kasusapbddki

garan-anggaran itu muncul. Ba-
suki menduga ada oknum ang-
gota DPRD atau SKPD ber-
main-main dengan memo-
tong dana dari pos-pos
yang telah dianggar-
kan, lalu membaginya
ke banyak mata ang-
garan baru. Satu per
satu bukti disampai-
kan Basuki dengan
berulang melayang-
kan tudingan ke ok-
num DPRD.
Situasi itu menyulu
polemik, Scjumlah ang-
gota DPRD menilai tu-
dingan Basuki tak berda-
sar, Ketua DPRD DKI Pra-
setio Edi Marsudi mengang-
gap cara Basuki tak elok sebagai
kepala daerah, Selain kalimat

yang dianggap menyinggung,

Basuki dianggap mengabaikan
unit UPS saja Rp 4,2 miliar peran DPRD sebagai institusi
hingga Rp 5,8 miliar. "Ini gilal” yang terlibat dalam proses pe-
kata Basuki berang, netapan APBD.

Sudah sejak lama Basuki Berhari-hari waktu berlalu.
mengidamkan bisa mengguna- Seteru soal keuangan Ibu Kota
kan e-budgeting secara utuh. belum juga usai. Kini, waktu
Apalagi, lembaga audit negara menghitung mundur. Jika sam-
menduga ada triliunan rupiah pai Jumat (20/3) DPRD dan
anggaran siluman muncul da- Pemprov DKI tak juga sepakat
lam APBD DKI Jakarta setiap soal APBD 2015, Pemprov DKI
tahun. Dengan perangkat dan berpeluang kembali ke APBD
sistem itu, penyimpangan bisa 2014 untuk membiayai birokrasi
dicegah lebih dini. Anggaran dan pembangunan DKT Jakarta

pun dapat dialokasikan lebih
bertanggung jawab karena me-
muat rincian hingga harga sa-
tuan. Semua kebutuhan barang
dan jasa bisa dihitung dan di-
pantau lebih mudah.

Energi besar telah terkuras
untuk menetapkan APBD, tak
hanya dari kalangan eksekutif
dan legislatif, tetapi juga warga
ibu kota Jakarta. Kini publik
menunggu realisasi program

Akan tetapi, penyeleweng se-  dan pembangunan disertai ko-
lalu mencari celah. Saat ran- mitmen anti korupsi.
cangan APBD berproses, ang- (MUKHAMAD KURNIAWAN)
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Guru Terpaksa Talangi Operasional

JAKARTA, KOMPAS — Se-
jumlah kepala sekolah dan guru
terpaksa menalangi dana ope-
rasional sekolah serta upah guru
dan karyawan honorer karena
dana bantuan operasional seko-
lah belum juga cair hingga Kamis.
Hal ini sebagai dampak dari kis-
ruh APBD DKI,

Kepala SMPN 39 Jakarta Mis-
to mengatakan, dana yang di-
butuhkan untuk membayar upah
guru dan karyawan honorer
mencapai Bp 30 juta per bulan.
“Mau tidak mau kami harus ber-
utang untuk hisa menutupi upah
pekerja honorer. Kalau enggak
begitu, nanti mereka enggak mau
kerja, bisa lebih repot lagi kita,”
katanya, Kamis (19/3).

Selain upah pekerja honorer,
pihak sekolah juga harus me-
nanggung biaya listrik, alat tulis,
dan biaya operasional lainnya.

Selain itu, PNS di sekolah su-
dah menerima tunjangan kinerja
daerah (TKD). "Tetapi, vang di-
bayarkan baru TKD untuk Ja-
nuari. Untuk Februari belum di-
bayarkan,” kata Wakil Kepala

SMP 64 Jakarta, Suci.
Kasubbag TU lowong

Sementara itu, sejumlah ja-
batan kepala subbagian tata usa-
ha (kasubbag TU) di sekolah ma-
sih kosong pasca lelang jabatan di
lingkungan Pemprov DKI Jakar-
ta awal tahun ind, Sejumlah PNS
yang ditugasi pada jabatan itu
belum  terlihat  dan  belum
mengonfirmasi perihal pekerjaan
mereka ke pihak sekolah.

Kasubbag TU merupakan ja-
batan struktural yang berwenang
mengurusi administrasi sekolah.,
Jabatan ini setara eselon IV b.

Kepala SMPN 47 Jakarta Su-
trisno, Kamis, mengatakan, di-
rinya pernah mendengar ada na-
ma orang vang akan menduduki
jabatan sebagai kasubbag TU di
sekolahnya. Namun, belum per-
nah sekalipun orang itu melang-
kah ke gerbang sekolah ini.

Sutrisno mengatakan, jabats
kasubbag TU di sekolah ini
kosong scjak dua tahun terakhir.
Pejabat terakhir pensiun dan se-
jak itu belum ada penggantinya.

Kepala SMPN 39 Jakarta Mis-
to mengatakan, dua orang pernah
datang ke sekolah ini untuk me-
nanyakan lokasi sekolah. Mereka
mengatakan hendak mengisi ja-
batan kasubbag TU.

"Yang satu orang sudah
mengatakan mundur karena lo-
kasi sekolah terlalu jauh dari
tempat tinggal di Bekasi. Semen-
tara satu orang lainnya bahkan
belum pernah menginjakkan ka-
ki ke sekolah ini. Baru satu kali
menelepon untuk tanya lokasi
sekolah,” katanya. SMPN 39 Ja-
karta terletak di Kelurahan Pe-
tojo Utara, Jakarta Pusat.

Menurut Miste, dirinya per-
nah menyampaikan masalah ini
ke bagian Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan DKI, tetapi be-
lum ada solusi atas masalah ini

Wakil Kepala SMPN 64 Djoke
Sunyoto mengatakan, sejak Ja-
nuari, pejabat kasubbag TU di
sekolah ini dinyatakan lulus ujian
lelang jabatan dan diberi tempat
tugas di sckolah lain. "Tetapi,
kasubbag TU pengganti belum
ada,” kata Djoko. (ART)

Tim Anggaran Kejar Tenggat

Hari Ini Batas Akhir Perbaikan Rancangan APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS — Tim Anggaran Pemerintah
Daerah DKI Jakarta mengejar tenggat penverahan
Rancangan APBD 2015 ke Kementerian Dalam
Negeri, Senin (23/3). Diharapkan, perbaikan segera

rampung dan APBD dapat
peraturan daerah.

Sejumlah anggota DPRD DKI
Jakarta menyatakan dukungan-
nya meski sebagian di antaranya
tetap mengpulirkan hak angket.

Puluhan pejabat dan staf ter-
libat dalam proses perbaikan draf’
APBD DKI Jakarta tahun 2015.
Mereka dikumpulkan di Ruang
Pola Gedung Blok G Kompleks
Balai Kota Jakarta, Kamis (19/3),
untuk memperbaiki sejumlah
mata anggaran yang menjadi ca-
tatan tim evaluasi Kementerian
Dalam Negeri. Mereka juga me-
revisi kekurangan berdasarkan
hasil pembahasan dengan Badan
Anggaran DPRD DKI Jakarta se-
hari sebelumnya.

Gubernur DKIT Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama dan Wakil

_Gubcrnur Djarot Saiful Hidayat

ANGGARAN SILUMAN

ditetapkan melalui

sempat ke Ruang Pola untuk
memberikan pengarahan. Hadir
pula sejumlah anggota Badan
Angparan DPRD DKI yang di-
undang Tim Anggaran Pemerin-
tah Daerah (TAPD) untuk me-
lihat langsung proses memasuk-
kan mata anggaran dengan
sistem penganggaran elektronik
(e-budgeting).

TAPD mengejar batas waktu
perbaikan pada Jumat (20/3), tu-
juh hari setelah hasil evaluasi
diterima dari Kemendagri, agar
bisa disampaikan Senin pekan
depan. Menurut Sckretaris Da-
erah DKI Jakarta Saefullah, tim-
nya akan bekerja siang malam
untuk menyelesaikan revisi.

Sesuai hasil evaluasi Kemen-
dagri, secara keseluruhan ada 108

program dalam RAPBD yang di-
alihkan dari satu dinas ke dinas
lain, Juga ada perbaikan nomen-
klatur pada 1.521 mata kegi.

Namun, hak angket juga terus
bergulir. Menurut anggota Badan
Anggaran  dari Fraksi PDI-P
Syahrial, hak APBD

penjelasan pada 758 kegiatan, pe-
ngurangan 218 kegiatan, penam-
bahan 60 kegiatan, dan perba-
ikan pada 597 kegiatan.

Terkait hal itu, Ketua DPRD
DKI Prasetio Edi Marsudi dan
sejumlah anggota bersikap men-
dukung penyelesaian revisi agar
bisa ditetapkan menjadi APBD
2015. Sebab, jika terlambat atau
melampaui batas, Pemprov DKI
berpeluang menggunakan APED
2014 yang ditetapkan dengan
peraturan gubernur.

Ketua Fraksi PDI-P Jhonny
Simanjuntak, Wakil Ketua Fraksi
Demokrat Ahmad Nawawi, dan
Ketua Fraksi Nasdem Bestari Ba-
rus, secara terpisah, mengatakan
harapan agar rancangan dapat
segera ditelapkan menjadi Perda
APBD DKI Jakarta 2015 Ke-
beradaannya dinilai strategis un-
tuk menopang program peme-
rintah dan pembangunan ibu ko-
ta Jakarta tahun 2015. Apalagi,
schagian kegiatan tersendat,

2015 berbeda urusan dengan hak
angket yang diusung DPRD.
”APBD harus ditetapkan karena
menyangkut hajat warga Jakarta,
Sementara angket digulirkan ter-
kait prosedur yang diduga di-
langgar Pemprov DKL” ujarnya.

Ketua Panitia Angket DPRD
DKI Jakarta Mohamad Sangaji
menambahkan, proses angket
terus bergulir dan kini memasuki
fase akhir. Pihaknya berencana
memanggil ahli pemerintahan
daerah dan tata negara. Setelah
itu, baru digelar paripurna yang
diperkirakan 23-25 Maret 2015.

Basuki optimistis APBD 2015
rampung, disetujui DPRD, dan
bisa ditetapkan menjadi perda.
Namun, tanpa perda pun, dia
tidak risau jika harus menggu-
nakan peraturan gubernur dan
besaran APBD 2014

Buka akses

Terkait APBD, TAPD DKI Ja-
karta membuka akses sistem

e-budgeting bagi DPRD untuk
mengawasi APBD, Menurut Ba-
suki, pemberian akses itu se-
kaligus membuka ruang bagi ang-
gota DPRD untuk mengawasi
apakah ada yang salah terkait
anggaran daerah. Namun, kewe-
nangan memasukkan mata ang-
garan tetap hanya di eksekutif,
DPRD juga dilibatkan dalam
proses penyusunan anggaran,
mulai dari tingkat terendah, yak-
ni proses musyawarah perenca-
naan pembangunan di tingkat
kelurahan, kecamatan, kota, dan
provinsi. Proses itu kini berlang-
sung untuk RAPBD 2016 dengan
sistem yang serupa dengan e-bu-
dgeting agar alur usulan program
atau kegiatan terpantan.
Prasetio menyambut baik ini-
siatif Basuki membuka akses
e-budgeting bagi anggota DPRD.
Dia menilai hal itu sebagai itikad
baik melibatkan anggola DPRD
dalam proses penyusunan dan
pengawasan kebijakan anggaran
daerah. Dia berharap hubungan
eksekutif-legislatif berjalan baik
schingga tak lagi merugikan ma-
syarakat, (MKN/FRO/RTS/ART)

Kepercayaan Publik terhadap Gubernur Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS — Kis-
ruh pembahasan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Dacrah DKI
Jakarta antara cksekutif dan le-
gislatif menyita perhatian 598
persen warga Ibu Kota. Tingkat
kepereayaan publik terhadap Gu-
bernur DKI 58 kali lebih besar
dibandingkan terhadap DPRD.
Demikian hasil survei lembaga
nirlaba Populi Center terkait isu
anggaran siluman di mata warga
Jakarta, Survei yang dilalakan
pada 11-15 Maret itu melibatkan
1000 responden yang dipilih
acak bertingkat. Survei digelar di

Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
Jakarta Barat, Jakarta Utara, Ja-
karta Timur, dan Kabupaten Ke-
pulavan Seribu. Tingkat kesalah-
an (nargin of error) kurang lebih
3,09 persen dengan tingkat ke-
percayaan 95 persen.

Ketua Populi Center Nico Har-
janto, Kamis (19/3), mengatakan,
survei ini bertujuan mendapat-
kan gambaran mengenai pema-
haman masyarakat terkait kisruh
APBD, "Hampir 60 persen warga
mengikuti isu yang sudah ber-
langsung selama dua bulan ini.
Ini menunjukkan tingginya ke-

tertarikan dan pentingnya ma-
salah itu bagi warga,” ujar Nico.

Doari total responden, 25,5 per-
sen tidak mengikuti isu tersebut.
Sementara 14,7 persen tidak ta-
hu.  Adapun 42,6 persen
responden lebih memercayai in-
formasi dari Gubernur DKI da-
ripada DPRD. Hanya 74 persen
yang percaya DPRD. Sisanya, se-
banyak 50 persen, tidak tahu atau
tidak menjawab,

Survei ini tidak menggali lebih
dalam alasan warga lebih me-
mihak gubernur, Namun, kinerja
DPRD yang rendah, seperti te-

latnya penyusunan alat keleng-

Kejaksaan, Polri, atau Komisi

kapan dewan, l: pem-
bahasan APBD, dan rencana me-

kkan anggaran sosialisasi
surat keputusan gubernur, mem-
perburuk citra DPRD di masya-
rakat.

Sementara itu, menurut Niki
Ay, peneliti Populi Centre, 704
persen warga puas terhadap ki-
nerja Gubernur DKI terutama
program Kartu Jakarta Sehat
(K.JS) dan Kartu Jakarta Pintar
(KJP), Warga berharap dugaan
praktik anggaran siluman dila-
porkan dan diproses hukum di

P tasan Korupsi. Dengan
demikian, kisruh itu tak hanya
jadi manuver politik, tetapi juga
menunjukkan komitmen terha-
dap pemberantasan kerupsi.

DPRD juga diminta membuk-
tikan tudingan mercka tidak me-
lakukan praktik menyusupkan
mata anggaran siluman ataupun
menggelembungkan  anggaran
untuk program dan proyek tidak
jelas. "Hasil survei juga men-
unjukkan hanya 1,6 persen warga
yang mendukung hak angket oleh
DPRD," ujar Nico. (DEA)
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im Anggaran
iapkan Pergub

Pemprov DKI Jamin Layanan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Tim Anggaran Pemerintah
Daerah DKI Jakarta menyiapkan rancangan
peraturan gubernur menyusul buntunya
pembahasan peraturan daerah tentang APBD tahun
2015 dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan produk
hukum itu, pemerintah menjamin bergulirnya
program pembangunan serta layanan publik.

Hingga batas akhir pembahas-
an hasil evaluasi Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) atas
rancangan APBD DKI 2015,
Jumat (20/3) pukul 24.00, Tim
Anggaran  Pemerintah  Daecrah
(TAPD) dan DPRD DKI gagal
menyepakali rancangan menjadi
peraturan dacrah.

Menurut Wakil Ketua Fraksi
Demokrat DPRD DKI Ahmad
Nawawi, delapan dari sembilan
fraksi menolak membahas hasil
evaluasi karena menganggap draf
yang dikirim TAPD ke Kemen-
dagri bukan hasil pembahasan
bersama DPRD,

“Kecuali Nasdem, fraksi lain
menyerahkan (persoalan APBD)
ke Gubernur untuk menyiapkan
peraturan gubernur (pergub).
Dari sisi waktu jelas tak mungkin
__(membahas rancandan APBD ini)

Balai
(22/3).

Basuki mengatakan, seluruh
kebutuhan dana untuk pelayanan
publik dan kegiatan rutin aman.
Dengan pergub, besaran APBD
2015 akan mengacu pada pagu
APBD 2014, vakni Rp 72,9 triliun.
“"Hanya beda Rp 180 miliar (dari
nilai RAPBD 2015), dan kami bisa
kurangi beberapa kegiatan yang
tidak mendesak,” ujarnya.

Kota Jakarta, Minggu

Tunggu keputusan

Dalam kesempatan terpisah,
Direktur Jenderal Keuangan Da-
erah Kemendagri Reydonnyzar
Moenek mengatakan, pihakmya
masih  menunggu  keputusan
pimpinan DPRD DKI secara res-
mi tentang finalisasi hasil pem-
bahasan terhadap evaluasi APBD
2015

merintahan Daerah yang berisi
penggunaan pagu APBD 20147
paparnya.

Setelah keputusan resmi dari
DPRD diserahkan kepada Men-
dagri, jika ternyata APBD 2015
harus berbentuk pergub, masih
ada proses yang harus dijalani
untuk penyesuaian anggaran.
Menurut Reydonnyzar, berdasar-
kan aturan, perlu waltu 20 hari
kerja sampai pergub disahkan
Mendagri.

"Namun, kami akan bekerja
cepat. Nanti kami akan evaluasi,
asistensi, dan supervisi kepada
cksckutif karena mercka belum
berpengalaman (membuat APBD
dalam format pergub). Dalam ra-
pat maralon, kami akan mem-
buat dokumen pelaksanaan ang-
garan satuan kerja perangkat da-
erah. Perlu waktu 6-9 hari,” tu-
turnya.

Sekretariat Nasional Forum
Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra) menilai, hany
kerugian jika APBD menggulf-
kan anggaran tahun lah, C

"Bisa terjadi duplikasi anggar-
an pengadaan yang aneh-aneh,
seperti UPS, Penyerapan anggar-
an bisa jadi semakin rendah, ha-
nva 70-75 versen. Pertumbuhan

karéna tinggal tiga jam menje-
lang pukul 24.00. Selain itu, draf-
nya bukan hasil pembahasan dan
kini sedang dipersoalkan panitia
angket,” kata Nawawi, yang juga
anggota panitia angket.
Rancangan peraturan guber-
nur (pergub) dijadwalkan dise-
rahkan ke Kemendagri Senin
(23/3) ini. Namun, Gubernur
DKI Basuki Tjahaja Purnama
menyatakan alkan menunggu si-
kap DPRD hingga Senin siang.
“Siapa tahu DPRD berubah sikap.
Kami butuh tanda tangan pim-
pinan, satu fraksi, dan 13 anggota
Badan Anggaran untuk mene-
tapkan perda,” ujar Basuki di

”Batas waktunya Jumat, 20
Maret. Karena terbentur Sabtu
dan Minggu, kami tunggu ke-
putusan tertulis dari DPRD DKI
Jakarta hari Senin nanti” ka-
tanya, Minggu.

Reydonnyzar mengatakan, di-
rinya belum berani menyatakan
apakah APBD DKI 2015 ditu-
angkan dalam perda atau pergub
sebelum memegang surat kepu-
tusan pimpinan Dewan.

"Setelah kami terima suratnya,
Mendagri akan menerbitkan ra-
diogram kepada Gubernur DKI
Jakarta untuk memberlakukan
Pasal 314 Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Pe-

ekonomi juga tidak akan men-
capai target 6,3 persen,” kata Se-
kretaris Jenderal Fitra Yenny Su-
cipto.

Wali Kota Jakarta Utara Rus-
tam Effendi berharap agar segera
ada kejelasan terkait anggaran
yang akan digunakan. Hal itu
dibutubkan untuk bisa merea-
lisasikan program-program pri-
oritas pada tahun 2015 ini.

Menurut Rustam, pada dasar-
nyd, balk mengacu pada pagu
anggaran 2014 maupun 2015, pe-
laksanaan program tidak terlalu
berpengaruh.  Pasalnya, sclisih
anggaran tidak terlalu besar.

(FRO/MRN/JAL)
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ANGGARAN DKI

Med%lsi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pro-
ses mediasi polemik Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
DEKI Jakarta di Kantor Wakil Pre-
siden menemui jalan buntu. De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah
mempersilakan Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
mengesahkan APBD 2015 lewat
peraturan  gubernur  dengan
menggunakan pagu tahun 2014,

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi
Marsudi mengatakan, mekanis-
me ini sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 23 Ta-
hun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. “Kami memutuskan
APBD DKI menggunakan per-
gub,” kata Prasetio di Kantor Wa-
kil Presiden, Jakarta, Senin
(23/3).

Pembahasan APBD DKI, kata
Prasetio, terkait dengan perso-
alan politik, hukum, dan admi-
nistrasi. Rapat pimpinan pada

Jumat pekan lalu tidak bisa me-
mutuskan karena rancangan
yang dikirim Tim Anggaran Pe-
merintah Daerah (TAPD) tidak
lengkap. Pada Senin siang, rapat
pimpinan memutuskan menye-
rahkan kembali draf APBD untuk
ditetapkan dengan pergub.

Proses pembahasan APBD
tersebut memasuld batas akhir
Senin kemarin. Semua dokumen
APBD 2015 harus diserahkan ke-
pada Kementerian Dalam Negeri.
Namun, kesempatan terakhir
menyelesaikan polemilk tersebut
tak bisa dioptimalkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla
sampai turun tangan memperte-
mukan semua pihak terkait un-
tuk menyelesaikan kisruh APBD
DKL Hadir dalam pertemuan di
Kantor Wakil Presiden, Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,
Gubernur DEKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama, Ketua DPRD

DK1 Prasetio didampingi Wakil
Ketua DPRD  Triwisaksana,
Ferrial Sofyan, M Taufik, dan
Abraham Lunggana.

‘Wapres menyayangkan hu-
bungan yang memicu ketegangan
antara Gubernur dan DPRD DKI.
*Tidak boleh terns-meners se-
perti ini. Jika terus menggunakan
pergub, artinya tidak ada kema-
juan di Jakarta,” kata Kalla.

Namun, Kalla meminta semua
pihak kembali membangun ko-
munikasi yang baik. Tim anggar-
an DPRD dan Pemprov DKI ha-
rus mementingkan kepentingan
rakyat. Masalah yang muncul an-
tara gubernur dan pimpinan
DPBRD harus dipisahkan.

Tjahjo Kumolo mengatakan,
hal ini merupakan pilihan buruk
vang terpaksa diambil saat ini. Ia
mengakui, masalah di DKI ini
merupakan yang pertama kali
terjadi di Indonesia.

"Tim anggaran Pemprov DKI
dapat memasukkan program-
program baru pada pembahasan
APBD Perubahan tahun 20157
kata Tjahjo seraya mengingat-
kan, hal-hal prioritas adalah alo-
kasi anggaran untuk kesehatan,
pendidikan, rumah susun, dan
infrastruktur.

Senin pagi, Basuki mengun-
dang Forum Komunikasi Pim-
pinan Daerah (Forkopimda) DKI
Jakarta untuk menjelaskan pe-
makaian peraturan gubernur se-
bagai landasan hulkumnya. "Hari
ini kami gjukan rancangan per-
gub ke Kemendagri,” ujarnya.

(NDY/JAL/MKN;/FRO/HAR)

@
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Dewan Lanjutkan Hak Angket

Kasus DKI Jadi Contoh Positif Sisi Pengawalan Anggaran Publik

JAKARTA, KOMPAS — Panitia angket DPRD DKI
Jakarta berencana mengundang sejumlah ahli, Rabu
(24/3) hingga Jumat (27/3), untuk menggali
informasi terkait kisruh APBD tahun 2015. Sejumlah
anggota dan unsur pimpinan DPRD memandang
angket tidak terkait langsung dengan penetapan
APBD yang sifatnya administratif.

Ketua Panitia Angket DPRD
DKI Jakarta Mohamad Sangaji
mengatakan, pihaknya berenca-
na mengundang ahli hukum tata
negara Irman Putra Sidin dan
Margarito Kamis, serta ahli ko-
munikasi Tjipta Lesmana. Me-
reka diundang untuk dimintai
pandangan terkait proses penyu-
sunan APBD DKT tahun 2015.

Sebelumnya, Ketua DPRD
DKI Jakarta Prasetic Edi Mar-
sudi mengatakan, rapat pimpin-

an memutuskan menolak pem-
bahasan hasil revisi APBD atas
evaluasi Kementerian Dalam Ne-
geri, antara lain karena mate-
rinya bukan hasil pembahasan.
Mercka menyerahkannya ke Gu-
bernur DKI Jakarta agar me-
legalkannya dengan peraturan
gubernur (pergub).

Menurut Prasctio, angket tak
terkait langsung dengan proses
penetapan APBD. Sebelumnya,
rapat pimpinan telah menyepa-

Um MEDIASI

Kesempatan Terakhir
Pun Kandas

kati penggunaan hak angket, dan
karena itu akan diselesaikan.

Terkait penggunaan pergub,
selain melayangkan rancangan
pergub tentang APBD 2015, Pem-
prov DKI juga mengundang se-
jumlah ahli untuk menentukan
langkah. Pemprov DKI juga me-
nyiapkan tim supervisi untuk
mengatasi masalah hukum.

Menurut Kepala Badan Penge-
lola Keuangan Daerah DKI Ja-
karta Heru Budi Hartono,
pihaknya akan membentuk tim
supervisi  untuk  memastikan
pencairan anggaran tidak me-
langgar hukum. Tim bisa dari
Badan Pemeriksa Keuangan, Ba-
dan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Kejaksaan, atau-
pun Polri.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta
Saefullah mengatakan, Tim Ang-
garan  Pemerintah  Daerah

(TAPD) akan menyesuaikan pagu
belanja karena besarannya harus
Rp 63 triliun yang mengacu pada
perubahan APBD 2014. Padahal,
tahun ini Pemprov DKI meng-
ajukan anggaran belanja daerah
sebesar Bp 674 triliun.

Jadi contoh

Analis dan praktisi penyeleng-
gara pemerintahan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Deddy
Bratakusumah, berpendapat, Kis-
ruh APBD antara DPRD dan
Pemprov DKI bisa menjadi con-
toh positif dari sisi pengawalan
anggaran publik. APBD scharus-
nya bisa diawasi bersama, di-
tetapkan secara terbuka, dan da-
pat dipertanggungjawabkan
penggunaannya.

Menurut Deddy, Basuki mem-
buka proses yang selama ini

menjadi celah untuk memasuk-
kan anggaran siluman. *Perma-
inan anggaran jamak terjadi di
banyak daerah, tetapi tak men-
cuat karena DPRD dan kepala
daerah sama-sama tahu. Publik
yang dirugikan karena anggaran
tak tepat sasaran,” ujarnya.
Gagalnya penetapan APBD de-
ngan peraturan daerah, lanjut
Deddy, berdampak pada penca-
paian  target pembangunan
sebagaimana tertuang dalam
rencana pembangunan jangka
menengah daerah. Ada kegiatan
yang terpaksa dikurangi atan
dialihkan karena perubahan pa-

Pemprov DKI diminta mem-
prioritaskan  program-program
yang terkait langsung dengan
publik, seperti dalam bidang ke-
sehatan, pendidikan, dan peker-
jaan umum, (MKN)

mengakhiri polemik panjang APBD DKI Jakarta 2015,
Narmun, harapan itu tidak tercapal. DPRD DKI dan Gu-
bernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tetap tak menyepakati
pembahasan APED 2015,
Konsekuensinya, Pemprov DKI pada tahun anggaran 2015
ini menggunakan pagu anggaran tahun 2014, Wakil Presiden

S enin (23/3) lalu seharusnya menjadi hari istimewa untuk

Jusuf Kalla pun menyayangkan hal ini. Mediasi yang ia lakukan

dengan melobi sejumlah pimpinan partai politik ternyata be-
lum mampu menyelesaikan masalah.

Meski demikian, Kalla tidak ingin perseteruan elite di DKI
Jakarta berlanjut. Sebab, rakyat yang akan dirugikan.

Kalla melihat ada ketidakharmonisan antara Gubernur DKI
dan pimpinan DPRD yang dipicu komunikasi yang buruk.
Senin lalu, Wakil Presiden menggelar mediasi sebagai upaya
mencairkan kebekuan komunikasi tersebut.

Kalla meminta Basuki untuk memperbaiki cara bertuturnya.
Boleh tegas, tetapi Basuki diharap lebih sopan dan tidak meng-

gunakan kata-kata kasar.

Basuki menerima masukan Kalla yang ia anggap sebagai
petuah orangtua kepada anaknya. Dia berjanji akan mem-
perbaiki cara bertutur
ke publik agar lebih
santun. "Sava kira
vang disampaikan Pak
JK itu benar. Jadi Pak
Wapres sampaikan
alangkah baiknya se-
mua seperti satu ke-
Inarga, masa mau ber-
antem terus?” kata Ba-
suki,

Kalla menyampai-
kan hal itu di Kantor
‘Wakil Presiden ketika
menggelar pertemuan
tertutup dengan Ba-

suld dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pukul
15.15. Kurang dari satu jam, pertemuan itu usai.

Pukul 16.30, giliran rombengan pimpinan DPRD DKI tiba di
tempat yang sama. Sebelum bertemu Wapres, pimpinan DPRD
DKI lebih dulu membuat keputusan politik untuk tidak me-
nandatangani APBD 2015, Mereka menyerahkan ke Gubernur
DEI agar membuat peraturan gubernur (pergub) soal APBD.

Filihan "buruk” terpaksa diambil agar jalannya pemerin-
tahan tetap berlangsung. Menurut Kalla, penggunaan pagu
APBD tahun 2014 adalah sebuah pilihan sulit. *Seharusnya ini
tak boleh terjadi, persoalan pribadi tak boleh mengganggu
kepentingan rakyat,” kata Kalla.

Menjelang magrib, pertemuan Kalla dengan pimpinan DPRD
usai. Berkali-kali Ketua DPRD DKI Parasetio Edi Marsudi
menyoroti gaya bertutur Basuki yang ia nilai kasar. Hal itu
membuat harga diri pimpinan DPRD terusik. Prasetio merasa
ucapan Basuli telah melecehkan para wakil ralgyat.

Menurut Prasetio, selama proses pembahasan APBD, nama
baik pimpinan DPRD tercoreng karena dituduh maling, penipu,
dan berbagai tuduhan kotor lain. Padahal, jika Basuki tak setuju
dengan usulan Dewan, sebaiknya dihapus saja usulan Dewan.
"Tidak perlu teriak di media. Kami ini punya keluarga,” kata
Prasetio.

Polemik panjang APBD di DKI baru pertama terjadi di
Tndonesia. Mendagri tak ingin hal itu terjadi di wilayah lain.
Menurut Tjahjo, Pemprov dan DPRD DKI satu kesatuan dalam
tatanan pemerintah daerah. Namun, sepertinya hal ini terganjal
masalah komunikasi yang buruk. (ANDY RIZA HIDAYAT)
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WAWANCARA KHUSUS

Pesan di Balik Kisruh APBD

Polemik antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta
terkait APBD tahun 2015 belumn usai. Eksekutif
tengah bersiap melaksanakan anggaran dengan
peraturan gubernur sebagai dasar hukum. Sementara
legislatif terus menggulirkan angket. Kekisruhan ini
tak hanya berdampak buruk pada kinerja birokrast,

3 tetapi juga pada warga ibu kota Jakarta.

ingga akhir triwulan
H 1-2015, penyerapan ang-

garan diperkirakan baru
3 persen, antara lain untuk gaji
pegawai. Padahal, idealnya 10
persen, lalu 20 persen pada tri-
wulan kedua. Namun, Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta Djarot Sai-
ful Hidayat melihat ada hikmah
di balik kisruh anggaran tiga bu-
lan terakhir. Berikut petikan
wawancara dengan Djarot di Ba-
lai Kota Jakarta, Rabu (25/3).
Berapa lama peraturan gubernur
tentang APBD selesai?

Tim Kementerian Dalam Ne-
geri sedang lembur. Paling tidak
seminggu. Setelah itu langsung
bisa dipakai. Kami tidak ingin
berlama-lama. Harus ada APBD
supaya pelayanan masyarakat

dan pembangunan tak terhenti.
Harus ada kepastian hukum dan
SKPD (satuan kerja perangkat
daerah) bisa segera mengekse-
kusi program. Lelang sudah ja-
lan prosesnya. SPK (surat pe-
rintah kerja} menyusul.
Bagaimana peran Anda dalam
situasi ini sebagal kader partai
sekaligus wakil gubernur?

Kita harus membangun bu-
daya pemerintahan yang baik.
Jangan sampai antara kepala
daerah dan wakilnya bertikai di
tengah jalan, apalagi sampai pi-
sah. Keduanya adalah satu. Hu-
bungan dengan mitra juga harus
dibangun dengan baik. Wakil
gubernur harus mendukung ke-
bijakan gubernur. Posisi saya,
dulu diajukan dan dilantik oleh
gubernur atas persetujuan ketua
umum (PDI-P) karena saya ka-
der partai.

Saya tak ingin di posisi yang
terus-menerus pro-kontra kare-
na tidak produktif. Korbannya
tak hanya birokrasi di Pemprov

DKI, tetapi juga publik.
Bagai proses p
APBD seluma ini?

Saya masuk Desember 2014
saat APBD hampir selesai ka-
rena proses dimulai sejak Maret
2014. Namun, saat itu ada "tur-
bulensi” sehingga penetapannya
terlambat. Tetapi, kejadian itu
memberikan hikmah. Saya baru
tahu bahwa proses perencanaan
dan penganggaran DKI Jakarta
selama ini tidak sehat dan tidak
baik. Kadang sesuai prosedur,
tetapi substansinya belum. Ide-
alnya, akhir Desember 2014 atau
awal Januari 2015 sudah selesai.

Mestinya fokus. Ini kelemah-
an di birokrasi ataupun di de-
wan. Ada kebiasaan buruk bi-
rokrasi dalam penyusunan
APED, yakni copy paste, miskin
inovasi, ambil anggaran tahun
sebelumnya, laln memasuklcan-
nya ke anggaran sekarang,

Legislatif seharusnya rajin ju-
ga turun ke masyarakat dan ter-
libat dalam proses, mulai dari
musrenbang tingkat kelurahan,
ke kecamatan, kota, hingga pro-
vinsi. Dengan demikian, dia bisa
cek, apakah aspirasi masyarakat
atau konstituennya masuk atau
tidak. Eksekutif juga harus de-
mikian sehingga tidak saling
menyalahkan. Ini demi meng-
hindari anggaran (ter)duplikasi
dan mubazir.

Apa pelajaran dari situasi Hga
bulan ini?

Penetapan pergub (sebagai
dasar APBD tahun ini) adalah
berkah. Diharapkan, proses
penganggaran lebih baik dan se-
hat. Kami konsentrasi ke tahun
2016. Kasus tahun 2015 sudah
terjadi, dan mari kita kawal. Ta-
hun depan harus lebih baik pro-
sesnya. APBED DKI ini besar se-

[T— ~

Djarot Syaiful Hidayat

kali, Jika dibiarkan terus seperti
yang selama ini terjadi, banyak
infrastruktur yang tak terba-
ngun. Kini ada sekitar 40 persen
bangunan sekolah yang butuh
perbaikan, tetapi di sisi lain ada
bangunan baru tetapi tidak ber-
fungsi atau sebenarnya tak di-
butuhkan masyarakat. Terminal
Pulogebang bisa jadi contoh. Bi-
aya pembangunannya ratusan
miliar rupiah, tetapi sampai se-
karang belum berfungsi.
Bagaimana pendapat Anda ter-
kait e-budgeting?

E-budgeting itu hanya alat
(tooly untuk evaluasi dan meng-
awasi anggaran. Selain penga-
wasan, alat ini diharapkan
memperbaiki mutu isinya, sesu-
al prioritas atau tidak, tepat sa-
saran atau tidak, dan efektif
atau tidak. Kita butuh alat itu
karena mata anggaran di APBD
DKI Jakarta mencapai puluhan
ribu itern. Teknologi memudah-
kan kita menelisiknya.

Bagaimana posisi DPRD?

DPRD jadi bagian integral da-
lam pemerintah daerah. DPRD
perlu ambil hikmah agar proses
penyusunan APBD 2016 lebih
baik. Kita memulai babak baru
dalam proses penganggaran, Da-
lam konteks hak budgeting, ha-
rusnya anggota DRPD tahu. UU
dan peraturannya ada. Mereka
mestinya ikut proses musren-
bang yang kini sampai kecamat-
an. Tahun depan jangan lagi ba-
ru masuk di akhir proses pem-
bahasan. Apalagi, sampai harus
memaksa masuk sehingga me-
rusak rencana semula. Tkuti
proses dari bawah.

Tak mungkin pula memelo-
toti ribuan lembar rancangan
APBD di akhir sehingga tak
maksimal pengawasannya. Ka-
dang, yang melototi juga sekadar
ngecek apakah usulannya masuk
atau tidak. Ini barangkali juga
jamak terjadi di daerah lain
meski tak semua.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Apa intt dari pesan di balik
kisruh APBD ini?

Saatnya birokrasi bisa berbe-
nah. Demikian pula DPRD, un-
tuk menanamkan cara yang ba-
ik. Bukan untuk kepentingan in-
dividu, kelompok, atau lemba-
ganya saja, melainkan untuk ke-
baikan seluruh warga ibu kota
Jakarta. Bayangkan, RAPBD
DKI Jakarta termasuk yang pa-
ling lambat masuk ke Kemen-
dagri tho. Padahal, DKI seha-
rusnya bisa lebih awal karena
tidak perlu menunggu pagu ang-
garan dari pusat, yakni DAU dan
DAK. DKI bisa merencanakan
pendapatan lebih awal diban-
ding daerah lain. (MEN/NAR)
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Indonesia Corruption Watch melaporkan adanya dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2012
hingga 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (26/3). Dua kardus besar berisi surat dan dokumen diserahkan ke lembaga
anti korupsi itu untuk ditindaklanjuti.

— -

!)UGAAN KORUPSI

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK

JAKARTA, KOMPAS — In-
donesia Corruption Watch me-
laporkan sejumlah temuan ter-
kait dugaan korupsi dana dari
APBD DKI Jakarta tahun 2014 ke
Komisi Pemberantasan Korupsi,
Kamis (26/3). Dari sejumlah ka-
sus itu, negara diduga dirugikan
Rp 2779 miliar.

Koordinator Divisi Monitoring
Pelayanan Publik ICW Febri
Hendri menyebutkan, timnya
menemukan indikasi korupsi pa-
da pengadaan uninterruptible po-
wer supply (UPS), mesin pemin-
dai, pencetak, dan pengadaan
enam judul buku untuk sejumlah
sekolah. Semwuanya  dibiayai
APBD DKI Jakarta tahun 2014.

Kerugian negara dari penga-
daan UPS ditaksir Rp 186,4 mi-
liar. Adapun dari pengadaan pe-
mindai dan pencetak Rp 894
miliar, dan Bp 2,1 miliar pada
pengadaan enam judul buku
Korupsi dilakukan melalui per-
sckongkolan antara pejabat pem-
buat komitmen (PPK), distribu-
tor, peserta, dan pemenang le-

lang,

Persekongkolan dilakukan pa-
da proses penctapan harga, pe-
nawaran, dan penetapan peme-
nang lelang. Dalam penetapan
harga, PPK menggunakan harga
distributor yang justru menjadi
pemasck bagi peserta dan pe-
menang lelang. Harga barang pun
diduga digclembungkan tinggi
sehingga menguntungkan distri-
butor dan pemenang lelang.

Febri menambahkan, ICW
memakai APBD tahun 2015 versi
DPRD sebagai titik tolak inves-
tigasi beberapa kasus itu. Sebab,
ada mata anggaran yang berulang
di APBD 2014 dan APBD 2015
versi DPRD), antara lain peng-
adaan UPS, pemindai dan pen-
cetak, serta pengadaan buku.

TFebri mencontohkan pengada-
an enam judul buku, yakni Hi-
Fayat Ibu Kota, Perempuan, Dari
Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu
Rawa Kini Menara, Menapak Ko-
ta Harapan, dan Delman menuju
MRT. Mata anggaran untuk
mencetak buku-buku itu terda-

pat di APBD 2014 dengan total
biaya Rp 3 miliar, Pengadaan
enam judul buku ini ternyata
terindikasi korupsi.

Mata anggaran serupa muncul
kembali dalam APBD 2015 versi
DPRD dengan tiga judul berbeda,
yalmi Nekad demi Rakyat, Dari
Belitung Mengu  Istana, dan
Tionghoa Keturunanku, Indone-
sia Negaraku. Nilai anggaran un-
tuk tiga judul buku itu Rp 30

Persekongkolan antara PPE,
distributor, serta peserta dan pe-
menang lelang terlihat jelas. Con-
tohnya, PPK hanya mengguna-
kan satu distributor, yakni PT FS,
untuk menetapkan harga Rp
149000 per buku. Padahal, ber-
dasarkan investigasi ICW, harga
wajar dalam pencetakan ini ha-
nya Rp 45.000 per buku. Pemilik
sekaligus direktur PT FS me-
miliki keterkaitan dengan PPIL

Persekongkolan juga terlihat
pada pemilihan pemenang lelang.
Peserta lelang yang telah lulus
kualifikasi ternyata tidak hadir

dalam evaluasi harga. Tujuannya
adalah memenangkan peserta
yang menjadi pemenang lelang,

ICW menyerahkan laporan
dugaan korupsi ke KPK beserta
bukti berupa dokumen lelang
berisi riwayat penetapan harga,
surat penawaran peserta lelang,
dan kontrak pengadaan, ICW
juga menyerahkan bukti doku-
men APBD Jakarta 2015 versi
DPRD, APBD dan APBDP Ja-
karta 2014.

Terkait dugaan korupsi APBD,
Gubernur DKI Jakarta Basuld
Tjahaja Purnama menyerahkan
hal itu kepada penegak hukum.
Dia berharap para pelaku, baik
oknum PNE, anggota DPRD, ma-
upun rekanan yang terlibat,
diproses secara hukum.

Dalam sejumlah kesempatan,
Basuki menyebutkan, ada sekitar
Rp 40 triliun anggaran yang di-
duga diselewengkan pada APBD
2012-2014. Modusnya adalah de-
ngan mengusulkan kegiatan serta
pengadaan barang dan jasa yang
tak perlu. (MEN)
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Basuki: Sejak Lama
Anggaran DKI Dicuri

JAKARTA, KOMPAS — Gu-
bernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama menduga, anggar-
an DKI Jakarta dicuri melalui
kegiatan siluman sejak berta-
hun-tahun lalu. Pelaku menyi-
sipkan mata anggaran dalam pro-
ses penyusunan APBD.

Kerja sama antara oknum ek-
sekutif dan legislatif dalam me-
nyisipkan anggaran dilakukan
terutama pada saat-saat akhir
APBD akan discrahkan ke Ke-
menterian Dalam Negeri (Ke-
mendagri). “Dari dulu kami ke-
colengan,” kata Basuki di Balai
Kota Jakarta, Jumat (27/3).

Karena itu, kata Basuki, selain
menerapkan sistem penganggar-
an clektronik (e-budgeting), pi-
haknya bekerja sama dengan Ke-
mendagri menyisir mata anggar-
an yang lerluang dalam rancang-
an APBD DKI 2015. Penyisiran
itu untuk memastikan anggaran
tepat sasaran, tepat mut, dan
tepat waktu,

Pola korupsi APBD biasa di-
lakukan, antara lain, dengan
menggelembungkan harga, me-
nambah jumlah hari kerja pro-
yek, serta menurunkan mutu pe-
kerjaan atan barang. Dalam pro-
yvek pembangunan sekolah, mi-
salnya, penggelembungan ang-
garan dilakukan dengan menam-
bah hari kerja atau jumlah pe-
ketja.

ada proyek lain, vakni pem-

nan lapangan olahraga, ku-

alitas diusulkan dengan standar

internasional yang membutuh-

kan biaya tinggi. Kenyataannya,

lapangan dibangun dengan ku-
alitas rendah.

Selain menerapkan sistem ba-
ru, Pemprov DKI juga mewa-
jibkan setiap pejabat melaporkan
harta kekayaan serta bekerja
sama dengan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuang-
an, Indonesia Corruption Watch
(ICW), dan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi untuk meminimal-
kan korupsi.

Koordinator Divisi Monitoring
Pelayanan Publik ICW Febri
Hendri menambahkan, berdasar-
kan hasil investigasi timnya, mo-
dus penggelembungan harga ter-
jadi di sejumlah proyek dalam
APBD DKI 2014, Dari proyek
pengadaan uninterruptible power
supply (UPS), mesin pemindai
dan pencetak, serta enam judul
bulku saja, ditemukan kerugian
negara yang ditaksir mencapai
Rp 2779 miliar.

Serapan anggaran

Meskipun Basuki telah me-
mastikan pelayanan publik tidak
terganggu akibat pagu APBD
2015 mengacu pada APBD 2014,
masalah scrapan anggaran harus
diperhatikan. Di Jakarta Barat,
proyek pemindahan makam di
Tempal Permakaman  Umum
(TP Kapuk Tcko, Cengkareng,
batal tercalisasi karena APBD-P
2014 gagal terserap.

Kepala Suku Dinas Pertaman-
an dan Pemakaman Jakbar Dja-
uhar Arifin mengatakan, tahun
laln makam seluas 1 hektar yang
terendam air itu sudah dikering-
kan. Namun, pemindahan ma-
kam ke TPU Tegal Alur, Ka-
lideres, urung dilakukan karena
walktu untuk menyerap anggaran
sangat mepet.

Akibatnya, pihaknya harus
mengulang pekerjaan lagi dari
awal. “Karena gonjang-ganjing
APBD, kami belum tahu ada alo-
kasi dana untuk itu atau tidak.
Tetapi, kami tetap usulkan se-
bagai program prioritas tahun
anggaran 2015,” kata Djauhar.

Kini, areal TPU di Kampung
Apung itu terendam air dan ta-
nah setebal 2 meter dan ditum-
buhi eceng gondok. Warga tidak
bisa lagi memanfaatkan lahan
untuk bercocok tanam dan be-
ternak lele. Sesuai Peraturan Da-
erah Rencana Tata Ruang Wi-
layah 2010-2030, makam terse-
but diperuntukkan sebagai jalan
raya. (MKN/DEA)
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KEUANGAN DAERAH

APBD DKI Diharapkan
Selesai Dua Pekan Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Da-
lam dua pekan ini, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta diharapkan
sudah memiliki APBD yang bisa
digunakan untuk merealisasikan
pembangunan. Pekan depan, ek-

sekutif mulai memasukkan mata
anggaran melalui sistem
e-budgeting.

Kepala Badan Pengelola Ke-
uangan dan Aset Daerah (BP-
KAD) DKI Jakarta Heru Budi
Hartono, Minggu (29/3), menga-
takan, proses penyusunan Ke-
bijakan Umum Anggaran,/Prio-
ritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA/PPAS) masih berlang-
sung.

"Tidak ada perubahan men-
dasar. Hanya ada beberapa pe-
nyesuaian karena anggarannya
disesuaikan dengan pagu belanja
APBD 2014,” katanya.

Direncanakan, input (pema-
sukan) mata anggaran dilakukan
pada 6-8 April. Diperkirakan, pa-
da 10 April APBD 2015 sudah bisa

disahkan Kementerian Dalam
Negeri.
Dengan pagu belanja Rp 63,65

triliun sesuai APBD 2014, Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta
harus memangkas Rp 3,8 triliun
dari rencana belanja yang di-
ajukan, Hern mengatakan, dana
belanja di sejumlah dinas akan
dipatang.

"IN Dinas Tata Air, misalnya,
anggaran pembelian lahan dipo-
tong Rp 500 miliar, dan anggaran
pembangunan tanggul laut di-
potong Bp 300 miliar. Anggaran
pembelian lahan di Dinas Bina
Marga; Dinas Pertamanan dan
Pemakaman; serta Dinas Kela-
utan, Pertanian, dan Ketahanan
Pangan dipotong masing-masing
Rp 500 miliar,” wjar Heru.

Anggaran untuk rumah dan
bangunan bersejarah di Dinas
Perumahan dan Gedung Peme-
rintahan juga dipotong Bp 500
miliar, Demikian pula anggaran
untuk rehabilitasi gedung olah-
raga di Dinas Olahraga dan Pe-
muda dipotong Rp 300 miliar,

Realistis

Akhir pekan lalu, Sekretaris
Daerah DKI Jakarta Saefullah
mengatakan, penyesuaian APBD
tahun ini diharapkan bisa be-
nar-benar membuat anggaran
daerah DKI Jakarta lebih rea-
listis. "Anggaran yang ada be-
nar-benar disesuaikan antara
pendapatan dan belanjanya se-
hingga ckspcktasinya tidak ter-
lalu tinggl,” katanya.

Berkaca dari pengalaman se-
belumnya, anggaran yang tidak
terserap pada APED 2014 men-
capai lebih dari 30 persen. Ke-
mendagri memperkirakan APBD
2015 pun berpotensi menyisakan
puluhan friliun rupiah apabila
tidak dihitung dengan cermat.

Konflik berkepanjangan anta-
ra eksekutif dan legislatif soal
APED 2015 telah menyisakan Rp
38 triliun yang tidak bisa di-
gunakan. Eksekutif juga tinggal
memiliki waktu kurang dari sem-
bilan bulan untuk menggunakan
dana belanja daerah. Apabila pe-
manfaatannya bidak dilakukan
dengan benar, sisa lebih peng-
Funaan anggaran pada APBD
2015 ini bisa semakin besar.

Sacfullah menekankan kepada
scluruh satuan kerja porangkat
daergh agar menghitung dengan
cermat anggaran mereka. Dia ju-
ga meminta BPKAD untuk be-
nar-benar memperhitungkan
pendapatan dan belunja. (FRO}
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KASUS UPS

AU-ZS Diduga Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga

JAKARTA, KOMPAS — Badan
Reserse Kriminal Polri menduga,
dua mantan pejabat Suku Dinas
Pendidikan Jakarta Barat dan Ja-
karta Pusat ditetapk{i-)sebagai
tersangka dugaan tindak®pidana
korupsi pengadaan 25 paket
uninterruptible power supply un-
tuk 25 SMAN/SMK tahun ang-
garan 2014. Mereka diduga be-
kerja sama dengan pihak ketiga
untuk merekayasa lelang proyek.
Kedua tersangka itu adalah AU
dan Z$

”Setelah gelar perkara selama
‘beberapa hari terhadap kasus tin-
dak pidana korupsi pengadaan
UPS, ditetapkan dua tersangka.
Keduanya akan dipanggil untuk
menjalani pemeriksaan kemba-
1i,” kata Kepala Bagian Pencrang-
an Umum Mabes Polri Komisaris
Besar Rikwanto di Mabes Polri,
Jakarta, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, dari gelar per-
kara itu, kala itu AU sebagai
Pejabat  Pembuat Komitmen
Pengadaan UPS Suku Dinas Pen-
didikan Menengah Jakarta Barat,
sedangkan ZS sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen Pengadaan
UPS Suku Dinas Pendidikan Me-
nengah Jakarta Pusat.

Kedua tersangka ini, menurut
dia, diduga bekerja sama dengan
pihak ketiga yang menjadi dis-
tributor penyedia barang dan jasa
ini. Dari kerja sama itu, peme-
nang lelang pun direkayasa dan
terjadi penggelembungan dana

“DANA HIBAH

Awalnya, kasus ini ditangani
Polda Metro Jaya sebelum di-
limpahkan ke Mabes Polri, Saksi
vang akan diperiksa dalam kasus
ini 130 orang, Sebanyak 85 calon
saksi sudah dikirimi surat pe-
manggilan,

Persiapan APBD 2016

Untuk menghindari kekacau-
an dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
{APBD), Pemprov DKI Jakarta
memulai proses penjaringan as-
pirasi untuk APBD 2016. Proses
ini akan diawali dengan musya-
warah rencana pembangunan
{musrenbang) di tingkat kota pa-
da Selasa ini.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta
Saefullah, kemarin, mengatakan,
proses musrenbang berjalan se-
iring penyelesaian APBD 2015.
“Fokus kami sekarang adalah
menyelesaikan APBD 2015 de-
ngan baik dan memulai proses
APBD 2016. Besok kami undang
seluruh pihak di tingkat kota un-
tuk menjaring apa yang dibu-
tuhkan warga,” katanya.

Saal ini, Pemprov DKI Jakarla
masih menunggu kelanjutan pro-
ses penyusunan peraturan gu-
bernur schagai landasan APBD
2015 dari Kementerian Dalam
Negeri. Saefullah mengatakan,
draf Kebijakan Umum Anggar-
an/Prioritas Plafon Anggaran Se-
mentara telah dikirim ke Ke-
mendagri.

lelang. anya dijerat Pasal 2
dan Pasa No 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dengan ancaman
maksimal 20 tahun penjara.

“Pemeriksaan akan terus di-
lanjutkan. Nanti anggota Dewan
juga akan dimintai keterangan.
Diduga bisa jadi akan ada ter-
sangka lain terkait kasus ini. Un-
tuk itu, kami tunggu pemeriksaan
kedua tersangka ini,” ujar Rik-
wanto.

Kepala Subdirektorat V Tin-
dak Pidana Korupsi Bareskrim
Komisaris Besar Muhammad Tk-
ram mengatakan, kerugian ne-
gara terkait kasus ini masih di-
hitung Badan Pengawasan Ke-
uangan dan Pembangunan DKI
Jakarta. Hingga saat ini, ditaksir
kerugian akibat penyelewengan
kasus pengadaan UPS mencapai
Rp 50 miliar.

"Tanggal 31 Maret-3 April,
kami akan rapat dengan Kemen-
dagri. Semoga pada 10 April
sudah ada persetujuan dari
Mendagri sehingga APBD 2015
bisa dicairkan segera” ujar
Saefullah.

Dalam proses memasukkan
mata anggaran, Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
memerintahkan Sekda mengun-
dang anggota DPRD DKI Jakarta.
Hal itu dilakukan agar proses
penyusunan APBD terbuka mes-
ki landasan hukumnya pergub.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD
DKI Jakarta Bestari Barus me-
nambahkan, meskipun APBD di-
putuskan menggunakan pergub,
pihaknya berharap pemerintah
melibatkan DPRD dalam penyu-
sunan APBD 2015. "Kami harus
melaksanakan fungsi pengawas-
an,” ujarnya. (FRO/MEN/TAN)

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

JAKARTA, KOMPAS — Gu-
bernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama menjamin men-
cairkan bantuan keuangan bagi
pemerintah daerah di sekitar Ja-
penerima mem-
bantuan
n  mengajukan
proposal rinci tentang proyek

Kkarta, Syaratny:
pertanggungjawabkan
sebelumnya

yang dibangun tahun ini.

*(Pencairannya) Tidak masa-
lah, berapa pun dana yang di-
butuhkan untuk membantu (wi-
layah) sekitar diperbolehkan Ke-
menterian Dalam Negeri scbab
itu sesuai dengan KUAPPAS (Ke-
bijakan Umum Anggaran dan
an Se-
mentara),” kata Basuki di Balai

I Plafon Prioritas  Anggar:

Kota Jakarta, Senin (30/3).

Basuki mensyaratkan propo-
sal disertai rincian detail tek-
nisnya. Dia juga meminta laporan
pertanggungjawaban pengguna-
an dana bantuan tahun lalu. "Ti-

dak apa bantuan tahun lalu be-

lum dipakai dan disimpan buat
tahun ini asal lapor ke kami,”

i

i,

ali Kota Tangerang Arief R

ansyah mengatakan, pro-

posal dan desain rekayasa detail
(detail engineering design) dari

Sementara itu, Wali Kota Be-
kasi Rahmat Effendi mengapre-

semua proyek terkait dana hibah  siasi kepastian turunnya dana hi-
ini sudah selesai dan dalam wak-  bah Pemprov DKI. ”Jika memang
tu dekat akan diserahkan kepada  Bekasi dapat Rp 300 miliar dari

Gubernur DKI. Langkah

ikuti Wali Kota T

itu  Jakarta, maka akan sangat mem-

bantu mengatasi persoalan di Be-

Selatan Airin Rachmi Diany, pe-

lalu.

»Kami mengajukan anggaran
satu seperempat triliun rupiah.
Akan tetapi, berapa pun yang
disetujui, kami berterima kasih,”
kata Arief di Tangerang, Senin.

Adapun Wali Kota Tangerang
Selatan mengajukan Rp 74,8 mi-
liar untuk membangun Terminal
Pondok Cabe dan membenahi

infrastruktur pengairan.

kasi,” kata Rahmat.

Di Kota Bekasi, 70 persen hi-
bah dari Pemprov DKI akan di-
gunakan untuk pembangunan
dan pelebaran jalan. Sementara
30 persen untuk proyek penang-
gulangan banjir.

Memahami otonomi

Wali Kota Depok Nur Mah-
mudi Ismail mengatakan, pem-
berian hibah tersebut harus da-

KOMPAS JOIINKY TG

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (kanan) berkunjung ke Kantor Harian Kompas, Jakarta, dan
diterima Pemimpin Redaksi Budiman Tanuredjo, Senin (30/3). Menurut Nur Mahmudi, dana hibah dari
i insi DKI Jakarta harus diberikan dengan memahami konteks otonomi daerah,

[

lam konteks pemahaman terha-
dap otonomi daerah.

"Depok selalu disebut-sebut
sebagai kota penyangga (Jakarta),
padahal bukan. Depok adalah ko-
ta otonom. Meskipun ada in-
terkonektivitas (dengan Jakarta),
kami tak bekerja untuk Jakarta.
Kami bekerja sesuai tanggung ja-
wab masing-masing” ujar Nur
Mahmudi saat berkunjung ke Re-
daksi Kompas di Jakarta, Senin.

Mengenai kaitan dana hibah
itu untuk penanganan banjir di
Ibu Kota, Nur Mahmudi menga-
takan, tanggung jawab pena-
nganan banjir ada di pemerintah
pusat, dalam hal ini Kementerian
Pekerjaan Umum.

Menurut Nur Mahmudi, da-
ripada pemerintah pusat mem-
bangun waduk baru seperti di-
wacanakan akhir-akhir ini, lebih
baik dananya untuk merevita-
lisasi situ-situ yang sudah ada.
“Di Depok sudah ada 151 hektar
lahan situ, vang kalau dikeruk
sedalam 5 meter saja, sudah
mampu menampung 7,5 juta me-
ter kubik air. Itu sudah akan
membantu menahan air untuk
tidak langsung mengalir ke Ja-
karta,” papar Nur Mahimudi.

Menurut dia, proposal revi-
talisasi situ yang menghabiskan
dana Rp 451 miliar itu sudah
diajukan ke Kementerian PU.

ALO/DHE/MKN/PIN)
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MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

JI. Marsda Adisucipto, Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.4/PM.03.2/1751/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Bram Wasni Putra
Date of Birth : November 24, 1993
Sex : Male

took TOEC (Test of English‘Co;rfp‘);‘e‘t,egl‘,c:e) held on April 29, 2015 by Center
for Language Development.of. . Biunan Kalijaga State Islamic University
Yogyakarta and got the following result.

CONVERTED SCORE
Listening Comprehension 47
Structure & Written Expression 46
Reading Comprehension 43
Total Score £

*Validity : 2 years since the certificate’s issued
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